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1 

BABI 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Prices are the heart of the economic system (Backman, 1953, 3). Oleh sebab 

itu, "price" menjadi sesuatu yangsens~!~ Tety.tama apabila tezjadi "transfer price". 

Sebagai dampak dari,krisis,glo~~l, ,pefli~iwtJ'?~efliperket~t hukum transfer pricing 

untuk meningkatkail.1ewas;~daan"dJ. p~egakJ hulruiD.'<. Hal'.·W terbukti dengan ;'" ., · ·, ·. " - --;.·s:+'··_ ·:<":=:·. , '>',:' <-·~·:·<'>< 

meningkatn¥a kegiatanaudit tn~~J.Jfer pr;i~tngbeb~ra~~: tahun terakbir terutama di 

negara berkembad~.~~perlr/Ghin~;A\n Jndt~!(lnt~~ation~i.·taxatl<i~.yol4, 2011, 548). 

Di hid(jpesii,::audit transfer pricin/'!DeriJ~<:li masal<fh ut~~4 sfuit ini. Hal ini 

dapat dilihat dJhgan makin seriusny~ D[P ~~nan~~~ kasus tr,qnsj~t pricipg dengan 

diterbitka~nya No~· PER -3 2/P J/2o'l 'l m~hgenai perubahan at~~J{.peraturap Direktorat 

Jender~l Pajak No. Pl:lr-43/PJ/20}0 tentang ;enerapan .pfinsip<kewajaran:' dan 

kela~ap usaha dala~ ''dalam trapsa}Gf antara Wajib. Paj~k dengan pfu~ yang 

memp~Y~i;hubungan istime~~L 
Audit transfer pricing yang semilkin marak ini dikarenakan terdapat 

penyalah@P.aan transfer pricing yatlg dilakukan oleh pihak-pihak t~rk.ait untuk 

mengur~Jl?eban pajalcp.ya atal.J; bahlcan menghilangkan..beba11yajaknya. salah satu 

caranya adalah meht1ruk~>tl'"ansferpricirl~dan'negara yang ulrif paj~knya tinggi ke 

negara yangtarifp~jakny~.i~bih rendah~ H:~1 yang membuat il;,ansferpricing menjadi 

suatu isu yang p~tut u~tuk diperhatikJ adalah · ~yna ti!l!~~ya penyalahgunaan 
. ·~ 

dalam aplikasi transfer pricing tersebut, penyalall.gunaan transfer pricing ini dapat 

disebut transfer pricing manupulation:• Transfer pricing manipulation menurut 

Lorraine eden, merupakan penetapan harga transaksi di atas atau dibawah harga 

sebenarnya dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk menghindari 

peraturan pemerintah atau untuk mengekploitasi perbedaan cross-border, dimana 

pada tarif ini menggeser beban usaha ke lokasi dimana mempunyai tarif pajak tinggi 

dan menggeser pendapatan ke lokasi dengan tarif pajak rendah, yang bertujuan untuk 
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mengurangi secara keseluruhan pembayaran pajak penghasilan badan (Eden, 2000, 

594). 

Para ahli mengakui bahwa transfer pricing dapat memungkinkan perusahaan 

untuk menghindari pajak ganda, tapi juga terbuka untuk penyalahgunaan. Hal ini 

dapat digunakan untuk mengalihkan keuntungan artifisial dari yurisdiksi pajak tinggi 

ke suatu yurisdiksi pajak rendah, dengan{nemaksimalkan beban dalam pendapatan 

yang akan ataupun telah diperoleh (Sikka, 2btQ;3). 
' .,~.,, '''' ' '' ' 

ABC grup memperlybar ;sayap l.J.saha;·keg\iatan 'atau investasinya di Indonesia 

dengan cara mendirilsan atiak ;'ferus~~an'·Jt~ubsidilry cOJrlpan})' yang bemama PT 

ABC. Anak p~rusah~ dapat"·'tetjagi \de~gan pendirian,badari,:~aru atau pembelian 
~-· . "§ ' '\)_'):·. ,:;~;;.' . ,,.;, ',,___::,,, 

sebagian besar. saharn b(ldari' hid6nesia ykg~;~,udah ... bef.j'itlan; Pengoperasian anak 

perusahaari·~e~fubulkanWajib'·Pajak:badru;l:dai~ negri (Gunadi., 2007, 96-97). 

PT ABC adalah pe~s,ahaan .·. ~ultfuasionalimultipasional• corporation 
("MNC")''• yang bergerak di. hidang. distribu~i . ~rod~k p~tyethylene (PE) dan 

polypropylene (PP) di .Indonesia. MNC: adalah perusai:J.aan yang kegiat3:n, operasi , ~ , . . . ··'·· .. ; .L . .. . .. 

bisnis11ya ·bersifat ~U:ltinasional, atal.l intgmasq11ai:• dimana ada perusah~an:· yang 

berop~r~sipada negara indukyakni sebagaik<plt~~ pus~t:(headq~drter) dati~emiliki 
lokasi: perusahaan cabang di tiga .n<?gara atau . lebih. Pada umumnya. pendirian 

perusahaan cabang di luar negri difatcikan d.~ngan illvestasi langsung, yakni dengan 

cara mendirikan perusahaan f)~ru:'·;kspansi, atau memo¢li perusahaan di luar negri 

(Amalia, 2007, 204). Dalammenjalank~·k~giatan usruf~mya;PT ~C melakukan 

transaksi dengan pihak. Y311i me~pUfiyai hubiiligan':.1st~ewa. Transaksi yang 

dilakukan oleh PT ABC kepada.'pihak yang m6miliki hubungan istimewa adalah 

pembelian PE dari ABM Corpbratio~ ("ABJy1") yatig b~rada di Singapura untuk 

dijual kembali kepada pihak ketiga pelanggarinya di Indonesia dan pembelian PP dari 

ABM untuk dijual kembali kepada PT ABN di Indonesia. 

Secara umum, PT ABC dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa 

dapat digambarkan oleh skema berikut ini: 

Gambar 1.1 
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Bisnis Perdagangan (Trading Business) 

,~,. p,££XKK&Me!;t'Wii 

Polyethylene 

, ____ ,,,,~, 
Pihak PTABC ,, 

f Ketiga 

Elt!t /&X %WK.G .. _ ... -.. / / 

Pof;~ropyl~ne 

/' 

1
/ 

,/' 

,,_,,_, __ ,,, __ ,,_\ 

PT ABC l j PT ABN I 

Permasalahan dalam trtmsfet<prid'ng, adalah ketik~ ,PT-AJ3c yang melakukan 

transaksi dengan pihak,yang:fuemiliki hJbungan i~tkewa, seclailg dip~riksa. Masalah 

menjadi pelik, apabila peril.erik~a m6lruruk~n kbreksi terhadap transaksi tersebut. 

Pemeriksa akan melakukan challenge ~tas t11tnsaksi PT ABC dengan perusahaan-
, ·,~ 

perusahaan lain yang sejenis untuk melihat kewajaran dan kelaziman usaha, apabila 

terjadi perbedaan margin maka pemeriksa akan mengoreksi transaksi yang dilakukan 

oleh PT ABC. Padahal, pada kenyataannya perbedaan margin tersebut dapat terjadi 

karena terdapat perbedaan yang material dalam hal karakteristik, kondisi,dsb. 
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Harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli yang tidak 

dipengaruhi hubungan istimewa adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau 

diterima, sedangkan apabila terdapat hubungan istimewa adalah jumlah yang 

seharusnya dikeluarkan a tau diterima. Sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) UU PPh, 

Direktur Jenderal pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan 

untuk menghitung besamya Penghasian Kena Pajak bagi WP yang mempunyai 

hubungan istimewa dengan WP laiim~~ sesE,11i gengan kewajaran dan kelaziman 
usaha yang tidak dipertgaruhl. ~leh;;;{hg~~~:; isfllnewCJ,. Maksud diadakannya 

a ' ; '::<::::; •" •, "' '/'\~; ' :. •;• ""' ' <> •:>.:.;,;. 

ketentuan ini ada1ah, untu]( meri~egail· terjadinya !~nghpldar&W- pajak, yang dapat 

terjadi kare;ga ad~y~"·hub'dng~ istiJnew~f£Kemun~km; yan~:dapat terjadi adalah 
penghas,il~:dilaporka11 te;htlu re~dah,dari>~g.§e~snyCJ,: (Y~, 2~Q6, 1:4 7). 

'oleh kare1,1~ ifu, Wajib P3:ja1( .. y~~.'~elakukaJ1 trarisaksi deilgan pihak-pihak 
yang mempunyai hubungan· is,ti~'ewa, · :wajib menerapkan ... p~'ip kewajaran dan ::: . . . . ··. ..· . 
kelaziman usaha (arm's length principle): · 

''{Where] conditions are mac{e ~r)mposed' betwee~ the tr,yo '"(assOCfated) 
enterpfises in their commercia/or firlancif:d,reldtipns which dijJ~r ]romthose 
which would be made between independtmt eizter]Jnses, then anypr:ofitswhich 
would./. be made between independent enterprises, then any profits,which 
would,' but for those cp71ddions, haye ~qcrued iq one of the enterprises, but by 
rel:lion of those conditiO,ns, haye rl'b(soaccryed/may be includedinthe profits 
of that enterprise a.nd ta:Xed.(Jccordlngly". (Arm's1ength principle; paragraph 
1 of Article·: X'OECD Transfe~ Pricing Guidelin.es for Multinational 
Enterpri~es arid Tax Administrations). ·· · · 

Arm's length principle di)ndonesia':diafuf dalam.·, PER-32/PJ/2011 yang 

menyatakan bahwa Prinsip l(ewajCJ,ran dan Kelaziman Usaha (Arm's length 

principle/ ALP) merupakan prinsip yarrg mengatur bahwa apabila kondisi dalam 

transaksi yang dilakukan antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa sama 

atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang 

tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding, maka harga atau 

laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan 

istimewa hams sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam 
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transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa 
yang menjadi pembanding. 

Langkah pertama untuk menerapkan arm's length principle adalah melakukan 

analisis kesebandingan (Comparability analysis) sebelum Wajib Pajak menentukan 

metode penentuan harga transfer (transfer pricing). Comparability analysis menurut 

OECD adalah: 

"A comparison of a controlled.transd~tiftii•tvith an uncontrolled transaction 
or transactions:2pori,pr,oll~f! an4:~un'i;r;.fltr~~led~:~;ans~ction~ are comparable if 
none of th~. ·differences between the''transactjons coulf{ materially affect the 
factor beiii'g • examined .. in the.;;methodolo~{~le.i. pri}J,"g or margin), or if 
reaSQJJ£lbl~ acc~rat~'(u:iji&tmenik cilia.; be fnade'to eliminate the material effects 
of any suchdifferences" (OEC[).Transfer Pricing (Juidrd:irzes 2010). 

Pengertian Comparability ttnalysis/ana!isis
1 
kesebandillgan daJ~L disim.pulkan 

yaitu 'sebuah pezyru:idingan fransaksi te]."kendali deilgan trans~si yang tidak 
terkep.dali .. Transaksi terkendali dan tid~ terkendali d~pat dibandingkan jikatidak 

ada perbedaan an tara transaksi secara wat;fial~ Apabila ~da perb¢daan sedrra ful;lterial 
maka akan nicimpengaruhi fakfor y~g .

7

diperikSa • dalam'metodol~~ (inisalliya~arga 
atau margi~). at~u dapat dilakukan pe11yes~aian untllk ~enghilangkan ~fbl\ Iriaterial 
dari sethipperbedaan tersebut~ehihgga tnms'aksi td.r;ke~dali dan tidak t~rkendali dapat 
dibandingkan. 

"Comparable uncontrolled traniitctioh is a .tranSiiction between two 
independent pgrtieS that is coinpql"abte' to the cdntrolled transaction under 
examination. It. can be ~iiher a cofnpqrabl~ transactio'n between one party to 
the controlled transaction and arr independentparty ('internal comparable") 
or between two indepeneient parties, n~ithef of which is a party to the 
controlled transaction ("external comparable") "(OECD TP Guidelines 
2010). 

Terdapat dua jenis data pembanding dalam melakukan analisis kesebandingan 

yaitu data pembanding internal dan eksternal, yaitu: 
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1. Data pembanding internal, adalah data harga wajar atau laba wajar dalam 

transaksi sebanding yang dilak:ukan oleh Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang 

tidak mempunyai hubungan istimewa. 

2. Data pembanding eksternal, adalah data harga wajar atau laba wajar dalam 

transaksi sebanding yang dilak:ukan oleh Wajib Pajak lain dengan pihak-pihak 

yang tidak mempunyai hubungan istimewa. 
~d·'·"· 

Apabila terdapat data pemlf~~t int~~~al ~,P.an <lata pembanding eksternal 

dengan tingkat keseb~f.{i:gan's~kg s~a,i:'~aka,iWaji~~ajakwajib menggunakan 
'\6: .. c ••• • ·._.:=~ ·;.·:;IT~ .... : k. . ·: ,,;ff1~ · :.t~~~~ . ~:£: · . f:z.:~: 

data pembanding i/f;(ernal un1;id( penentu~ harga,1wajar ~tau laij~ wajar. 

Pen~man d~ta peinbandkg terh~~k trail~aksi. ;~ng s~~ang ·di;uji menj adi hal 
, ·~11~: · :~·,. . ..... :.;~. .·. :-.... ·-~~~·=· ;~~r::· . _,. ·:~t1:.: :;; · t:: . . {~:· . 

yang sulit .. Hal irii ,dikaJ.-enakan, anaiJ,sis transfer pricing m(i'Sih sahgat relatif dan 
"·..:. . ~ :':.~: 

bersifat';]rualitatif, ·· walaupyn dalam l:)'~berapa hal khusus tidfik rll:ustahil untuk 

membuat anali~i~Jruahtitatif Hal irii dimyngkinkah karen~ 'dalain analisis t~ansfer 
pricing, fakt()r pemband,ing (comparable factors) sangat mutlak untuk 

dipe.rtimbangkan. f'aktor~faktor yang ,!fimaksud adalah'karakt~ijstik barang afaujasa, ·,'\' ::..< ··~-,~:;: . . . . ··,:· h•<::,o; .. =. 

analisisfiJngsi,· syaiat-syarat kontraktu~i; ,kondi$i. ek()nonn dan stf~tegi liisni~'(OECD 
TraftSfer;riCing Guidelines 2010). J<;akt~r-fa~r ters~but jelas se~llli ~enu~jukkan . ;··~· ... 

sifat relatif daJi analisis transfer pri~lng. Ap(lbila·>(lda faktor yang memp~ngaruhi 
., • . . . '?•'', 

penentuan harga transfer, , ,be11l~ tentu pt;:l1yes6'~ian dapat dilak:ukan untuk 

menetralisir. dampak dari ad~ya f~or ;7~beda tersebut. 

Adanya · d(lta / peml:;andiD.g: . terkait · dokumerttasi transfer pricing akan 

memudahkan. Wajib':~aj~!J<: ·d~ ~Jp'dalan1 ;ros~s audit t~;aA~fer pricing antar 

perusahaan yang me~pul1yai h~bungan isnJiew:i kareria adaJ.lya data pembanding 
... ,~. ~ ~.; "' : . ...... ~ 

dapat membuktikan kewajaran harga tran8aksi: 

Oleh sebab itu, atas dasar latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk 

mengkaji lebih lanjut mengenai pencarian data pembanding terkait dengan transfer 

pricing dengan melakukan penelitian beijudul "Analisis Pencarian Data Pembanding 

Dalam Dok:umentasi Transfer Pricing (Studi Kasus Pada PT ABC)". 

1.2 Pokok Permasalaban 
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Saat ini DJP makin serius dalam menangani kasus transfer pricing dengan 

diterbitkannya No. PER-32/PJ/2011 mengenai perubahan atas peraturan Direktorat 

Jenderal Pajak No. Per-43/PJ/2010 tentang penerapan prinsip kewajaran dan 

kelaziman usaha dalam dalam transaksi antara Wajib Pajak dengan pihak yang 

mempunyai hubungan istimewa yang didalamnya mengatur mengenai kewajiban 

untuk mempersiapkan dokumentasi tr;rmsfer:pricing serta hal-hal yang hams terdapat 

didalam suatu dokumenta.si transfei/prici/ig. . . .. 

ABC grup pemi~ks!-ldm~fh~erl~b~ §~yaJ~hs~~' ke~iatariatau investasinya di 

Indonesia d~ng'ln C~!l m~ndi@can ~ak.i;erusah~n (subsit[J'wy company) yang 
bemama Pt ABC .. · PT . ABg adalah,t:p~salnian .mult~asidnalliht~ltinasional 
corporation'•('-'MNC")'yarig berg~rak;di bidang·'4ist~bu~f·(pr~~~ polyet~ylene (PE) 

', .. ·:... .. ' .. :. ;.;>-. '··~ • :· ; . . ., ·: .. : . ' ·' . • " . 

dan polypropylen~.(PP) di Indoriesia; Ralammtmjalank.an kegiatatrusahariya, PT 

ABC. mela~ transaksi d~ngan pih~k , yang mempunyru hub~gan i§timewa. 

Transaksi, yang dilakuk~11 oleh PT ABC kepada pih* y~g merniliki hubungan 

istimewa adalah peinbeli.an PE dari fJ3M Corporation ("ABM") y<i.hg ber.ada di 

Singapura witiik dijual kembali kepada tihak k;tiga pel!1figga~~a di Indbne~ia dan 
pemb~lianPP d~ri ABM untuk dijualkembali kepadaPT,ABN di Indo~esi11 ... 

"' .. ,"·'' . 

Dalam praktiknya, yang menjadi mas~lah titama dalam dokunienta.~i transfer 

pricing ad~lah .. pencarian d~i~ p~HlbanJTng t~rha.~apt~ansaksi yang"sedang diuji. 

Untuk menghindari' ... risi.ko korek&( fislc~ dari fiskus, \ya.jib Pajak sebaiknya .. ·. .. .. """" 

melakukan pell:lblllqian bahw~ ha~ga yarlg dipak:~i adalah·: wajar pada transaksi 

hubungan istimewa. Ol~h karena itu, Wajih. Paja~ h~ius D:lempersiapkan data dari 

pihak ketiga sebagai pelllbanding de11g~h dis~rtai\alasan-al~san. 
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Berdasarkan uraian tersebut, maka pokok permasalahan yang akan diuraikan 

dalam pertanyaan-pertanyaan peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah langkah-langkah pencarian data pembanding terkait 

dokumentasi transfer pricing dan kendala-kendala yang dihadapi dalam proses 

pencarian data pembanding PT ABC? 

2. Apakah langkah-langkah pencarian data pembanding tersebut telah sesua1 

dengan arm's length principle?,;:. 
' /' 

1.3 Tujuan Penelltlan 

Tujuan peneljtian·uii s,ebagai bepku{: 

1. U"nnrl) inehj~la~lcin"', proses pe'ncariari,' data p~mbahdjng, PT. ABG. terkait 

transa~i )'arig dil~kukan dengan ·piha~ yai{{tri~m~un;ai hub~~an istimewa 

dan kep.da1a~kendala yang <iihad~p{ dal~m proses p~nmuiah <daia ·p~~banding 

··• dalam dokumentasi transfer pricing .. ; 

2. ,Uri.tuk menjel,a~~ apakah langkah:-langka4 pencarian data pem:bandi:r:g PT 

.··1:\.BCtelahses-lf~i denganafm'~Zengthprin§ipl~ . 

1.4 Signifikansi Penelitian 

Disamping tujuiln, penelitian ini j~g~ I'Ile,~il.ci manfaat atau signifikan~i baik secara 

akademis maupU.n prakti~, yaitu: 

1. 

suatu .penelitian yang dapat mepaml:J.ah referensi ):tWustakaan di bidang 

perpajakan beiupli kajian mengeriaipencarian data periib~mding dalam transfer 
' . .. -> '·'·' ., ',.: .· ~· ' . . . . . • 

pricing. 

2. Signifikansi praktis: penelitian irii memaparkan data dan fakta serta 

menghasilkan sejumlah kesimpulan dan saran seputar pencarian data 

pembanding dalam transfer pricing yang dapat dimanfaatkan oleh semua pihak 

yaitu DJP, Wajib Pajak, dan Konsultan Pajak. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Penulis membagi pembahasan ini dalam 6 ( enam) bah untuk memudahkan 

pembahasan yang secara ringkas diuraikan sebagai berikut: 

BABI 

BABII 

BABill 

BABVI ... 

BABV 

PENDAHULUAN 

Pada bah ini digambarkl:ln mengenai latar belakang masalah, pokok 

permasalahan, tuj"lillll .r0'pe~~tlti<pt, signifikansi penelitian dan 
siste~J:?;atiki'pen~~s~*"; ,;~;,1·): . c;, '} 

·f·T~JAUAN LITERA TJ~ .. 
-'::" 

<pada bab;·1D.i berisi t6~taD.g'kajiaD.i:serta berbagai"~onsep;yang dibangun 
';,:·<·. ").,-.,. ,:. ::, -·-:: ;-_ • / ·=~=-·' . ·, 

secara~sistefuati~'·agar relev~ deflglllltefu~ penelitian cian ~enunjang 
penulisan skri.psi ini. 

METODE PENELITIAN 

B~p irii berisi pepjelas~ rriell:gehaij,meto~e penelitian yapg akah 
. .-':>;;~_-

digunakan peneliti .. 

GAMBARAN ul\iUMTRANSFER PRICING DI INUONi:SIA 

Bah . ini akan me~bahas mengeri~~ gambarari umum PT ABC dan 

perk~m1J~garr traJ'l;jerp;icing di 1Ildonesia. 

~= .. :· . ' ' : ' 

ANALISI~ P~NCARJAN'. DAT~. > P.J3:MBANDING DALAM 
DOKUMENTASI TRAIYSFEJ! PRICIIYGPTABC 

Bah ini membahas seluluh uraian mengenai informasi dan data yang 

telah dikumpulkan terkait dengan transfer pricing atas pencarian data 

pembanding PT ABC. 
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SIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bah penutup ini, peneliti akan mencoba untuk dapat 

memberikan simpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian sehingga 

pertanyaan atau permasalahan penelitian dapat teljawab. 
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BABII 

TINJAUAN LITERA TUR 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, pepeliti :'{}~ membahas mengenai "Analisis 

Pencarian Data Pembat:lfl.ingDJiant'bo~~nt~~f' Trdnsfer:priqing (Studi Kasus Pada 

PT ABC)". Ada beber~~a peneli~~m y~~P~plah:(1.il~an ~~belumnya yang dapat / ~c.,:;: .. · ·(·. · ''> ', -:~· h~(i .. ? ·~;>\.~ "5~Y:·· '<~:::::. /~ 

menj adi bahan acuan penel1ti uri~ mengembangk:iln. peneliti~n ini. 

Peneliti~ p~~rtan¥ dil~~, ole~;, M~arsi:,:J?e~~to ;P~cia tahun 2008 

dengan tesisnya byljudhl •'l{etentuan Pefpaj akfili Atas. Do~~ntasi Trarfsjer Pricing 

Studi,:: Perba.tiding~ Dengan, N~gara Lain';.· Tujuan peneliltiannya .·adalah (1) 

Menganafisis apakah regulasidgku:q~.entasi transfer pricing harus meng~d~psi OECD 
. ' · .. 

Guidelines {2) Menganalisis kapan dokumentasi transfer pricing harus.·dibuat (3) 
• ···'· :, ·. . s .. ,.~.. '- > 

Menganalisis siapa yang harus l11.enanggung beban pembuktl.an (4) Menganalisi$ apa 

sebaiktiya isi reglllasi tentang . dolillmentasi tra~sfer pricing di ::~IIldoliesi~ ( 5) 
~\ . ..~.. -~ 

Menganalisis perlunya pinaltifs'anksi khusus atas tidak dibuatnya dokumentasi 

transf;r pri~ing. Metode penelit!an yang digunakan ~dalah kualitatif. :C 

Adaptm: hasil penelitifu1··yang;,dipe~olyh ;aitu;'{l) Sebagai negara berdaulat 

yang memiliki kepentingan nasionaln~a sendlri,, Indonesia naru.S mem~uat regulasi 

transfer pricing yanksesu~ g~nga~,lcondi~} dan keb~~a~nya, den~an menomor 

satukan tujuan yang ing!n dicapai oleh DJ}l, derigan mep.~~dop~i ,OECD guidelines 

selama tidak bertentangan dengat1dengan gan~ kebijakcmDJP maupun perundangan 

nasional (2) Agar terhindar dari kesulitan' dal~m pengisian SPT dan sewaktu 

pemeriksaan pajak. Wajib Pajak harus secara proaktif membuat dan menyimpan 

dokumentasi transfer pricing sejak mempersiapkan transaksi yang terkait dengan 

transfer pricing (3) Suatu regulasi yang baik haruslah memberi rasa keadilan dan 

tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Rasa 

keadilan akan diperoleh hila dengan telah dipersyaratkannya Wajib Pajak untuk 
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membuat dokumentasi transfer pricing, dan hal ini telah dijalankan dengan baik, 

maka yang berkepentingan untuk membuktikan bahwa penetapan harga transfer telah 

memenuhi persyaratan harga pasar wajar adalah pihak DJP ( 4) Regulasi transfer 

pricing di Indonesia sebaiknya hanya berisi de minimus rule atau syarat minimal yang 

hams ada mengingat keanekaragaman jenis usaha dan transaksi yang terns berubah 

dan berkembang cepat dari waktu ke waktu. Agar de minimus rule tersebur dapat 

diaplikasikan dan bermanfaat, maka,,~i:la satJ!lcritf?ti(l pokok yang hams dicantumkan, 
'/<",<, "' '' ',;,"'- '' n 

:'"" t-- : ',:. ' .. f\<}j:::\:,- . '" yaitu pembuatan dokumeJ1f(lsi tfJ'!;;lJSferJ?/J1cing hifrlls~relevan,4engan tujuan utamanya 

yaitu menj elaskap. kepada · ~ih'1k '·ililuaff~P~; perusL <}Vajih ,P~j ak, dalam hal ini 

DJP, bahwa pen~ntu~ parg~',;transfer teiJi sesuJ' har~a· pag~wajar (5) Tanpa 

dokumentasi traJfer P~¢ing ying ~ii,lc sukar ba~·>Waj~b· Paja~,hntuls,!llenjelaskan :r :-_ . .'·... . . ·;:~\' : . ,.~.;; ;. .·; . -:,:~,:,, 
kepada pihak luar, Jerutama DJP, bahwa haiga tran.Sf~r telah memenuhi harga pasar : .. · ··\· ·~ .),:~~ ·. . :. . .;::.·~. ,,).. ··. ·.,. ··. . 

wajar[:<:Utlam hal .. i~i"dapat mengabbatkan kor~ksi paj(l}( yang. masip.c,harus'dibayar 

jika dil~an pemeriksaan. Dengan tet'ah di~fum;~ sa11l(si at~g.· kekurangan 

pemba3raranpajak, maka sebaiknyaJidakperlti dibuatsanksi apabil~ Wajib Pajak 

tidak m~;_buatdokume~tasi trCihsferft':(cing .. Peng~naan sanksi a~tid~k dibuatnya 

dokll!ll~nta~T'jtiga akan me~a:l~, ke~~itap. dalam aplikasinya, bi1(1 ~~ji!J Pajak 

hanya membuat sebagian dari ~eseluruhan dokumentasi yang dipersyaratkan. 

Perielitian kedua dilakukan oleh Moha111IIladJrcham Ramadhani tahun 201 0 ~· .... :.·· ;"::. 

dengan judul tesis "Ap.alisis P:elak~ifitCian bokumentasi':Jransfer Pricing :bi Indonesia 

Berdasarkan fer-:43/PJ/20 1 0". TujJ~h peJ!~litianEya (l~lah (!} Menganalisis lebih 

j elas mengen~{ implemeritasi · · pemb~~~· dokuin~_ntasi <transfer'{ pricing dari 

pelaksanaan peraturrui ya_ng ber~a]ill, OECD Transf(!r ~rici~~ Guidelines serta teori 

pendukung (2) Menjeiaskan · perm~salahan ¥an~ tiillbul dalam pembuatan 

dokumentasi transfer pricing. Metode penelitian yang digunakan dalam analisis ini 

adalah metode kualitatif. 

Adapun hasil penelitian adalah (1) Tindakan yang dapat dilakukan oleh Wajib 

Pajak untuk membuktikan bahwa harga transaksi yang dilakukan dengan pihak yang 

mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dengan harga pasar wajar ada:lah 

membuat suatu dokumentasi transfer pricing. Pada tahun 2009, dengan adanya 
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kewajiban bagi Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan pihak yang 

mempunyai hubungan istimewa untuk mengisi dan melampirkan lampiran khusus 

3A, 3A-1 dan 3A-2. Saat ini dengan dikeluarkannya PER-43/PJ/2010 yang 

didalamnya mengatur dengan jelas isi dokumentasi yang harus dipersiapkan oleh 

Wajib Pajak untuk menunjukkan bahwa harga transaksi yang mereka gunakan untuk 

transaksi dengan hubungan istimewa telah sesuai denga harga pasar wajar, semakin 

menjelaskan kewajiban Wajib Pajak;q~am me:inp~rsiapkan dokumentasi terkait. Jika 

pada pada peraturan.,sebelu.tPn;a,~~jl~ :ehlak.~!h~a)dibebankan dengan kewajiban 
_ ·;::1~~:.:;' . . -/:t: ._,-&I¥;,::.. -{::1?:~~::·'. : .-: ·.,_ ,t}%:·-~~- , . >:: . /·,· ~ 

untuk mengisi formuli yang telah Oisediakan'oleh DJP, mfl.ka derigan dikeluarkannya ; . . ', '. i~:~ -{:\; . \·.: '<~;: ~\ . . ' >"/ ~::· _·:·,;· ?~?'f,: 
PER-43/PJ/2Q[O ini'; Wajib P~ak h:arus membuat setldiri ddkumentasi dengan /"( ·-t:i'~ · · : .··:,~!~ .. "F~~:t:~,, ·.'. ·f?(.;_: , ... :rir . , - <\_\/L' 
persyaratan inforniasi yang. ha~ dilerigkapi, .sesuai deri.gan ;gER-4~/PJ/2010 (2) 

Dokumentasi >.trans[ef ~ricing Sfl.llgat di~'g·~!1lkari ~leh W~j~g, Pajak dalam 

membuktikan Qepada pihak DJP ba:h~~<h:arga,,yang cii~a,krul:~dalanitransaksi 
dengan pihak , yang mempwiyai hubungan isti:ine;~, telah "menienuhi prinsip 

kewajaran dan· kelaziman, sehingga dapat menghindari. ti:inbulnya kdfeksi pajalt yang 
•• • '. 

•• • ••• h • '.: 

masih harus dibayar ·dahrm proses, pe:ineriks~aJ:l. P6rmasalah~?'Y:aJ:lg dapat · ti:inbul 

dalam.~el11persia}Jkan dokumentasi ~transferpri2tng tersybut men~t 'pe~~li~ Jdala:h 

(1) Dal~ ~empersiapkan data dan ini:Ormasiyan~mbutuhkan dalam dokumentasi 

transfer prfcing membutuhkan biaya y11ng cukup besar, namun batas,, minimum 

transaksi dengan pihak:. yang· m~1npuny~ , ~ub~g~ i,stimew11, . sebesar Rp. 

10.000.000,00 yali?,ditef~~kan ofehb.JP un~k Waj~}J P~jak ~enanggtmg kewajiban 

untuk mempersiapkan • ~empsrsiapkan do1:<:t:tinentasi di,,i~sa t~ilalu kecil dan dapat 

memberatkan Wajib Pajak <le:rigan beban kepatulianjecara biaya dan administratif, 

terutama untuk Wajib 'Pajak yang'i mel~illkat}, .. transak~i clengan hubungan istimewa ''·.' .. ·,, ·,, __ .,, 

yang relatif kecil (2) Pemahaman akan fungsi dan tata cara pembuatan dokumentasi 

transfer pricing yang memadai belum sepenuhnya dipa:hami oleh Wajib Pajak (3) 

Penerbitan PER-43/PJ/2010 telah dianggap telah menyalahi ketentuan yang lebih 

tinggi, dimana sebelumnya pada Peraturan Pemerintah No.80 Tahun 2007 Pasal 16 

telah disebutkan bahwa mengenai tata pengelolaan mengenai jenis dokumentasi 

dan/atau informasi tambahan yang harus dipersiapkan oleh Wajib Pajak yang 
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melakukan transaksi dengan pihak yang melakukan hubungan istimewa akan diatur 

dengan atau menggunakan Peraturan Menteri Keuangan (KMK), sementara peraturan 

yang diterbitkan oleh DJP dalam bentuk Peraturan Ditjen Pajak (PER) tentu 

menimbulkan kontradiksi yang dapat membingungkan dan atau akan dapat 

merugikan Wajib Pajak. 

Berikut dapat dilihat perbedaan-perbedaan antara penelitian yang dilakukan 

Penulis dengan peneliti-peneliti .,.sebelunm'~a Y?l1g tertuang dalam peta penelitian 

terdahulu: 

Penelitian 

Judul 

Penelitian 

Tujuan 

Penelitian 

Tab~l2~1 
' '~~--~ ::~; 

P~ta Peneiitian Terdahulu 

Ketentuan.Perpajakail 
Atas Dokuilientasi 
Transfer pricing Stud~ 
Perbandingan dengan 

I Negara Lain · 
1. Menganalisis 

apakah regulasi 
dokumentasi · 
transferpricing•:. 
h::l.ws mengadopsi 
OECD duidelines~ 

2. ¥enganalisis k~pan 
dokuniehtasi ··· 
transfer prjctlig 
hams dibuat 

3. Menganalisis siapa 
yang hams 
menanggung beban 
pembuktian. 

4. Menganalisis apa 
sebaiknya isi 
regulasi tentang 
dokumentasi 
transfer pricing di 

' ... ,,-.:, '-· 

••. Jlaniil.dhani, Tesis, 
' U~iversitas · . " 
Indonesia:_ 2010 
Analisis Pelaksanaan 
:qokunl~n~asi Tra~~fer 
.Pricing Dilndonesia 
Berdasa..rkan Per-
43/PJ/2(>1 0 

. 1. Mengari~lisis lebih 
jel~s rrie1lgenai 
imi)~,ementasi 
pembuatan 
dokuriientasi 
trcittsfer 
pricbigda;i ··· 
pelaks~· 
peraturan Ytl!lg . 
berla1dl, OECD 
·Tremsfer pricing 
Guidelines serta 
teori pendukung. 

2. Menjelaskan 
permasalahan yang 
timbul dalam 
pembuatan 
dokumentasi 

Fe,ni J!:~nnawaty, 
Sk:ripsi,JI niversitas 
Indonesia,..... 2012 

Analisis Pencarian Data 
Pemband.ing Dalam 
D9kumentasi Transfer 
pricili,i'~(Studi Kasus 
PadaPTABC) 
1. Untuk ri:i:~jelaskan 

pros'~§ p~ncarian 
data pembanding PT 
ABC terkait 
transaksi yang 
dilakukan dengan 
pihak yang 
mempunyai 
hubungan istimewa 
dan kendala-kendala 
yang dihadapi dalam 
proses pencarian 
data pembanding 
dalam dokumentasi 
transfer pricing. 

2. Untuk menjelaskan 
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Metode 

Penelitian 

Basil Penelitian 

Indonesia. 
5. Menganalisis 

perlunya 
pinalti/sank:si khusus 
atas tidak dibuatnya 
dokumentasi 
transfer pricing. 

Metode penelitian yang 
digunakan adalah 
kualitatif 

1. In,<J~ne.~ia ~2Ys ;;~ 
membuat r~gula~i 

. trC{nsfe~ pricin£!;,. 
yahg s~~uaFdengah ... 
kond:isf''dan ·. 

•·· keb~t,uhannya, . 
2; Wajib Pajak hams 

secara ·proaktif . 
membuatdan 
menyip1pan 
dokunientasi 
tril~sfer pricif1K . 
sejak .... 
mempersiapkan 
ttansaksi yang 
terkait denga11. 
transfer prici'fl'g. 
Suatu regulasi yang. 
b;tik haruslah 
memberi nisa 
,keadilan da.ntidak 
boleh beri:entangan 
derigan peraturaJ.i, 
perundangany~ng 
lebih tinggi. Rasa 
keadilan akan 
diperoleh hila 
dengan telah dengan 
telah 
dipersyaratkannya 
Wajib Pajak untuk 
membuat 
dokumentasi 

Transfer pricing. 

Metode penelitian 
y~gd:igunakan 

I .. adalatlku~litatif 
5 -~ 

.. J. T:iD.dakan~arig;dap~t 
· ·d:iiakukanoieh.. ·. · 

·wajib PaJak tinn&'C: 
n:ienibukfikan bahwa 
·~~g~tranf?iliisaHg 
diiakuk:an denga:n · ·· 
pih~yang 

. mempunyai .•.. 
hubungan istimewa 

···~telah sesuai .c!.~ngl:lll 
harga pas;c:tr waj ar)'. 
adaiah·::In~mbuat .. ~- . 

· suat,u dok:umentasi 
transfer pricing. 

. Dokumentasi 
trdnsfer prl~ing 

.. , Sl:lllgfit d11Jerlukan 
· oleh Wajib Pajak: 

'dahim.membuktikk 
· kep~da pihak:: p.JP 
'1J3hwa l1afga yarig 
digunak·an dalam · · 
ttans~ksideng.ili 
'ihak an p "' Y,, .. g 
111empunyai 
hubungan istimewa 
telah memenuhi 
prinsip kewajaran 
dan kelaziman, 
sehingga dapat 
menghindari 
timbulnya koreksi 
pajak yang masih 

15 

apakah langkah­
langkah pencarian 
data pembanding PT 
ABC telah sesuai 
dengan arm's length 
principle 

Metode penelitian yang 
digunakan adalah 
kualitatif 

E. Langkah-langkah 
, ''!peJ?.Carian data 
.~,, pembanding dalam 
· 'dol.ru111entasi transfer 
pfibihg studi kasus 
'pad~ PT ABC sebagai 
perusahaa11' trading 
ac4llal;t sebagai 
b.;rikUt: (i) membuat 
limafaktor'· ' 
kesebandlngan PT 
ABCyaitu:'~ 
karakterlstik:barang/ 
harta'berwujud yang 
dip~Jjualbelikan, 
anaiisisJungsi, 
kete:ntuah-ketentuan 
dalarri konttak/ 
peljanjian, keadaan 
e~onpmi dan strategi 
usaha; (ii) melakukan 
pemilihan metode, 
TNMM dianggap 
peneliti sebagai 
metode yang paling 
tepat untuk menguji 
transaksi yang 
dilakukan oleh PT 
ABC dengan pihak 
terkaitnya; (iii) 
Menentukan 
pembanding internal 
atau eksternal, 
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transfer pricing. 
4. Regulasi transfer 

pricing di Indonesia 
sebaiknya hanya 
berisi de minimus 
rule atau syarat 
minimal yang harus 
ada. 

5. Tanpa dokumentasi 
transfer pricing 
yang baik sulaJt;hagi : 
\\'f!Ji~;p

1

aja~,;~tuk:,"' · 
rrr¢njelas1caf! kepada 
'plhak: luar,, terutiuna , 
DJP; bahwa harga · 
·transfer telah 
.Illemctauhi har,ga 
pa~ar~ajar.'' > 

harus dibayar dalam 
proses pemeriksaan. 
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peneliti memilih 
menggunakan 
pembanding eksternal 
karena tidak 
tersedianya internal 
comparable; (iv) 
Menerapkannya 
dalam mencari data 
pembanding PT ABC. 
Kendala-kendala yang 
dihadapi dalam proses 
pencarian data 

:: pembanding adalah 
J~,~Lsebagai berikut: data 
/~~~ eksternal yang 

:• tersedia sebagai 
peiubanding di 
(i(j(~base sering 

· berubah-ubah, laporan 
, , ... , keuang~ndan 
··. <penj~la~~nyang ada 

di database kurang 
lengkap, p~neliti 
h:anya petcay'it pada 
databa$e. 

. Pen~litil:ln y~g 
dif~k:~ peneliti 
telah ses~ai dengan 
arrn 's length 
principle. 

Sumber: Tesis Maharsi Dewanto; Tesis Mohammad Ircham Ramadhani; diolah peneliti 

.: <· ' '' ·. 

Penelitian yang.peneliti)akulmn'fokus, .. p'(lda pe:p.c(lrian data pembanding 
~- ,· . '. . '.. .,,.,. •'. . . . : ..•. ._.. ,.,.... . ·' 

dalam dokumentasi transfor priCing yangdisert~i dengan kendala-kendala apa saja 

yang dihadapi dalam proses pencarian data pembanding tersebut serta apakah 

pencarian data pembanding tersebut telah acceptable menurut pemeriksa pajak. 

Kesamaan yang dimiliki penulis dan kedua peneliti sebelumnya adalah 

sama-sama meneliti mengenai transfer pricing khususnya terkait dengan dokumentasi 

transfer pricing. Perbedaan dari kedua penelitian tersebut adalah penelitian 

sebelumnya meneliti tentang kebijakan dan regulasi transfer pricing terkait 

Universitas Indonesia 

Analisis pencarian..., Feni Hannawaty, FISIP UI, 2012



17 

dokumentasi transfer pricing. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti lebih terfokus 

pada pencarian data pembanding dalam dokumentasi transfer pricing atas transaksi 

bisnis perdagangan/trading business (studi kasus pada PT ABC) dan menganalisis 

kendala-kendala yang dihadapi dalam analisis tersebut serta menganalisis apakah data 

pembanding yang sudah dicari tersebut acceptable menurut pemeriksa pajak. 

Urutan kerangka berpikir yang digunakan di dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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2.2 Tinjauan Literatur 

Dalam penelitian ini yang menjadi dasar untuk mengumpulkan dan menganalisis 

data-data penelitian adalah teori-teori berikut dibawah ini: 

2.2.1 Konsep Dasar Transfer Pricing 

Sebuah harga transfer adalah ha:rgt:l yang ditetapkan oleh Wajib Pajak pada 
/ '< 

saat menjual, membeli, atau m(!mb(!;g1S~ihhber:dayadengan orang terkait. Perusahaan-

perusahaan multinasio~a_l me~g~~'[~ H~~a tra11~~r untu}(. melakukan penjualan 
:-~:~-'~.~~:~·.' :- ,;:~·:,',:: . ·t;·;;: .. · : :;~t1:(. : :4¥. 

dan penjualan lainnya '~erta j asa gengan grup perusahaan. · ':;i .. ~~· .: . .. . . . . . . . . 

"Ai tiansfer price is ap;f'ce set:.b], taxpaf~; when selll#~ to, buying from, or 
sharing resources with a. rett:lt~d perSQlJ: Multinati6nal companies use 
tranSfer prices for sales a7Jti othel: sales of gOod and services within their 
corporate grup "(Arnold danMcintyre~ 2002, 55). ·'·· · 

Secara umum, ora11g-orang terkai't didefinisikan mencakup dua orang atau 

lebill yang dimiliki' atau . clikuasai baik,Jang~~ng ma~~l.ln· tida_k langsung · d~ngan 
kep~~tingan yang sama.. Indik~tpr .. y~ri_g ·. haik dari hubungair ter8ebut .· adalah 

menetapkan }larga transfer y~niberbeda dari harga pa_sar. 
. ·~ . 

. . . ~ . 

"In general, relatedpersons should bejd}Ane~t iJ;tclude two()r more persons 
that are OW1J(!d orcdntrolle{l, directlyorindirecfiy~ by the same interests. A 
good indicilior ofsuc.h relq,fionship is the abilii:yto set traJ;tsfer pricesthat 
diffeifrom market prices "(A#}old dall~clrityre, 2002, 56). . . 

Secara komersia(:harga tfansferft~ansfer price;) adalah harga akuntansi yang 

digunakan pada transaksi antat entitasdal~~ prganisasi yang sama, baik antara divisi, 
:· '<"; 

perusahaan afiliasi dan sejenisnya (David l Quirin, 1985, 132). Selain itu, transfer 

prices juga didefinisikan oleh John smullen dalam bukunya transfer pricing for 

financial institutions yaitu ketika suatu unit dalam suatu organisasi menyediakan unit 

lain barang atau jasa maka pembayaran atau penerimaan yang dilakukan sehubungan 

dengan penyediaan tersebut adalah harga transfer. 

Universitas Indonesia 

Analisis pencarian..., Feni Hannawaty, FISIP UI, 2012



20 

"Where one unit within an organization supplies another unit with gotods or 
services the payment or receipt made in relation to that supply is a transfer 
price" (Smullen, 2001, 3). 

Selain itu Surahmat mendefinisikan transfer pricing sebagai suatu penentuan 

harga antar perusahaan dalam satu grup, dimana penentuan harga ini dapat tetjadi 

dalam rangka transaksi penjualan/p~fubelian harang dagangan, pemberian jasa, 
'' :7~~ ,: ,dt~~: . .·· ;f$. ... :. .~::·_'.:%_, './' 

penggunaan hak pat~n; penibena,rl,. p1nj$an,: dan. s(Spag~iflya, dimana penentuan 

harga tersebut pada~Q:t;; be;tju~ .UD.tttk me,~~k:11Uum:l~pajak global yang 
... ~/·: . ·:~ ':?<( ~;; ': :·:~~:: . , ;<, .·;\~ <~z~;:~~ 

seharusnya dibayar,C~urahmat, ~~00, 99} ········. 

Sesuai deniKh~jarigkauaJ:geo*"afis 'tipera8t1tperu~aha~~ .TP ~h~a UJllumnya 

dapat dikelofupokkan fueri]~di domestill\'dan ~ulti (tra,rl,S).nasidh;u. Trdnsfef'pricing ,, ' . ,., . ., . , . . .. . . . ... ··: ·' ' _,,_·, : . . ... . .... , . • 'S~:. 

domestik: berubtihgan dtmgan pe~ghitung~ harga tra~sfer ~aralig atati.yjasa antar 

badan dala.ni: &atu grup p~rusahaan be~~r a tau aritar di~isi dalam satu ~erusahaan 
dalam satu wilayah. Di lain pihak, TP .trarisnasi~nal ber1cenaan dengan tiiri.saksi · antar 0 ' •• ; • • .:• • .. ,, •• •• • : • • •• 'v-' •. • • ;.. • 0 • '· ,.;_~; 

divisi d<J,lam sa,tu entitas hukum atau a,rl,!Cire~fitas legal. dalam ~~tu entitas ek:onomi - .. .. . ' '''·· .. :,_; ;," :. ' 

yangmeliputi b~rbagai wilayrih. (Guri'i,cli, lQ;?4, 30·31)':~:: 
Transfer pricing merupakan isrt. yang ~anga(;relevan dengan ~atu kegiatan . . ~~ ·~~ ~ ' 

usaha maupun perpajakan. Mayorit~s pdfusahaan mJ1tinasional mem;:(4ng bahwa 

transfer p~j~ing merupak~ is~i •. y~~ palin~ penti~g d~lam perpaj ak:~ intemasional. 

Transfer pricing merupctkan bagian''qari suatu kbgiat~usaha.dan perpajakan yang 

bertujuan mituk ni~asfikan a:J?ak~hharg~"yang,2diter~~k~;.dala~'iransaksi antar 

perusahaan yang mempunyai.huhq.ngm i~timewatelah'didasarkan atas prinsip harga 

pasar wajar (Darussalam ~an .Septriadi, 2008, 7)~, Dai'am konteks perdagangan 

intemasional, McCarten memberikan defrnisi transfer pricing sebagai berikut : 

"A transfer pricing is the price for the internal sale of good or service in 
intrafirm trade, that is, in trade between branches or affiliates of a single 
business enterprise located in different countries. "(McCarten, 1995, 221) 
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Skema transfer pricing dapat dijelaskan dalam skema sederhana berikut ini: 

Misalkan A Corporation merupaka sebuah perusahaan manufaktur yang didirikan 

dan berkedudukan di negara A menjual barang kepada perusahaan afiliasinya yaitu B 

Corporation yang didirikan dan berkedudukan di negara B. A Corporation dapat 

mengurangi beban pajaknya yang terutangnya dengan cara melakukan transfer 

pricing atas barang yang dijualnya kepada B Corporation. Skema transfer pricing 

yang dilakukan tersebut dapat IJ1.engrifimgi:;i'X9tal,,peban pajak dari grup perusahaan .... .. ·;y_,,.,/. .,,, 

afiliasi apabila: 
l~ ' 

1. Tarif pajak,di n~garaB l~bi~venq~ dib~ndingde~~~ut neg~aA. 
2. Negara B ~dalafi:neg~ta y~g dik1.tegB~kanii~ba8'~i ta:i1hqven country (negara 

dengan tarif paj:ak re~(iah r ; ; . :;, 
3. Meskipun tarifpajak 'd.i',negar~ B'}l(!bih'tmggi'gibidc.iingkful. dbJ,gari tl;lrif pajak 

di negara A., transfer prici~g .. tetap hi~~ dil~an ,apaEga B corporation 

mengalami k~fl!gian atau ·di negara .8 terd~pat banyak ·lo~lJ'hole yang dapat 

'dimanfaatkan (J:)arussalam dan Septril;ldi, 2008, 8.,9). 
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Skema transfer pricing serupa juga dapat dilihat pada table dibawah ini: 

Tabel2.2.1 
Skema Transfer Pricing 

No Keterangan Negara D 

(1) I Harga penjualan untuk transfe,rdauf 
DCo ke Eco ''\f .... 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) I Pe:rigpasilantmtukECo (Baris (4) ~•·· 
~Baris (l)) 

( 6) I Total pengh11silan dari Dcd.<ian Eco 
(Baris (3}+ Baris (5)) · · 

(7) 

Sumber: Arnold, dan Mcintyre, 2002,57, diolah oleh J>eneliti 

2.2.2 Arm's LengthJ~;incijJle 
.• 

Negara E 

65 

60 

Menurut prinsip harga wajar, .. · ~E hams ~elakukan transaksi yang 

dikendalikan dengan harga pasar wa]ar.·Harga pasar wajar adalah harga dimana 

perusahaan terkait sepakat melakukan transaksi sebanding di pasar terbuka dengan 

transaksi terkendali yang mereka buat. 

"According to the arm's length principle, MNE's should carry out controlled 
transactions at arm's length prices. The arm's length price is the price which 
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the associated enterprises would have agreed if they had made a comparable 
transaction on the open market rather than the controlled transaction that was 
in fact made. " (Wittendorf, 2010, 6-7) 

Ruschelmanjuga menjelaskan mengenai prinsip kewajaran, yaitu: 

"In many instances, no-single arm 's length price exist, but a range of 
acceptable prices will apply to mo§t transactions, no adjustment is made if a 
transactions between contr,oll~d kar,ttes<produces economics results that fall 
within a range derived jfb7ft;;; ·two :'(Yr (rtdte gpplicants of the same transfer 
pricing methqd~·c to'' un~/Jn~tolled,:{c(lfnpqraBle, transactions, this range of 
acceptable r~ults is f"~ere/ito'in~ff('e re'guZati,'IYn .qs'thg,atm 's length range" 
(Ruchel .. man. 2ool 4-il)·•··.·· :· : ··r "h. ·. ~,,, .. '·. · ·' ,,. ' ' -~·'' ' -, - ' 

Dalarii rap.giCa i:tntuk menunj-ukkarf'harga tran~;aksi )tang · s~suai dengan arm 's " ·, ·-· ' : . :;, ' 

length• atas cro/fs ,bo'i~der transactidn antara erititas terkai( MNE:, terkait hams 
menyediak:an'·trall.Jer priCing docume'fztat!on yang,,JntmtinjuJckan hagaimaria parga - ·' . - ~.·' ' ' '·.;.. - ... ·. . . . 6: 

yang telah ditehtukan dan bagaimlina m~rek:a menetapkan harga inereka teiah herada ; '. ·· .. ·. ·. 

sesuai;;rm:s length. Sehirigga tran}fer pricing documentation berfung~i sebagai alat 
koml111ikasi )llltar~· l\1N~ . da,n ot()ritas pajak ,.dJnan~. ~B' tersebut b~r~omisili ';·;::. . . ... · ;_:· ·... . .. , 

(Dreijer~~lin Samtrelson, 2006,c2) 

~dtjritristrasi pajak diberbagai negara, mener~pkan arm's length principle 
(harga pa~ar)' sehubungan dehgan peD.en~an harga, atas transaksi dari 'pihak yang 
mempuny~i hubungal?- istiip.ewa .. MenfuUtChoi,~t an,"'(2Q02) paliJJ.gkl.lrang ada 3 ~ . ,;: ',. }-: ·'. ·.\.. ;:"";;·· '· 

(tiga) metode perientuanharga trahsfer,yaitu herqasar(.l} harga pasar,J2) biaya dan 
(3) negoisasi kedfta belahplhak (Gu~acli, 26()9, 285{'' 

Prinsip harga.\vajar .(arm;; [ength pri~ciple) [llerupakan suatu kriteria untuk 
menentukan nilai transaksi antara . .Pih<ik~pill<lk yaeg mempunyai hubungan istimewa. 
Pada prinsipnya, yang menjadi prinsip utama semua kebijakan peraturan nasional 
terkait transfer pricing adalah arm's length principle/arm's length standard (Boos, 
2003, 3). Secara teoritis, prinsip harga wajar didasarkan atas (1) transaksi yang sama 
(the same transaction), dan (2) dalam kondisi yang sama (same circumstances) yang 
dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Namun 
demikian, transaksi dan kondisi yang sama seperti tersebut dalam praktiknya j arang 
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atau tidak pernah teljadi. Oleh karena itu dalam aplikasinya, penentuan harga pasar 

wajar didasarkan atas (1) transaksi yang dapat diperbandingkan (comparable 

transactions), dan (2) dalam kondisi yang dapat diperbandingkan (comparable 

circumstances) ketika tidak terdapat transaksi yang benar-benar teljadi. 

Dalam membuat suatu dokumentasi transfer pricing, yang terutama adalah 

dapat menunjukkan bahwa nilai yang digunakan telah sesuai dengan harga pasar 

wajar, sebagaimana disebutkan : 

. ·.• : :< . . ... • . . . :1(, ;.k /"1:. : .;'2 . . . . £\ . 
"transfer pricinganalisis and doeumentatton ijo notha'}J,~ to be exhaustive to 
be reasona~Z~J sq. the tftxpqyer[.~ho!Jltl noi b~;:~!xpeciedlo have prepared or 
obtained ddcum~hts ]_Jeyot{d thfJ rrz"i'rzimutn >needeq. tO/make a reasonable 
assess¢erzt~"Pf whether· it. has domptfei::siviih''.th~;:?;arr/J:s length:! principle" 
(Amerkb.&r, 2606;, 12-14} : :·&; •• ,.. ·'· 

. . . . ~ .= ~f. 

Apabila piinsip\harga pasar wajar 'irii tidak .. diterapkan•daiatil trlill;~ksi yang 

dilakuka!l ~leh pihak~pihak yang menipunyai 'tiubungan ist~ew~, nil&a otoritas 

pajak dap~t.melakukan koreksi (primary ad}ustmel:Jt) ~tas transaksi'•ter,sebut agar 
" . '.·· · .. ' ·.,-.. 

mericerlnink:an h~ga pasar waj~r yimg seben~.rnya. Ad~bebera~~ mt;!()de, yari'g • bisa 
dipergunak~ dalam merl~ntuk~ ftargapasai:~waiar:, A~apun tuju~ darl•;,;il!etode-

metode tersebut adalah untuk m~mastifan · apa]s:ah harga yang difetapkan dalam 

transaksi ·~tar pihak-pihak yang tiiemphnyai: hu1Jl,Ulgan istimewa telah. dilakukan 
secara konsisten sesuai dehgan piinsip b.ar.ga ;ajaf:• Sec~ra umum, ada tiga metode ' ' . :·,;c., .. ·:.·· ... ·. ' 

penentuan harga pa.Sat·waj~, yaitu (Darussalatild~,Sepfuadi, 2oq~: 18-19): 
1. Metode tra:disid:nal, yingterdiri''ata~~( 

a. Comparable·~ncorztrolled p;-i~e (CUP) 

Dalam metode traclisibnal, im~p;penti.ng• dalam penentuan harga wajar 

transfer pricing adalah ketersediaan data pembanding. Dalam metode 

CUP, penentuan harga pasar wajar dilakukan dengan cara 

membandingkan antara harga yang diterapkan oleh pihak-pihak yang 

mempunyat hubungan istimewa dalam kondisi yang dapat 

diperbandingkan. Metode CUP secara luas dipergunakan pada perusahaan 

pertambangan minyak, biji besi, gandum, dan jenis barang lainnya dalam 
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pasar komoditi, industri yang tidak tergantung kepada merek dagang atau 

label. 

b. Costplus 

Berdasarkan metode cost plus, harga pasar wajar ditentukan dengan 

menambahkan margin laba kotor terhadap harga pokok penjualan. Metode 

ini diterapkan untuk kondisi seperti berikut ( 1) barang yang 

dipeijualbelikan oleh pihffi.c-piliak ,y:ang mempunyai hubungan istimewa 

adalah barang sete,ri,gah;:jadB:(2) p~Ij~jian juat beli jangka panjang (3) 
.. ,~(:';·:· ... >;: +.~:, /" ·. ,:··. ~ ··,:j;/ \. :.:·· ~:~·0·,.· ·=y;>: ·.. . 

kegiatarf'pemberifl!ljas.~, d~(4)')}?eija~jiaii':atasjointfacility. 
c. Re1alef:f!rice,v i~'' "' . ·. , . ..,. "'' 

tl~lanl metode re§ale ~rid~';c,perl~ntu~Ji harga p~s~~{wajar,didasarkan atas 

pr~duk, 'yarig~';an)eii dari peru~B.haan afilf~si I~fu dijgafkerrlbali"kepada 

peni~aharuJ. indepenge~.'Pert~.tltu'an h~ga pasar ":'~J~;atas dasar metode 
~ .·~'· 

r~sp1eprice ini dihitung dengai1 caramengt!rangklln harga juai''~embali 
tersebut de.ngan, suatu margin lab(t, kotor tertentu, di maria irzat;Itiii laba 

kotor te1;~ebut di~mbildarimqrgin h]:)a,kotord~ri p~iusahaa~ · s~j;~s yang 

melllkukan tr~~si 'dengap. .. '~ihak-pihale., yang tidak. rrlempunyai 
. hubungan istimewa. ·' Metode .. i;11i sang~t tepat untuk diterapkan di 

perusahaan yang berger~ a:i~ hidarlg peinasaran. . .. ' 

. - . ' .... :···~ 

2. Metode transaction~l;rojit, yap.g tetdiri ~tas: 
•. ~=· 

a. Profit split · 

Metode p~ofit spli; diguna](an Jcetika tidak tefdapat data yang dapat 

dipebandingkan. Dala_~ J1.e~dekatan 'metbde p~o]it split ini, laba dari 

transaksi antara pihak-pih~k ya~g mempl.myai hubungan istimewa dapat 

diketahui dengan cara melakukan analisis fungsi atas kegiatan usaha yang 

dilakukannya. 

b. Transactional net margin method (TNMM). 

Metode ini digunakan untuk menguji kewajaran laba bersih atas transaksi 

antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Pendekatan 
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yang dipergunakan yaitu membandingkan laba bersih tersebut dengan 

harga pokok produksi, penjualan, atau aktiva yang dipergunakan untuk 

menghasilkan laba bersih tersebut. Setelah didapatkan net margin, 

kemudian net margin tersebut diperbandingkan dengan net margin dari 

perusahaan sejenis yang melakukan transaksi yang dapat diperbandingkan 

dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. 

2.2 .3 Comparability Analj!sis (4:P~1lsis ~'eseli~Jjdinga11:). 
, ; . :~·~;;:~~~ . =:!~)>, ;.:<·:c/· ., = 

Comparability an,{llysis ¥alah UI1:Sur t~rpentil;J.'~penciokum~~tasian hal-hal yang 

berkaitan dengari tran§~ksi aniara pili£~pihlt y~~~emptinya,i t~bun.gan istimewa. 

Analisis i;ni in~]lghendili a.JauyJ:";compqrbble. yakni:':, sestf~tu . yang, sebanding. . : . . ·, . <(< ··. (:f ... =.=·= , / ~~Y~::· ··::~\;:·< . , =V::~):·. :··· 

Comaparable sendiri dapat berupa internal m,.aup~ ext~fnal:·R~p1akaian internal 

comparables lebili diutamakan . darip~d.a ;ilernal t;9mpar£lblej[:: (~aliun ~al ini 

penggunaan database komersial). N ammHdemikiim. m~'skipun ihte;;;~t·.cornpwables 
lebih·., diutarriakan d1:1ripada external compafables harus djlihat terlebih dahulu 

kasus.flyl:l dan harus dikembalikan·, kepada tu.}uan semul~;.i dari dila~annya ' ' :, . . . . . '. . ' ' .;:; ;:~ 

perbanding~yaifu untuk 1ll~nemukanpembanding terb.aik dan dapatdipercaya. 
·:.. ' .,- '. < '····, 

lnter:nalcomparables a~ah transaksi antara Wajib Pajak dengan pihak yang 

tidak mempunyai hubungan ·istiinew~.yang dapat diperbandingkan. Contoh internal 
'>-~;·. > . . . .· . .:'f 

comparable; adalah pada saat meriggm1akan rrretode C9mparable unpontrolled price 

(CUP), OECJ) me11yatakanbahwa k~renagrod~gt comp~rabWty acialah syarat utama 

untuk mengaplikasika11 meiode CUP, maka internal compar~bles akat1 menghasilkan 

harga pasar waj~r yang:·lebili/ baik Clibandirigkan d~ngan external comparables. 
···~ 

Internal comparables juga paling. tepat unfuk mdnentukan harga pasar wajar atas 

transaksi yang melibatkan intangibles. a'an inir~grup services. External comparables 

adalah transaksi antara pihak independen dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai 

hubungan istimewa (tidak dilakukan oleh Wajib Pajak). 

Jika internal maupun external comparable tidak dapat ditemukan, Wajib Pajak 

dapat memakai Transactional Net Margin Method (TNMM) sebagai altematif 

mengidentifikasi comparable. TNMM biasanya dipakai untuk menentukan harga 
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pasar wajar bagi perusahaan yang melakukan aktifitas secara rutin. TNMM bertujuan 

untuk mengidentifikasi comparable companies, comparable functions, comparable 

risk dan comparable assets yang memerlukan penggunaan database. Namun perlu 

diingatkan bahwa pemakaian TNMM lebih cenderung menemukan comparable 

companies, bukan comparable transaction. 

Database publik biasanya menyediakan informasi yang dibutuhkan, Untuk 
. :;~t·<=.,. 

memperoleh keseragaman dan standar bagilimana, cara mencari comparables, maka ,/ . ~ :~~6,'; /?:i~ . :~::~iff: /'· '"::: 
harus terdapat kriteria yang seriJ!gani P.'-'la.: KQ:teria,)ters,s!Jut;!erdi.fi dari: 

1. Lingkup geograti~. Da\~ ~ill ~:p~;l~ di~~rll;~':'a<l:i~,apakah pencarian 
:)· ~ ·. · _<.::: . =. , '"\ .• • \ •• .;",//=:. ) :)4~f ··;:_:;·:r· . ?i(_ ·-~(-~:; 

perusahaan yang·· daJtat .qiperbandingkari fcomparable 6Jmpanies) cukup 
~~K~~~· "~·{F. ··'f:·;!::: ·:~f> . 1

:: =. -~ ·.. .~\~· ·I~-:.· . , <: ··(~-. . -:·~ . , ·J, 
dibatasi~alam lingkup lokaJ (saip.neg<ira.)'i~tau :fegionat ;'2. •c.& ' 

·:·.·~.· . . . ··L<f.. .~ . . .. 

2. Jndependf.msi.<Menurutprinsip h~rga'pasarwaj<!f, syarat· dankon<,iisi p:ansaksi 

~tar pfuak~pihak yang tid~: m;mpunyai ht1bungru1 lsihn~w<i, Berd~sarkan 
prinsip ki, dalarii me~cafi suatu ;~r})andll;lgari' ( c~mp~fabl~s) ~arus • b~rfujuan 

3. 

4. 

~tl1kwel1dapat],<an perusahaanyang indSJlenden. . ... 

siinda~ pelapor~n dan 'P~ndung~~pan. ·rii Indon~sia, perusah~~ <,iapat 

Ih~Ialducan · pelaporap <I'm .,~en~~apan q~ngap mengatii,, ;.ida . Standar 

Akuntansi Keuangan (S.i\K_). · .. /. 

Loss..,making compoarabies~ Perl!saJ:ifutn. yang mengalami kerugian dapat 

dikel~i~kan dari analisis karerla~~~eka~un~mempunyai nsiko yang lebih 
'" .".: : •~i[" :: • :/:. <~~~;c., """; .. ;.' •' ', ' 

besar daripada p~rusa.haan yang.betoperasisecara Il.Oill:laL ·.·. 

5. Penggunaaii M.u,ltipii-yeaFdata · dap. siklus usa.ha: 'oECD,Guidelines paragraf 

1.49 sampai deilg~ paragr~f L? 1 l'rttStek~~e~das~~an penggunaan Multiple-. . . 
year data selain karena bjasanya menyediakan informasi tambahan terhadap 

siklus hidup suatu produk, j~ga dapat mengurangi dampak yang timbul dalam 

siklus usa.ha. 

Penyaringan comparables tersebut dapat dilakukan melalui tiga macam 

penyaringan (screening), yakni (1) database screening (2) quantitative screening, dan 

(3) qualitative screening. Dalam setiap fase, perusa.haan dikaji untuk menentukan 
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apakah mereka sesuai sebagai comparable atau tidak. Lebih lanjut, proses 

penyaringan (screening) adalah sebagai berikut: 

1. Primary screening: Database screening 

Hal ini biasanya dilakukan terhadap: 

a. Kode industri; 

b. Wilayah geografis; 

c. Tingkat independen; 

d. Tahun pe1l,diJ1ian pe~~aha,a~t 
e. Informasi1<:euan,gan pemsahaaJ1. "' '~, 

Setel~ da(abase ';~¢reentAg dil~Jrukan;·,;,Waji~:: Paja~: akan!/ memperoleh 

sekunlpulwi:··a~'!lPar~ble co~paniel~y;ang d~pat ~sarillgaebih Jli.njut. 

2. Second(.i'iy:screJ~ing: Quantitative sc:~ening ', . , ~}: 
Padcr. tak.~ ini, penyaringan yang dilakukan .. ~iasanyam~liputi penyaringan 

..___,~~-- -~· v • • • •• •• • •• ·, •• ·< . . ' ·. c 

info-rttiasi keuangan dari ', comparable companies yang Potensi~l untuk 

m~entrildin apakah mereka melaporkan data turnover dan data operating profit 

analisis financial rcztio (rasio djagnd~~),; Rasio diagnos~ merupakan ras10 

keuangan yang diterapkan unnik m~~geluarkan perusahaan yang tidak 
,· ~ • • ' v• • 

memenuhi kriteria dari' daftar. ~~nerapan rasio diagnosa dapat dil~kan dalam 

tiga kelo.tripok: 

a. Menggunakan statiscal tools ( dengan m~pggun:aican interval di an tara 
.\..'. - . ..·,.. . :·,.~.: 

pihakyang diperbaridingkan)~ ·· 
v·,. ~ ' 

b. Menggun(l,kan cu~:ojf criteria; 

c. Menggunak~n kombinasi stati~cal tqols dan cut-off criteria. 

3. Tertiary screening: Qualitative screening 

Penyaringan ini juga dilakukan untuk mengeluarkan perusahaan yang tidak 

dapat dikategorikan sebagai comparable dari daftar berdasarkan informasi 

kualitatifyang tersedia. Fase ini biasanya meliputi: 

a. Menelaah gambaran usaha perusahaan; 

b. Menelaah database kualitatif; 
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c. Menelaah homepage perusahaan di internet. 

Apabila pencarian comparable melalui database screening sudah menghasilkan 

comparable yang andal (memenuhi syarat), maka quantitative screening tidak wajib 

dilakukan ( dapat langsung menuju qualitative screening). 

Secara umum, langkah-langkah dalam comparability analysis adalah sebagai 

berikut: < < . < ·. . ;;; ,< !:;:;< 
1. Melakukan amili~is ~gsi~ ri~iko /sert,a ~isls'r harta yang digunakan oleh 

perusahaan ( yani meialglk:an fk'ap.s~ltsi ',,dell.gar(< pib'~k 'yang mempunyal 

hubung.ih i~;e~a; . ..•. < .. ~"< · ; 1,,3,~ ''1'5. 

2. Mela1cuk~ j'pen~pulan · tfata~data<' m~ngerlai·. pill~ 'i;indeperiden yang 

melakukan kegiatan usahatlan<goJdisiyang:~ani~Y~hg akan dip~fbandingkan; 
3. M~netapiJm tingkat perbandingan ;~ng gapat · git~~~'J dati , inembuat 

periyes~aian(adjustment) urlfu~ m~n~taplaip k'on~isi h~gapasitr waj~' (arm's 

lengihprfce); . . .. 

4. M~lakuk~ perbandin&ari'hal.,haL yang>berk:aitan dalain . tl~aksi perusahaan 

dertgan,,tnmsaksi indep~nden, yanglaziin di§eb'Qr five compqrabilityJactor, 
' . '··· <." . ·-

yaitu: 

a, Karakteristik dari barang J(lfl jasa; 

b. ktalisis fungsionaL atiis kegiatan usana yang dilakukiln, risiko yang 

ditangg\mg: dallaktivar~ngdiper~ak~, dalam kegiatan usaha; 

c. s'yarat:syarat yang tercatl.tmn dalam kontriik (sepbrti ~ka .. pembayaran dan 

jangka w~krupembayaran-. ~ol~e penjualaJ1 atau pembelian, dan jaminan 

yang diberikan); 

d. Lingkungan ekonomi (sepert:igeografi, kompetisi bisnis, permintaan dan 

penawaran, regulasi pemerintah, dan produk pengganti); 

e. Strategi bisnis yang dijalankan perusahaan (Darussalam dan Septriadi, 

2008, 132-150). 
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Untuk: dua transaksi yang akan diperbandingkan, para pihak harus melakukan 

fungsi yang sama (misalnya, penelitian dan pengembangan, desain produk, perakitan, 

pemasaran, transportasi, pergudangan) yang sehubungan dengan transaksi dan risiko 

yang ditanggung para pihak untuk setiap transaksi harus serupa (Doenberg, 1993, 

188). 

Langkah-langkah comparability an,alysislanaiisis kesebandingan pada seminar 

yang dilakukan oleh DJP mengenakttal};ferpricjng adalah sebagai berikut: 
:-~; :~}::' -:q( 

:<.. ~-···· _: . -S~~;. ., ·:·. -~,.~. .'=·= . .: 

1. Pemilihan pihitk *ang,diuj1! Dalanl'1meJ.nilib.1ipiliak y~ng diuji harus konsisten 

dengan ··anigisis''fun~~io.ri(tl trans~ksi. '~ih*:dilparia .m~lode, trarzsfer pricing 

dapa{diter:~ka$; dengan"~ara•:yan~ pajing ;Japa;:dip~rcit)ia dntuk.menemukan 
/; ·::::·.: \~,,., .> ... , ·.·:· · .. , .. , . *~.<.... ''! \~<· :,-:· ·· .·:~r:~· · -/n0.. ;'-; . 

pembandmgyang palmg dapa.t dipercaya. 
:~. ·< .· ·. • ,,Y 

2. Pen,gulirlaan .. database. Allalisis l&~sebahdingan }ebih menyarankan kualitas 
• . .• . • • • :::.. • . ~=·. ·" • <: ,. '. 

3. 

d~rip~da ~antiias CProses standa;\ S~tara khri~us: 
a; .. Penggunaan database koniersial lebih memperhatikan •: men,genai 

keandl!Jan analisa'":dibandingkan s:umber 'info.Ililasi lain, seperti 

pembanding interna.t. 

b. Penggunaan datab~e kom~r§ial hdak meriyar~an kuantiti~ atas. ku~litas 
Pefubanding internal . da:q. eksternal. Pefub,aJding internal lebih . mudah 

ditemukan dan dipercaya. serta Iebih ~engJcap dan l~bih murah uiltuk dokumen. 

Tidak ada hiiitrki, .. antara p~mh~dil1g internal dah ek,Sternpl tetapi apabila 

pembandillg Internal c~kup•. dipetcaYa m~ka tidak:}perlti melakukan pencarian 
,· . ' . ·: : . :. : ' .. : . . . ..: . ~··' . . :· . 

database. 

4. Pembanding rahasi~L Penggunaail. pemb<.mdirig rahasia tidak disarankan. 

Kecuali dalam prosedu;. k:~sepakata.Il. bersafua untuk: menghilangkan pajak 

berganda. 

5. Pembanding luar negri. Non-domestic tidak seharusnya ditolak. Oleh karena itu, 

analisis apakah pembanding non-domestic cukup dapat dipercaya dijadikan 

pembanding berdasarkan kasusnya: 

a. Lima faktor kesebandingan, antara lain: 

Universitas Indonesia 

Analisis pencarian..., Feni Hannawaty, FISIP UI, 2012



31 

1. Karakteristik properti atau layanan. Perbedaan karakteristik spesifik 

dari properti atau layanan sering diperhitungkan. Oleh karena itu, 

perbandingan ini diperlukan dalam menentukan kesebandingan 

transaksi terkendali dan tidak terkendali. Karakteristik yang penting 

untuk dipertimbangkan meliputi: (1) dalam hal pengalihan harta 

beiWUjud: fitur fisik dari. properti, kualitas dan kehandalan, dan 

ketersediaan dan yplull!~.~~asq"l(a:n (2) Dalam hal penyediaan layanan: 
:::{:~i ~ ~,:::~~ : ', ' . ~,'' ' ''; . ~-::;:,: 

sifat dan tirigkat pelayanan:£(3) :Q:a,lamkasus.properti tidak beiWUjud: 
_, - .: -~L :·- ~~.;0;- . '):,)Jt~? ·_· :.:','·- ,,;:i ·- ·)r~rit ., . , 

be.¥11pa !fansa}(~i (rhisal~ya lisensi. · ar~u pep.jg~Jan), jehis properti 

cnii:sah!:Y~ pate,~ m~r~k d~gan:g atau I!engetflhuari), <1;unisi dan tingkat 

pe~lindUJ?.gan, dful ;~hg di~tistpasi mhhlaa:t;dan ~en~gtinaan properti. 

~; An~lisi/~·~;fungsibnal. Dalftm ·::~trans~si . antat~ du~ peru.sahaan 

'· ·::.independen, kompensasihii~~ya ~kan mencerminkan fungsi~asing­
rriasin~·:.perusaha~ 1ahilgtn. • Oleh kat~~a itu, dalat11 ·~enentukan 
apakah transaksi terk~ndaJ'·daJ;l tidak t~I"c](endali dapat.'dtbandingkan, 

analisi;>'fhugsiorial ~ftngatt.,<Jip~rlukan. ~alisis .. ·fung1lio~ai benl.saha 

·.·,.Untllk mengidentit;ik~ii 4.a:·~embandin~an kegi~tanblconomi yang 
:··;<, 

sighifikan, tanggung jawab yang dilakukan, aset yang' digunakail dan 

risiko yang di~g~g;oleh :para,pih~ dalam melakukantransaksi. 

· Untuk itu, 'dip~;l~kan: untllk ~~mahami stru1ctur dan organisasi 

perus~aan. ~al ini jug~ ak~ relevaill.liltuk.,men~J;ltukan hak dan 

kewajiban Wajib Pajakdalam:men]~tankati·furigsin~a.· ·· 

3. Keteiltuan7keterit\ian dalam 'iontta](jpe.tjanjian ... Tingkat tanggung 

j awab, risiko, dan . kdunttiligruryang dibagi' 'an tara pihak -pihak yang 

mempunyai Hubungan i~timewa. 

4. Keadaan ekonomi. Keadaan/ wilayah geografis, luas pasar, tingkat 

persaingan, tingkat permintaan dan penawaran, serta tingkat 

ketersediaan barang atau j asa pengganti. 

Keadaan/wilayah geografis dalam lima faktor kesebandingan 

dimaksudkan agar pencarian perusahaan yang dapat diperbandingkan 
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cukup dibatasi dalam lingkup lokal atau regional (Misal, Far East dan 

Central Asia). 

5. Strategi usaha. Inovasi dan pengembangan produk barn, tingkat 

diversifikasi barang/jasa, tingkat penetrasi pasar, dan kebijakan­

kebijakan usaha lainnya. 

b. Hati-hati mempertimbangkan perbedaan pasar dan standar akuntansi, dan 

apakah penyesuaian kesebaliding@; cukup dapat dipercaya untuk dibuat 
' /-'~{;/:. ,_ 

ketika diperlukan. ii )&W'. > ,,, 
/ .·/.. .i::f··: ~:"' .. <~~~- . . . : <;, ;~~~-~ : .· ~~>/· . :-:·:~~~- ' . 

6. Kerugian yang~~pat diban<ljp.gk~. Tidak sist~~atis ditol~,;, .. tidak ada rentang 
.. =· . ·%\;r . > .. :.r::'.. ·:·:~~~~t;·. ~;i . , <~~:~~f,)) · ~:~~;: . ·:·:<· 

antar kuartil-sistematis.<}alant.PedoJ:nanT};) OE~D. Tapi apakahJ.l):ereka benar-

benru: i~?andfu.g/ de~~;~ , :,t:>ilia~,t~ yan~· <diuji; (Prgfil:·~sik~C<khususnya). 
_peru~~ruili,,#ldependen tidak ·!!1ca1lrtetap' ll"Lerugf,selarrl~1lya k~cualj ia memiliki 
ekspebasi y~gwajar darikeuti~g·~;·~a~a df:pani•~: ,. . .· 

7. Batasan pada peinbanding y11ng. tbr~edia1 M~iiilai ,pentingrtya p~ranan relatif 

daJ:i iriformasi yang kurang s~~eJuritmendlak "pem]:)anding" poteriSial. Sebuah 

',.sol~si pragn1atiJ'mungkin perlu diteliti padakasus p~r'i~:asus. . · 

8. Ku~:ari~ya ;embanding. K\lr~;~y~}l~mb~anding."bli,kan berarti bah~a tra.Jsaksi 

terkendali dari Wajib Pajak Jidakwajar (Semihar on transfer pridng advance 
l~ve1, 2011, diolah oleh p~neliti~I, . .... ,, ·. 
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BABIII 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dal¥IJ,,;;penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. 

Menurut Creswell (1994, 1-2),pendekatruikua1ifutifadalah: 
)<;"<::~ ':~·: ,':.' .·,~\< c ··;q. 

"an aq~jry prw;'!fS of YJ!~:sta;Ji a t'Jtfial hu{?mt problem based on 
building a :comple,x,, holis~iQ}picture,?ifromwitfi~wotds/repo!j~ing detailed views 
of informa~s and co1uf.ucted(~ natu[.~z setting:·~: ' . . ·~~·:,' . '.\ 

'.:·i·· .··. ;)~·:,- . . <:{<; ··. ··'"'-'(:· ' 

B(;!rdasarkitli penjelasail Creswell dii. atas, penelitian kll.alita1f di defini. · sikan ' . . ... < .. . . • . ··, . ~ 

sebagai sebuah proses:. penyelidikan 'rihtuk trlemahanii''Il1asalali' §osial atau trlasalah 

man~~ia, berdasarkanpada pendipJaan ~~inbaran holistis lengf~~; yang di."bentuk 
·.· . . ··::.......... ·:·. 

dengan kata:..kata, melaporkah•. :Plll1dangan • inform.an secara terperind~i: <ian disusun 
dalam seb.U,ah latar alamiah~ ;; . {, ''i• •; ;; .. . ' ,, ' 

'::/~;:;:; · · · ~ ··~ii.~~. / ~;:·;~r:; · , ·.: : :.}(=.: . · ·~~.. : 
Salah satu alasan pefieliti meriggunaki:uf· pendekatan kualitatif'a:dalah karena 

pendekatan ~alitatif mementingkan, pada proses dibandingkan dengah H!!sil akhir, 

oleh kar~mt itu urutan-urutan kegiat~h dapaf.'l?€:lruh~-ubah tergantung p~d~ kondisi 

dan banyak6ya gejal(l-gejala ya~~ dit~tAuk~ .. ·,.. ., 

Dalam upay~ menjel(l~kan· feriomena pe:rpajal{an· <}alam bisnis akan sulit 

memakai metode kuantitatif, karena akan rilelibatk~n ban)'cik variable yang harus 

diurai. Oleh karena itii;'peneliti :memilih .·~end(;l~ata:Q, .. ~alitatif didasarkan pada 
··;;-_"' ... =.·· ' 

masalah yang diteliti, yaitu berkaitan'dengan.perpajakan untuk masalah tertentu yang 

bersifat khusus. 

Pendekatan penelitian yang digunakan, berdasarkan pengertian menurut 

Creswell, adalah untuk memahami dan menginterpretasi suatu situasi sosial atau 

kejadian berupa upaya untuk meminimalisasi beban pajak melalui perencanaan pajak. 

Hal ini sesuai dengan Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, karena penulis 
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ingin memahami atau meninterpretasi suatu situasi sosial atau fenomena sosial yang 

sering dilakukan perusahaan berupa pedoman pencarian data pembanding terkait 

dokumentasi transfer pricing. 

3.2 J enis Penelitian 

Tujuan utama penelitian kuJ:J,lit~y~,adalah untuk memahami (to understand) 
=:· ... ·_ /{' ·:·+_, JJ~,;. -?: __ ,_- _,'~', . 

fenomena atau gejala sosiaL,de)igan ilebih menitikb,eratkan pada gambaran yang 
·''·.· .. ··,:._ ·/_·· _·, _;_ )~._:.. : ~>;,-. ,,?(, i·: · •. , :./:·:-~-. -~:0 . . -:;[.>. -f?·-

lengkap tentang ,fe~ofl!en~ :ya~g')dika.ji;';d~ripad~ il}eJJ1erincinya menjadi variabel-

·:-· <:::· ~f-. ?~: :/·_. .:>~'- :< -:;>~ __ ,:;: ; (: ·<:·,'· .· .':> . ~->i~~ 

variabel yang salinf(!er:kait. Hari:tpannya:,ialifu dipt!folel(pemafuWtail yang mendalam 
-~/-,- ._.; 0 ,;~:::: o" < ·,:: _-,~-~ ~"\~-- -... " ::t:·:· -~~- ._ ,·'·A: ·:~< ~-,- •.: .:• .•; "'" [--~: 

tentang fenom~na,,mituk s~lanjumy~-diha§ei1k~n;sebuah teofi. 

Berda.sarkan _ ~j~ad p~~lit{an,,: p"~n~litia!};,. ip. 1:ad~~ deskfipti~,: Penelitian 

deskiiprlfmeAurut Nt:iriman adalah' sebaga{beriklit: 

"descriptive researc~ present a piciure bj the. speqific details:of'situation, 

socib.Lsetting, orrelationship. The putcome ofa descriptive study ilade,tailed 

pictureofthe:subject.': (Neuman, 2603, 30)< · · , 
"· ·· ·o·: ,. · · .- ;~;:::< Ax 

Neuman.menjelaskan pen~litiaildeskfiptif aka.ll .memberikan gambara.n ·'secara 

terperinci ~e11genai situasi, lcead~ansosial J:J,tau hubungan yang meJJ1he~k~~ hasil 

penelitian be~pa gambarai1.ri:rtcim~ngenai sl.l.bj~k penelitia!};. 

Sifat d~skripti.f pada penelitia.n ilii .terliliat melalui p~njabaran mengenai 

langkah-langkrul ya#-g~. ~~~ku~an qa!~~ .P~ncariail data.r ~~mbanding terkait 

dokumentasi trans]e; pFlci1:)g . . Penjabafan.-terseb.1lt dilakufin_ be~dasarkan informasi 

yang diperoleh peneli;i s6c~f~ m,n~myangkeniudian oleh'p,eneliti akan digambarkan 

secara lebih terperinci. 

Salah satu jenis penelitian deskriptif adalah studi kasus. Studi kasus merupakan 

penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, satu 

program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu. Tujuannya untuk 

memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah entitas. Studi kasus 

menghasilkan data untuk selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan teori. 
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Sebagaimana prosedur perolehan data penelitian kualitatif, data studi kasus diperoleh 

dari wawancara, observasi, dan arsip. Studi kasus dalam penelitian ini digunakan 

untuk mengetahui langkah-langkah pencarian data pembanding dalam dokumentasi 

transfer pricing dalam menentukan kewajaran atas transaksi oleh pihak terkait telah 

sesuai dengan prinsip kewajaran kelaziman usaha. 

Alasan peneliti menggunakan j enis penelitian studi kasus adalah karena 

penelitian ini merupakan bentu.~, stii9-iwr"P·~~eliti(l.Jl yang bersifat khusus. Sasaran 

penelitian ini bersifat,tunggal~~itu dittfJ~ari·~epad~JI'T ABC: 
,:;".·::[:~~]_::' . .·:"· . -:~i . . ~:~;~ . ',_ ··,:: :.~·.?%: .:. "\ 

Peneliti dapa.t''oebas·,memilih perma~alahan penelitian betdasarkan minat dan 

pengetahuan yang fumitiid'~~neliti:. PeneliJ~ jug~ 9-ilakp:kcui bei~Elsar~ norma dari 

metode ilniiah yafrg,bebas dan k~eritini~ pihrull1i~in ~~1~in ke~~ntinl~ akademis. 

Pene}itian •intbefttl.jhirn untuk dap~~mem~brik~kol].tribti~imengenai pengetahunan 

dan te6ri .. meng~l1~i an~lisis kesebanding~ (~omparabilil)l analysis}dalani pep.carian 

data:J)embanding terkait dokume~fasi trahsfer pn~ing. Oleh k~ena itii,.berdase1rkan 
~ 0 C 00 ~A 

karakteijstik 'di atas, maka penelitian im jik:a · dilihat dari. manfaatnya termasuk 
~ ,· . . ··. . . .. ; ··"·. . . . . " .. 

penelitian murni. 

3.3 Metode dan Strategi Penelitiim 

Dalam, .melakukall pc!mditiarl ;, untuk::~::pel11b:t,1Citan skripsi. ini, peneliti 

mengumpulkaii"data-data dan fakta-fakt~ yang relevan ·ci:bngan masalili yang dibahas. 
• •••• • •• ••••• •• • ? 

Tetapi sebelwmiYa peneliti harus'meneJtukrutsite Y@g.~{epat;;$ite atau lokasi dari 

penelitian ini~erdapatpada P1"',ABC, rterusahaan kori§liltan.pajak yang mempunyai 

pengalaman dalam m~ncari datapel11bandiAtwaj~b Pajak yarig melakukan transfer 

pricing dengan pihak yang m~bp:t!p.yai luibungan istimewa, serta depatemen 

pemeriksaan khusus di DJP. 

Dalam penelitian, peneliti menggunakan dua model penelitian, yaitu penelitian 

kepustakaan (studi literatur) dan penelitian lapangan (field research). Penelitian 

model pertama lebih bersifat pelacakan sumber-sumber data pada literatur yang 

tersedia dalam buku-buku, jumal-jumal, atau artikel-artikel ilmiah. Sementara itu, 
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penelitian model kedua lebih banyak berpusat pada penggalian data di lapangan. 

Dalam melakukan studi lapangan keterlibatan peneiti hanya sebagai peneliti tanpa 

telibat langsung atau disebut sebagai non-participant observer. Non-participant 

observer hanya mengamati situasi tanpa mempengaruhi kegiatan dan perilaku yang 

diteliti. 

Penelitian lapangan merupakan teknik pengumpulan data melalui wawancara 

mendalam secara langsung dengari, iJtomlfiD. dan observasi a tau pengamatan. 

Informan yang dimaksud h~la:h. ter~~tsecarh .Ja:ngsung terhadap permasalahan '<-\". -~~:; c; : c ,• • :. >;-;> "'"• :" /t" .<•: 
yang diangkat pada penelitian ffi;.; 

. - ~:\ ' 

3.4 Teknik Pengolahan dan ~nalisa D~ta 

P~ngolhhall dan analisis data be,rtujuan mengubah data. me,njadi. mformasi. 

Berkaitan dengflll pengoi~an data, penel~ti akan melaktkan beberapalangkah praktis 
yang dapafdil~kukan pada waktu.' 'melakukap analisis data penelitiall kualitatif; 

1. Pengumpulan · qata mentah, yang dilakukan. melalui wawancara:;,observasi 
-~/ : ·. ' . . 

lapangan, · kajian pus taka; >:"; 

2. Transkrip data, yaitu merubah catat~n ke bentuk tertulis; . . 

3. Pembuatan koding, membaca u1ang seluruh data yang sudah difranskrip dan 

mengambil kata kunci; > 
4. Kategorisasi data, menyederhariak~ datl:1·d~ngan cara<rlrengikafkonsep-konsep 

(kata-kata) ktllCi dalam satu besaran; 

5. Penyimpulan,semelltara;yai~pengambilan kesirn.~ulan seiri.entara; 

6. Triangulasi, melakukan che~k da~ re~hec~ alltara satu s~mber dengan sumber 

data lainnya; 

7. Penyimpulan akhir, yaitu proses akhir dari keseluruhan langkah. Kesimpulan 

akhir diambil ketika data sudah jenuh (saturated) dan setiap penambahan data 

barn hanya berarti tumpang tindih (redundant). 

Analisa data dalam penelitian kualitatifbersifat induktif dan berkelanjutan yang 

tujuan akhimya menghasilkan pengertian-pengertian, konsep-konsep dan 
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pembangunan suatu teori baru. Secara umum, analisa data berarti suatu pencarian 

bentuk-bentuk data perilaku yang berulang, objek-objek atau suatu bentuk ilmu 

pengetahuan. Sekali bentuk tersebut dapat diidentifikasi, bentuk tersebut dapat 

diinterpretasikan dalam istilah mengenai teori sosial atau kejadian masa lalu atau 

bentuk sosial kepada interpretasi yang lebih umum dari makna tersebut. 

3.5 Narasumber 

Informan dalam pe,m:litil:IJl kualitatif ditentu1tan untUk mendapatkan gambaran 
,o·' : .,,·, ._, J,'·,', ~: 

dan pemahaman yang paik m~ngenai' peritrlasalahan d:rlam ~'~nelitian ini. lnforman 

yang dipilih haflls. m:eimliki ,inforri'i~si y~g cukup memadai me,11gemii gej ala a tau 

fenomena ·~ang terkait den~ari permasalih.an ;ang ~k:an. dltelit~ sehingga peneliti 

dapat memahami gejala atau · fenpmen~>ya11g teijdai yallg berkai;an dengan . : . ... •' 

permasalahan penelitfan. . 

Dalam ~elakukan wawanca:ra, pell.eliti akan mengajukan pertanyaan kepada 

informan dan melakukan perekaman yang nantinya ak:an diolah menj~di da,ta, tertulis 

sehirigg~ na,ntiny~ perielitidapat :rrielakukan analisis. Dalam melakukan wawimcara, 

peneliti menetapkan infonrian yang akim diwawancarai yang terdiri dari: 
' . 

1. Konsultan Pajak, yaitu BapakBernadus Bawono Kristiaji dan Bapak Untoro 

sebagai staf ahli Danny I.>arussa.iam T<Pt Center dan konsultan pajak PT ABC. 

Untuk 'mengetahui ,dan mem~hami'penca~an <fata pembl:IJlding terkait 

dokumeptasi·transfer·pricing sebaga~ana yang telah:mereka buat sesuai 

permintaan kiien mereka. 

2. Pihak Direktorat Jende:raiPajak; yaituBapak Herawan Yunendra. Dalam hal ini 

penulis akan menanyakan fuasalah,' pemeriksaan dan peraturan pelaksananya, 

khususnya yang berhubungan dengan data pembanding transfer pricing. 

3. Akademisi, yaitu Bapak Danny Septriadi dan Bapak Wisamodro Jati. Dalam 

hal ini penulis akan menanyakan masalah perlakuan perpajakan internasional 

atas data pembanding terkait dokumentasi transfer pricing. 
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4. PT ABC, yaitu manager PT ABC. Untuk mengetahui secara terperinci 

mengenai transaksi yang dilakukan oleh PT ABC dengan pihak yang memiliki 

hubungan istimewa. 

Selain mengumpulkan data dari wawancara mendalam, peneliti juga 

memperoleh data sekunder yang bersumber dari literatur, dokumen peraturan 

perpajakan dan dokumen lainnya. P~ng~ga.anliteratur untuk dijadikan data sekunder 
~L> <1>-t. !,j;,· 

dalam penelitian. Sumber yang·, berJJ.s,ril .• 4arl Ht6ratur yang terkait dengan data 

pembanding terkaif do1ctnnent{lsi tr~~~fe/pricf~g ak~~ di~aji;~ •• guna mendapatkan 
pemahaman secara. teori~is. '·· ;;, . / , 

3.6 Proses Penelitian/lnfoniiasi 

Proses pel1elitiali ini dimulai dengan peruri:msan masalah · dan menen:tukan ,· ···.· .. ' /~~ ~ 

metodologi .yang akan dilakukan. Penelitian dilanjutkan dengan mempersiapkan 

kajian literatur yang sesuai dengan perumusan masalah Y<I;Ilg ada: Observasi 
dilakukk dengan ~engunipulkan data meng~ai peraturan yan~;:ierkait derigan . data 

pencaril;lll data•;embandingterkait dokumentasi transferpricing. Penelitia~Japangan 
melalui wawancara dilakukan dengan mempersiapkan.·. terlebih dahulu sebeiumnya 

~·: .. ' ~ > ' '"·. ·'·• . 

pedomari wawancara yang. mendl11arii(H<iSil dm:i,kaji<l;Il literatur, observasi dan 

wawancara yarig didap,atkan akan·<fianalisis u?-tuk:menyusun slJ;llPul~ dan saran. 

3.7 Batasan Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini akllll dib11tasi h<l;fiya pada proses pencarian data 
•····.·· .. ,,•. 

pembanding terkait dokumentasi transfer prlcing serta menggunakan OECD Transfer 

Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations. 
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BABIV 

GAMBARAN UMUM TRANSFER PRICING DI INDONESIA 

4.1 Latar Belakang Perusahaan 

1. PT ABC Indonesia 

PT ABC adalah ·•· perus~haan 2,, !~Itin~sional/mult~nasional corporation 

("MNC") Yat1g he~~erak J{ bi~ang ~{~tribusi pi8duk polyethylene (PE) dan 

polypropylene (PP) di Indonesia. balaJ'menjalankaii kegia'tin u8ahartya, pada tahun 

2011 PT ABC mehtkukan transaksi 'denga~ pihat;yarrg .me~punyai hubungan 
;· . ,:: ·. =~. >;. . . .• •·.. • . · •• < . . . ' . . . 

istimewa. 

2. PT ABN Indonesia 

ABN merupakan anak petQsahaan d~ri ABC grup bergerak di bidang 

pembuatan . plastik. ABN didirikan S(!hagai penisahaan penanaman modal dalam 

negri. ABN mulai beroperasi pada tahun 1990 sebagai manufaktur Bi-aksial 

Berorientasi Polypropylene ("BQPP11) •. Kail:tor dan Pahrik ABN terl~tak di Indonesia. 

3. ABM Sing~p()re 

ABM Singapore adalah produs,~n polyethylen~ dan polypropylene terbesar di 

Asia Tenggara. ABM bergerak di bidang pengoperasian polypropylene, tanaman 

polyethylene, crackers etylene, dan tananian aromatik. Berbagai jenis produk PE dan 

PP yang dihasilkan oleh ABM adalah sebagai berikut: 
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Tabel4.1 Jenis-Jenis Produk PE dan PP 

upfn}W:' 
.. · ··"\:;./ 

Serat dan filamen untuk kain dan karpet, komponen untuk 
mobil dan peralatan rumah, peralatan elektronik untuk 
rumah, film untuk kemasan dan botol. 

. . 

4.2 Bisnis Perdagangan atau Trading PT i\.BC 

~Tra~saksi yang dilalcuk:an .·ole,h PT. ABC kepada pihak~yang ni~miliki 
hubungan istimewa adalah pembelian PE dari ABM Corporation ("ABM.,) yang 

berada di Singapura untuk dijual ~~:i.nba1i kell~da pihak ketiga pelan,ggannya di 

Indonesia dan pembelian PI( dari AB:rv£ uh~k dijuaL.k:embali kepa~a ·PT ABN di 

Indonesia. 
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Pihak ketiga (Domestik) 

Polyethylene 

Pihak terkait 

(Domestik) 

Polypropylene 

Prosentase sales revenue yang diterima oleh PT ABC atas · kegiatan 

usahanya, ad~lah sebagai berikut: 

a. Pr~sdntase sales revenue1J:elatedParty JOfJ/p.(transaksipolypropy!ene) 

b. Prosentase sales reverzue Non-Related Party 90% (tra11$aksipolyethylene) 

Penjualan kepada pi~ak terkait yai1:t.1 ABN sarii~~t ke~il k~ena, ~idik ada kontrak 

petjanjian bahwa ABN harus, membeli raw materi~lke giup. 'sehingga PT ABC 

hanya melakukan pen}tialan polypropyle~e ke ABN hanya apabila ada permintaan 

karena ABN dapat membeli raw ~'ateri~lb~ik ke grup maupun non-group tergantung 

pada harga dari polypropylene terse but. Keputusan ABN untuk membeli ke grup atau 

non-group adalah keputusan ABN sendiri. 

Oleh karena itu, untuk membuktikan bahwa transaksi yang dilakukan dengan 

pihak yang mempnyai hubungan istimewa/ related party sesuai dengan kewajaran 

dan kelaziman usaha, maka diperlukan data pembanding untuk membuktikan 
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kewajaran transaksi tersebut. Sehingga, dalam analisis ini peneliti melakukan 

penelitian langkah-langkah pencarian data pembanding atas transaksi yang dilakukan 

olehPT ABC. 

4.3 Transfer Pricing Dalam Perpajakan Indonesia 

Transfer pricing merupakll9 isu, klasik, gi bidang perpajakan, terutama 

menyangkut transaksi. interp:asi()~~f yang 4il~kan qleh perusahaan multinasional. 

Dari sisi pemerin~an, .tranlftr prici~J di;akii1i me11gakl~atkan berkurangnya ' •, "",~v\, ••"•• •o •, Oo •• '"" 

potensi pajak?pen~fimaan, suatu negara karena penlsahaan ll}'?:lti~siol}al cenderung 

menggeser laba keri~ paj<lkn.ya dari 11ega1"1:1 yang niemiliki.,tari(pajaktinggi (high tax 

countries) ke negara: yang meli1i]j.ki ~~rif paj ak ~endah( low tax countrie;). Sedangkan 

dari sis~ bisnis, pe~sahaan cenderung menghemat biaya (cost .~JJ{Ciency) yaitu dengan 

cara:m~minimali~asi pembayaian pajak:perusahaan. Hal ini'sering dilakukan guna 

memclksimalkan keuntungan perusahaan. Secara bisnis paj ak, paj ak m~rup~an ~eban 
yang .. mengura11,gi keuntungan. 

' . . . . . 

Dengan adanya praktik transf~r pfiotng :·ini, ll:l~a perlu untuk melakukan 

tindakan dalam pencegahan dan upaya pt(nanganan kasus yang te:tjadi bagi 

perusahaan.yang melakukan trdnsfer pricing di Indonesia. Upaya untukm~ncegah 
transfer pricing di Indonesia dapat dilakukan,derigan H~berapa hal antara lain dengan 

peraturan perpajakan yang 1DengatUr mengen~ tra~sferprictlig~ 
Secara umu.tll, a~~ lriik4m y~hg nielanda8i tmrisa.ksitransfer pricing dalam 

peraturan perpajakan 'sudah cukup memad~i yaitu diatur •g{dalam Pasal 18 ayat (3) 

UU No. 7 Tahun 1983 tenta~g PajakP~nghasilansebagaimana telah beberapa kali 
.. ' .. ~ . ; . ··.' :. ~ :· "< 

diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 dan UU No. 8 Tahun 1983 tentang 

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 yang menyatakan: 

"Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya 
penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk 
menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang 
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mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan 
kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan 
istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak 
yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau 
metode lainnya. " 

Berdasarkan penjelasan Pasal 18 ayat (3) UU PPh, maksud diadakannya 

ketentuan ini adalah untuk mencegah te.t;jadinya penghindaran pajak yang dapat 
c::_.,,j~Y. 

teijadi karena adanya hubungan:'i~timeWa~ ;A.Pabila terdapat hubungan istimewa, 

kemungkinan dapat teijadi'perigll~silJ. dila;6r~ ~~g dati,. semestinya ataupun 

pembebanan biaya melebihi d~ yang seharusnya. D~lam hal demikian, Direktur 

Jenderal Pajak berwenithg uri!;uk mentukith kembali besarn~~ pe~lhasilan dan/atau 
' • • • • • ···' • ' ' •• 0 •' • : :== • ,-..' ' '.• '. ~' • • : ,.•,. ~-

biaya sesucii dengan keadaan ~~andainya <ii anffu.a pa:t~·,Wajib Pijak tii-sebut tidak ·j;,> ; /c •'"• 

terdapa,.thubhngan'istimewa. Dalam menerl!;ukari kemb~li jum1ah~enghasilan dan/ ' ·. ··-~··,.. .·, ,: . ' ., '"' ' 

atau biay~ tersebut digunakan metode perbandingan harga antara pih~k independen 

(com]Jm;able uncontrolled price method),':,fuetode harga penjualari kembali .. {fesale 

price methgd), metode biaya plus (costp{us:methocl) atau metode lainnya seperti 

metode pembagian'laba (profit split m,ethJcl) darl'' metode laba bersih transabional 

(transactional,het margin method). Demikian~ula terdapat penyertaan;moditl secara 
... : 

terseluQung, ,dengan menyatakan penyertaan m()da,.i tersebut sebagai utang maka 

DirekturJenderal Pajak berwena11g untuic menentukan utang tersebutsebagai modal 

perusahaan. P(mentuan tersebut da~~t dii~kan, misalnya i:nelalui indikasi mengenai 

perbandingan antara. modal·. dan 11tang yang la2;im. te:Ijadi di ·an tara para pihak yang 

tidak dipeng~fuhi liubungan· istrrriewa atau qerdasarkan d.ata atau iri~ikasi lainnya. 
' .· . .·. . . .. 

Dengan demikian, bungayang.dibayarkan sehub\mgandengan utang yang dianggap 

sebagai penyertaan modal itu tidak'diperbolehkan untuk dikurangkan, sedangkan bagi 

pemegang saham yang menerima atau memperoleh bunga tersebut dianggap sebagai 

dividen yang dikenai pajak. 

Oleh karena itu, PER-32/PJ/2011 membatasi siapa saja yang wajib membuat 

transfer pricing documentation. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak 

Nomor PER-32/PJ/2011 dapat disimpulkan bahwa Penentuan Harga Transfer ini 

harus diterapkan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap di 
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Indonesia dengan Wajib Pajak Luar Negeri di luar Indonesia. Lebih lanjut pada Pasal 

2 ayat (2) ditegaskan bahwa dalam hal Wajib Pajak melakukan transaksi dengan 

pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang merupakan Wajib Pajak 

Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, maka ketentuan PER-

32/PJ/2011 ini hanya berlaku atas transaksi yang memanfaatkan perbedaan tarifpajak 

yang disebabkan karena: 

1. Perlakuan pengenaan PPh FinaL.a.tau {t~ak F'jpal pada sektor usaha tertentu; 

2. Perlakuan pengenaan Pajak~.~JijuaJ:dn atasl:far~fo:g Mewah; atau 

3. Transaksi y~g dilakukaJ.l ,d~~ga1.1 Wa4iS PajakKonf,raktorr;;r<.ontrak Kelja Sarna 

Mig a~. 
. . 

Pasal 3 aya1 (1)'\,.men~~askah Hahwa, Wajib Pajak yaJig te~asuk!.dalam kriteria 

sebagaimana dia~.dalam Paslil. 2 a.yat (1) dan (lyat citdan:.:memiliki hl.lbungan 

istimewa, wajib untuk me~erapkan P~sip' Kewajll:l"an dan Kel~i:ttlan Usaha. 

Sela.njutnya d~lamPasal 3 a~at(4) ditega~kan bahwaWajib Pajak telah memenuhi 

ketentl.lan da.lam Pasal2 ayat (1) dan aya((2) dikecua~an untuk menerapkan Prinsip 

Kewajaran dan Kelaziman U saha apabi'la nillii selUruh transaksi tidak melebihi Rp 10 
milyar dalam 1 tahun pajak untuk sej;ia;la.wari.transaksj,. .... ; 

Selain itu, Peraturan Pemerintah{PP) Nomor74 Tahun 2011 tentang Tata Cara 

Pelaksa.naanHak dan Pemenuha.nKew~jiban£erpajakan. Dalam Pasal:lO ayat (2) PP 

tersebut, dinyatakan bahwa: .. 

"Dalam hal Wajib. Pajak ~elak~kan ·transaksi dengan para pihak yang 
mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak kewajiban menyimpan 
dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen dan/a tau 
informasi tambahan untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan 
pihak yang mempunyai hubiingan istimewa telah sesuai dengan prinsip 
kewajaran dan kelaziman usaha. ,. 

Ketentuan di atas secara tidak langsung telah menginterpretasikan bahwa kewajiban 

untuk membuktikan (beban pembuktian) kewajaran transaksi dengan pihak yang 

memiliki hubungan istimewa, sekarang terletak di tangan Wajib Pajak. 
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Pasal 12 ayat (3) UU KUP mengenai Penetapan dan Ketetapan Pajak, dinyatakan 

bahwa: 

"Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang 
terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang. " 

Penjelasan ketentuan di atas adalah•:apa,lj~~~{ berQasarkan hasil pemeriksaan atau 
,~:}~;;:': .-· '··':'';:~?-(: .·~;1~.>-.. ··:~-

keterangan lain, pajakyang,dihitunl!Fdan·'dilapor.Kan da,lam SJJ:rat Pemberitahuan yang • • :< • .' ••: ': :• <'-·~;.• •, • ~;> • • • e /.:' '.:·~::;./ 

bersangkutan tidak henar, Direkfur Je11deralPajakmenetapkan jumlah pajak yang 

terutang s~bagaimana· :'mestin~~ sestf~i depgan 'i§etenth~ ~~f(lturfu perundang­

undangan P'erpaj~. l;lenentu~ ,kembali ni~nga'?u pada kewaj~anJflan kelaziman 

usaha yangtidak dipeniaruhi oleh h'll:hihigan istjmeWi(l derigan rll~ng~akari1petode: 
( 1) perbandingan harga an tara pihak y~~ independen (2) harga perijiialan kembali (3) 

biaya-phis; ataupun nietode-nietode Iainnya. Dengand~mikiaD.• 'ap~bila ini teljadi, 

dapat memicu pemeriksaan· khusus karena indikasi transfer pricing. Hal yang perlu ' .. . •'·o~ .. /:~... , " 

dipertimbangkan lebih Ianjut oleh ~ajib Pajak':'adalah peD.61:11:!lan kembali
0 

atas 

ketidakwajaran harga!nila1 amat berpotetisi meliimbu~<J!l sahksi p~l:pajakan. Setelah 

adanya dokumentasi transfer pricing, Wajib Pajak diharapkan dapat memberikan 

pembuktian kewajaran transaksidan k~lazinian usaha pada saat pemeriksa~ dengan 

adanya do~entasi transfer prlcing agar tid.ak dil(lkrik811 koreksi ~leh Direktur :.::. · ;.L .. . ,., ·,:;:_ ~, .. :e-M 

Jenderal Pajak padaSurat Pemberita]iuanyangtelah dilaporkk oleh Wajib Pajak dan 

tidak menimbulkan sanksi perpaj~kan.:£;lembuktian iliijuga sebagaidasar bukti Wajib 

Pajak apabila masalah transfer pricing silnpaike pengadilan. 

Direktur Jenderal Pajak berwell~g menenh{kan kembali besamya 

penghasilan dan pengurangan untuk menghitung besamya Penghasilan Kena Pajak 

pada transaksi yang dilakukan antara pihak -pihak yang mempunyai hubungan 

istimewa. Penghitungan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan dilakukan 

dengan mempertimbangkan metode dan dokumen penentuan harga wajar atau laba 

wajar yang diterapkan oleh Wajib Pajak. Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat 

memberikan penjelasan yang memadai dan/atau menunjukkan dokumen pendukung 
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penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha, maka Direktur Jenderal Pajak 

berwenang menetapkan harga wajar atau laba wajar berdasarkan data atau dokumen 

lain dan metode penentuan harga wajar atau laba wajar yang dinilai tepat oleh 

Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan kewenangan berdasarkan Pasal 13 ayat (1) 

Undang-Undang KUP. 

Terhadap transaksi transfer pricing terindikasi sebagai tindak pidana di 

bidang perpajakan Direktur Je,ndera,l;:; Paj~"k be.r:_wenang melakukan penyidikan 

sebagaimana diatur d"alam PasafMJJnJ~g-tff~dang::kUP. 
Direktur Je~deral :'Pajak \B~rwe:rlai:J.g melakukari, penyesuaian (correlative 

'' ;~; '' • ,:;'(,f,t~ i ' '-;:/.:. ',v ,,;-. 

adjustment) terh~dap •:pengrutungan Pen~asilan . Kena Pajak}Wajib (Pajak sebagai 

tindak lanj'llt atas'.suatu penyesuai~ (pfifnary adjustmen:t) yang dilakukan oleh: 

1. Direktur Jenderal Pajak atas·p~ng@tl.mgan penghasilan dan peng'l!fangan yang 

dilakukan oleh.Wajib·Paja,k d~fatn n~geri lainnya yangmelljadi l~wan transaksi 
Wajib Pajak; at~u .. ··· .. . . . ... 

2. · Otoritas pajak negara lain ~tas penghitungan penghasilan dan pengtirangan 

yang.~ilakukan dleh WajibPajaknegarater~ebut yang menjadilawan.transaksi 

Waj ib. Pajak dalam negeri Indonesia . 

Peng~rtian transfer pricing dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 
. . 

PER-32/PJiiOll tentang Perubahan Atas Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 

Per-43/PJ/2010 tentang Penep1pan PI"insip Kewajaran dan If:elazin:tan Usaha Dalam 

Transaksi Antara Wajib Paj~k dengall. PihakY ang Memp~~yaiH~bungan Istimewa 

terdapat dalam Pasal .1 ayat (8). P·ada Pasai 1 ayat (8) Peraturan Direktur Jenderal 

Pajak tersebut transfer p~icingdidefini~ikan sebagai berikut: 

"Penentuan Harga Transfer (transfer pricing) adalah penentuan harga dalam 
transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. " 

Penentuan harga transfer dalam transaksi Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang 

mempunyai hubungan istimewa untuk adalah untuk mendapatkan harga wajar atau 
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laba wajar. Pengertian harga wajar dan laba wajar menurut ketentuan PER-

32/PJ/2011 diatur dalam Pasal 6 ayat (1) sebagai berikut: 

"Harga wajar atau Laba wajar adalah harga atau laba yang terjadi dalam 
transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan 
istimewa dalam kondisi yang sebanding, atau harga atau laba yang ditentukan 
sebagai harga atau laba yang memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman 
Usaha." 

4.4 Hubungan lstimewa 

Pengertian hubtinganistimeiYa da!~ ~asall8~yat (4) Ulf:}No.z Tahun 1983 

tentang Pajak Penghasilan sebagaimari~'tehih''bebefapa k~lidiubilh te~ dengan 
UU No. 36T~~un td08 se~~gaib~rlkut: ,, v' , , , . 

"Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat{3) sa,rnpafdengan 
ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat '(1) didnggap ada 
apabila: ,, ', ·, 
a; Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsungatau tzdakldrzgsung 

paling ren.dah 25% (aua putuh Zinia persen) pada Wajib Pajdk lain; 
hubungan antara ,Wajib Pajak denganpenyertaan paling reiufah 25% 
( dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak a tau lebih; atau hul:mngan 
di an tara dua Wajib Pajak atau 1ebih yang disebut terakhir;, ,,,, 

b. Wajib Pajak menguasai Tfajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib 
Pajak berada, di Hawah penguasaafiyang sama baik langsung maupun 
tidak langsung,' atau: , ,' ' , , 

c. terdapdt. hubungan keluarga baik sedara~ maupunsemencfa dalam garis 
keturunan lurus danlatau ke salt,zping s(Jtu derajat. · ·' 

Hubungan istimewa di antara Wajib Paj * dapafteljadi karena ketergantungan 

atau keterikatan satu dengan yang lain yang disebabkan karena: 

1. Kepemilikan atau penyertaan modal: , 

Hubungan istimewa dianggap ada apabila terdapat hubungan kepemilikan yang 

berupa penyertaan modal sebesar 25% ( dua puluh lima persen) atau lebih secara 

langsung ataupun tidak langsung. 

2. Adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi. 
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Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat juga teijadi karena penguasaan 

melalui manajemen atau penggunaan teknologi, walaupun tidak terdapat 

hubungan kepemilikan. 

Hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau lebih perusahaan berada di 

bawah penguasaan yang sama. Demikian juga hubungan di antara beberapa 

perusahaan yang berada dalam pengu,asaan yang sama tersebut. 
>'-~'·. 

Oleh karena itu faktor hubungan)stimt:;y.ra akanmenjadi penting dalam menentukan 
·::· >!;>',... .-;~:P ~~-}tt.. -. ·;_<.~?l> 

besamya penghasilan dan/atau biay:a yang' akan dibebank(lll untuk menghitung 
' • .c • 2</, 

penghasilan kenapaj~#::,: 

Pengertian''' m;ilgenai ,'hub:9ngan.,,iStime~a ;:memu1j:f, P~myataan Standar ' . . ''''~ . ":'.:'<' • • ··~'0'' . . . . ., 

Akuntansi Keuarigan(PSAK.No.7) idalah,'sebaga,i berlkut: <;~ 
1. Perusahaan y~hg, m~latui satu 1ta~ ,,,Jebih> pemiltara (in;~rmediaries), 

Jl1enge~dalikan, atau dike~dalikan oleh, atau berada di ,bawah pengendalian 

bersama, dengan perusahaan pelapor (termasuk holding companies, 

subsidiaries danfellow subsidiaries); 

2. Perusahaanasosiasi (associated company);,,,, 

3. Peror'm.~<lll yang meiTiiliki, baik, secara langsung ID:a,upun tidak langsl:illg, suatu 

kepentingan hak suara ,, di perusahaan pelal'or yang berpeng,aruh secara 

sigiiiftk:an, dan anggota kelu,arga dekat dan, perorangan tersebut (yang 

dimakSudkan dengan anggota l<:elmirga dekat adalah mereka yang dapat 

diharapkan :rriempe.llgaruhl atau dipengariuu perorangan tersebut dalam 

transafsinyadenganperusa,haanpelapqr); , , 

4. Karyawan kunci, ;~tu orang..:orang yang mempi:inyai wewenang dan tanggung 

jawab untuk merencan~an, J.netnig'lpin ,,dan , mengendalikan kegiatan 

perusahaan pelapor yang meliputic anggota dewan komi saris, direksi dan 

manajer dari perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut; 

5. Perusahaan di mana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki 

baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan 

dalam 3 atau 4, atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas 

perusahaan tersebut. 
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4.5 Arm's Length Principle 

Wajib Pajak dalam melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai 

hubungan istimewa harus menerapkan arm's length principle. Dalam arm's length 

principle penetapan harga dan laba transaksi harus sama dan sebanding antara 

transaksi dengan pihak-pihak yang,meJDil:iki hubUJJ,gan istimewa dengan pihak-pihak 
~~~i~:>~:.· ,.-){k:h'... ."··' '~:~· ... 

yang tidak dipengarqhi hubungail' istim:ewa. Sat)ia dan sebanding tidaklah dalam arti 

sama persis, akan t~ta.~i ter4apat batasa~-baf~sanrent~~g, yan,g MT~jar . 
. '';>~.. . ''):<" -~<··. ,j 

Batasan rellt,ang wajar''memang tidak diberikan b~tasari:'yang pasti, tapi apabila 

merujuk p~da kef~.t.··ua n umuiTI seP.erti yang di tetapkan dalaiTI PSAK..;,. batasan waj ar .. . .. 

dapat. diartikan dJam batasan yang·tidak material (immateriaL items). Batasan ini 

dapatjuga diartikan sebagai jumlah yang tid~k signifika,n terhadap keseluruhan 

transaksi(Advianfo, 2011). 

Pengeitian Prinsip Kewajaran dan, Kelaziman Usaha diatur'dalam'' PER-

32/PJ/2011 pada Pasal 3 ayat (3) sebagaiberik:ut: 

''Prinsip Kewajaran dan Kelazi;,an Usaha (Arm's length prinq}ple/ALP) 
mendasarkan pada norma ba/:zwa harga atay laba atas transa/cyi yang 
dilakukan oleh pihak-pihak yang iidak mempunyai Hubungan . istimewa 
ditentukan oleh kekuatan, pasar, sehingga transalcyi terse but mencerminkan 
hargapasar yang wajar (Fair Marfset Value!FMV). '~\ 

,•. ·•···· 

Dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Non1or PER-32/PJ/2011 diatur 

langkah-langkah dalam peherapan-penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman 

U saha, sebagai berikut: 

a. Melakukan Analisis Kesebandingan dalam menentukan pembanding; 

b. Menentukan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat; 

c. Menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha berdasarkan hasil 

Analisis Kesebandingan dan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat ke 

dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang 

mempunyai hubungan istimewa; dan 
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d. Mendokumentasikan setiap langkah dalam menentukan Harga wajar atau Laba 

wajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 

Analisis kesebandingan adalah analisis yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau 

Direktorat Jenderal Pajak atas kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib 

Pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk diperbandingkan 

dengan kondisi dalam transaksi yang dil~an antara pihak-pihak yang tidak 

mempunyai hubungan istimew~;,}lan nifil:tkuk~IJ. ideniifikasi atas perbedaan kondisi 

dalam kedua jenis trahsaksi :&~akslid. ~~lam. 1ltmgkah, ini juga ditenrukan data 
< ,. ;;;~-. •";•··'.. ";./·{! • 

pembanding yang berupa d~ta pembariding i~tem~l dan eksteib;al. Data pembanding 

internal didapaJkan da.ri data pi6rusahaan iepdlri atas trans~ksi ;~g tidk dipengaruhi 
. ·'::. . ·.; .• ·~ : .• ' '· -~··· • . .. ; -.·.,·· . ._';· . • • ".>. 

hubungan isti~~wa, d(lll data ekster~al adhlah data peru."~ahaan lain. atas tl;ansaksi v 
• •• 

' 

sejenis yang tidak dipengaruhi hubungim i1timewa. :.Penetapan Transa~si sejenis 

dilakukan dengan memperhatikan kondisi materialitas dan signifikan. Data 

pembimdiilg. . . internal lebih dipriorita*an peng~<lannYfl dibandihgkan data 

pemhanding ek§tt3rnah 

· fakt6:r-faktor yang: mempengaruhi k~~ebandiligan menurufCPEK43/PJ/2010 ···": ·. _ _..,> .· .. ····. •: ·.• . ·····. 

dalam Pasal5 ayat (1) sebagai berikut:. 

"Daiam melaksanakan Ana/isis Keseb'andingan sebagaimana dima,ksud dalam 
Pasat'4 ayat (1) harus dilakuka:n ahqlisis :a!as faktor-faktor yang dapat 
mempengaruhi tingkat keseDqrzdingan antara lain:' 

a. kdfakteri;tik bclranglharta b~rwujl,ld .. dan >harai/g/hartd tidak berwujud 

c. 
d. 

yang diperjua}belikan; 't(;!rmasuk jasa;; · . 
b. fungsi masi~g-masing pthakyang'fiJelaliuk(ln transaksi; 

ketentuan-ketentuan.dalamkonfraklperjanjian; 
keadaan ekonomi; dan. 

e. strategi usaha. " 

Sifat di atas harus dapat dibandingkan secara signifikan untuk mendapatkan 

data sebanding. Fungsi masing-masing pihak harus dapat mendeskripsikan apa kaitan 

penyerahan antar pihak tersebut, dapat dari rangkaian fungsi produksi sampai 

distribusi dan penyediaan jasa. Dalam melakukan penilaian dan analisis atas 
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kontrak/peljanjian harus dilak:ukan analisis terhadap tingkat tanggung jawab, risiko, 

dan keuntungan yang dibagi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa 

untuk dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan dalam kontraklpeljanjian yang 

dilak:ukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, yang meliputi 

ketentuan tertulis dan tidak tertulis. Keadaan Ekonomi yang relevan, seperti keadaan 

geografis, luas pasar, tingkat persaingan, tingkat permintaan dan penawaran, serta 

tingkat ketersediaan barang a tau jasa pertggariti I>, ada transaksi yang dilak:ukan antara 

pihak-pihak yang ~~mpuriyai h~bUJ1~£~ i~time~~ ~~ng(Ul trru:t.saksi yang dilak:ukan 
oleh pihak-pihak yang.tidak 111empunyJi· hubunJ~ istime~~CJl1ga dapat menjadi 
faktor analis~ kes~ban~ingan.·; Terakhit. dilak:ukan ai'lalisa lerha~~P ·. strategi usaha ... ··= .. .. -~ ""· /'<'· ,'~·. ' ' : : ·'· 

antara lain denganmerlgidentiflkasi inovasi dan pengembangan prbdukbaru, tingkat 

diversifikasi bara~~jas~, tingkat p(!netrasi ·~§lsar,·· danFkebijakanJkebijakaft· usaha 

lainnya, yang teljadi pada pihak-pi~ak. Y<lJ1g.iuempunyai h~bungfuJ. istimewa dan 
pihak-pihak yang tidakmempunyai hubun~an istimewa. 

4.6 Metod~. Penentuan Harga Transfer. 

Metode Penentuan Harga Transfer yang dapat diterapakn berdasarkan PER-

32/PJ/2011.adalah: 

1. Metode :P6rbandingan Harga antarapihak yang tid~ mempunyai hubungan . . . 

istimewa (Comparable Uncontrolled. Price/CUP) . . Metod.e penentuan harga 
. . . 

transfer yang dilai<:tl~an dengan meJ:nbandingkan harga dalam transaksi yang 

dilak:ukan antara pihak~pihak yang in:empunyai hubnn,gan istimewa dengan 

harga barang atau jasa dalam transaksiyang;di!ak:ukan antara pihak-pihak yang 

tidak mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi atau keadaan yang 

sebanding. Kondisi yang tepat dalam menerapkan metode perbandingan harga 

an tara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa (Comparable 

Uncontrolled Price/CUP) antara lain adalah: 

a. Barang atau jasa yang ditransaksikan memiliki karakteristik yang identik 

dalam kondisi yang sebanding; atau 
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b. Kondisi transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyat 

hubungan istimewa dengan pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan 

istimewa identik atau memiliki tingkat kesebandingan yang tinggi atau dapat 

dilakukan penyesuaian yang akurat untuk menghilangkan pengaruh dari 

perbedaan kondisi yang timbul. 

2. Metode Harga Penjualan ,_Keml.Jalf .(Resale Price Method/RPM). Metode 

penentuan harga transfer ya~g di{hlrufKn d~ngaticp1embandingkan harga dalam 

transaksi suatu produk: 2Yk~ dilak:t1!an antar~, ~ihak:2piha~ yang mempunyai 

hubungan istinl~wa , q~ngaJ harga , jual k~~bali pro~~ te~~ebut setelah 

dikurangi labakotor W'ajar, yang ~~ncetffiinkan il.uJ.gsi, ~set dan risiko, atas 

penj~~lan kembalt.:produk ter~el:mt ~epad~ pili.mc lafu yang tid~ mempunyai 
~<. 

huhungan istimewa atau ,, penjualan kembali , produk yang ,,dilakukan dalam 

, kondisi wajar. ~ondisi yang tepat dalam me~erapkan m~tod6:'harga penjualan 

kembali (ResalePrice Method/RPM) antara lain adalah: 

·a. , Tingkat kesebandingan yang tinggi, antani transaksi aniilra Waj ib Pillak yang 

tliempun~ai hubungad.'istimevva, de:q,gan transak.si antaraW~jib P~j~ yang 

tidak mempunyai hubungan istimewa, khususnya tingkat kesebandingan 

berdasarkan hasil adal~sis fungsi,, , meski~un barang atau ... jasa yang 

dipeijualbel~an berbeda; dan, / 
.. ·;·_.,. ,' 

b. Pihak penjual kembali "(reseller) tidak me!lll.Jerikan nilai tambah yang 

signifikan.·· ... atas b~ang ataujasa)'angdipe~tihlb~llkan; . ... . ···=·· . ·· ... 

3. Metode Biaya-Plus (CostPlus Method)~ Metode penentuan harga transfer yang 

dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh 

perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai 

hubungan istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan 

lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan 

istimewa pada harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan prinsip 
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kewajaran dan kelaziman usaha. Kondisi yang tepat dalam menerapkan metode 

biaya-plus (Cost Plus Method!CPM) an tara lain adalah: 

a. Barang setengah jadi dijual kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan 

istimewa; 

b. Terdapat kontrak/peljanjian penggunaan fasilitas bersama (joint facility 

agreement) atau kontrak jual-beli jangka panjang (long term buy and supply 

agreement) antara pihak-pill,~ yarrgmempunyai hubungan istimewa; atau 

bentuk transiiksi adalah peh?!diaanj~~~ r, ·;' ' . ·:o~·c/c" 

4. Metodt!,Pem~agian Laba (P~ofit§plitMethl:Jd!PSM). :rvi~tode penentuan harga 

transfe;herbasis lapa· tran~ak8ional (Transd~tiona( Profit Method Based) yang 

dilakukan d~ri~11n mengidentiflkasi 1a6~, gabung~ atas trans~si afiliasi yang 

akaD. dibagi ole~ pihak~pihak y~g'mernpunyai hubung~'isti.J.I}e;a tersebut 

dengan , meriggunakan dasar yang ':dapat' diterima ~ecara· · ek~nomi yang 

meml:>erik~m perkiraan p(!mbagian faba yang selayaknya akan teijadi dan akan 

tercermirl. dari. kesepakatan antaf pjhak ~pihak yang tid~l<Pmempunyai hubungan 

istiinewa,"dengan me~ggunakan ihetpde kontrlbusi (cont;ibution profif'split 

method)atau metode sisa pembagian laba (residual profit split method). 

MeiC>de pembagian laba (Profit S;lit Method/PSM) secara khusus haD.ya dapat 
diter~pkan dalam kond~si seb~~ai berikut: .· , 

a. Transaksi antara pihak-pi~_ak yang niempun~ai h1fbungan istimewa sangat 

terkait satu sama l.ain sehingga tidak dimiuigkink .... an untuk dilakukan kajian ~· ' ... . . ' 

secara terpisah; atau 
''v ';·; 

b. Terdapat barang tidak bei'Wujud yang unik antara pihak-pihak yang 

bertransaksi yang menyebabkan ·· kesulitan dalam menemukan data 

pembanding yang tepat. 

5. Metode Laba Bersih Transaksional (Transactional Net Margin 

Method/TNMM). Metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan 

membandingkan presentase laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap 
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penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara 

pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan presentase laba 

bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang 

tidak mempunyai hubungan istimewa atau persentase laba bersih operasi yang 

diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak 

mempunyai hubungan istimewa lainnya. Kondisi yang tepat dalam menerapkan 

metode laba bersih transaksional' (Trcmsac{ional Net Margin Method/TNMM) 
;,:z~i . .;•;;~: •:{;,.~;. 

antara lain adalah: 

a. Salah sahlpihak dalam trans~Rsi hu~ungay,jstime~~ m~lakukan kontribusi 

yang khusus; atau 
.,,". ·':·,;. 

b. S~l,ah satti. pih~ dalarJ transaksi liubungan istllriewa melaki.l~an transaksi 

ya11.g kompleks danmemiliki tiilnsak~'iyang"berhubu11gan ~atu samalkin. 
·L 

Dalatn menerapkan metode penentuan harga transfer yang paling sestiai, wajib 

diperhafi~an hill-hal sebagai heJikut>: 

1. ; Kel~hihan daJ1 kekurangan setiap 111etode; 

2. Kesesuaian lll.etode p~he.ntuan haria transfer dengat1 sifat dasar. transaksi an tar . . . . . . 

pihak yang mempunyai hubungan istimew(l, yang ditentukan .herdasarkan 

analisis fungsional; 

3. Ketersediaan informasi yang handal(sehhbunga]'l;(}engan transaksi antar pihak 
•v""'."C •• "• •• ••''• ' -'• 

yang tid(lk me:rnpunyai hubungan istimewa) untUk men~rapkan metode yang 

dipilih dim/atau metodeiain; 

4. Tingkat keseb·andingan antar~ tr~aksi (llltar pihak yangmempunyai huhungan 

istimewa dengan transaksi aptar pihalc yang tid.ak mempunyai hubungan 

istimewa, termasuk keh~ndalan penyesuaian yang dilakukan untuk 

menghilangkan pengaruh yang material dari perbedaan yang ada. 

Penerapan metode-metode di atas akan menghasilkan harga atau laba wajar. 

Harga atau laha wajar dapat herhentuk harga tunggal (single price) atau dalam hentuk 

rentang harga wajar atau laha wajar (arm's length range/ALR). Rentang harga wajar 
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atau laba wajar dapat terbentuk jika pengujian data pembanding diperoleh dari 

banyak data pembanding. Jika yang digunakan adalah rentangan, maka ditentukan 

harga wajar atau laba wajar dalam antara kuartil pertama dan ketiga yang harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

1. Transaksi atau data pembanding yang digunakan dapat diandalkan; 

2. Didukung dengan bukti-bukti dan ~e~jelasan yang memadai bahwa penetapan 

harga atau laba tunggal tidak dapat'rdilakuJcan. 

4.7 Ruang Ling~up Tran~~l,<si Ter~a1f&TraJ~Jer Prici~g 

Ruang lingkup transfer pricing s~cara llffium· dia;h,rr dala.JJ.1 Peraprran Ditjen 

Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 sebagainl~ka t~iah diub~hdeng(lli Peraturan Ditjen '' ' .·, ' .,. .:.::-· . . 

Pajak Nomor PER~32/PJ/2011 tentang Penerapan Prinsip Ke\Yajarall, 4<m Kelaziman 

Usaha palam Transaksi Antara Wajih: Pajak Deng~n Pih~k Yani•;Mempunyai 

Hubungan istimewa. Pada Pasal 2 a;yat (2) Peraturan di atas dijelaskan sebagai 

berikut: 

''Dalam hal Wajib Pajak melakukan .transiiksi dengan pihak-pih~k. yang 
mem.punyai Hubungan istimewa yangmentpakan Wajib Pajak Dtzlam Negeri 
atauBentuk Usaha Tetap dilndonesia, .Peraturan Direktur JenderalPajak ini 
hanya berlaku untuk transaksiyang dilqkukarl.oleh Wajib Pajak dengan pihak­
pihak yang mempunyai Hub~ngan istiinewa !Jntuk memanfaatkan perbedaan 
tarif pajak yang disek{lbkan antara lain: . . .. 
a. Petlakucm pengenaan PajakPenghasilan final atau tidak fi~al pada sektor 

usaha tertentu; . · ·.. ..... . · .. 
b. Perlakuanp~ngenaanl;f:z]ak Penjualan atasBara~g Mewah; atau 
c. Transaksi yang dilakukan dengan Wajib PajakKontraktor Kontrak Kerja 

Sarna Migas. " ··· . . 

Pada Pasal 2 Peraturan Ditjen Pajak di atas, dinyatakan bahwa terdapat 2 pihak 

yang harus tunduk kepada ketentuan tersebut. Pertama pedoman TP ini berlaku untuk 

penentuan harga transfer (Transfer Pricing) atas transaksi yang dilakukan Wajib 

Pajak Dalam Negri atau Bentuk Usaha Tetap di Indonesia dengan Wajib Pajak Luar 

Negri di luar Indonesia. Hal inilah yang disebut dengan cross border transfer pricing. 
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Cross border transfer pricing inilah yang sebenarnya yang menjadi alasan 

utama mengapa perlu ada pedoman transfer pricing. Perbedaan tarif pajak Indonesia 

dengan negara lain dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk melakukan 

penghindaran pajak (tax avoidance) dengan cara mengatur harga transfer untuk 

memindahkan laba ke negara yang tarif paj aknya rendah. 

Sebenarnya, transfer pricing antar Wajib Pajak Indonesia tidak perlu 
~ .:;;:' 

dikhawatirkan karena pada umumnya, tarifYpajak yang berlaku sama saja. Namun 

demikian, dalam kasus terteniu, :hi1a ~~j~ t~ansft;;r priCing antar Wajib Pajak di 

Indonesia digunakan;l.mtuk.ffien~hd~ paja;k. . >· 

Oleh karena i~, p~a ~;~sal ~Cayai (2) Pe~~k-~1,1 
.'/""• ' ','' 

DiB~n :Pajak terse but 
dinyatakarl juga kond.isi kedl1a dfrnana• ped~1nati.transj~r pflcing,hu ~isa diterapkan 

untuk transaksi'antar~' Wajih Pajak y~gg berhuburtganistimewa di hldonekia yang 
dapat mema:faatk.b perbedaan tadfhal. yang disebutkan di aU:s .. , . ·. 

Apabiladicermati, perbedaan masalah ruang lingkuppedOinan transfer pricing 

pada PER-43/PJ/2010 denganPER~32/PJ/2011 adalah bahwa pada PER.-43lPJ/2010 

tidak m~mbedakari tran;~si aiitara pihak~pihak. )'ang me~lilci hubungan istinlewa, 

apakan ,cross b,order transfe;'•pricing atal1 trdn.sfer prici~g di dalam ,.neg~ri. Dengan 

demikian, · sifat dari perubahan .• yang dilakukan PER-32/PJ/2011 adalah 

mempersempit ruang lingkup kondisi yang liarus tunduk pada pedoman transfer 

pricing. 

4.8 DokuD1entasi dan Pefaporan TfansferPric~ng 

. . .. 

Ketentuan umum ten tang kewajibah pe1nbukuan dan penyimpanan dokumen 

perpajakan diatur dalam Pasal 28 Undang-U:Ildang Ketentuan Umum dan Tata cara 

Perpajakan. Hal ini dipertegas lagi di Pasal 10 ayat (1) PP Nomor 74 Tahun 2011 

yang menyatakan sebagai berikut: 

"Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan 
dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang 
dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan 
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selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan a tau tempat 
tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak 
badan." 

Khusus tentang dokumentasi atas transaksi yang dipengaruhi hubungan 

istimewa, PP Nomor 74 Tahun 2011 mengatumya dalam Pasal 10 ayat (2) sebagai 

berikut: 

' ' 

"Dalam hal Wajib Pafak ¥netaliJkal} tran,§aksi dengan para pihak yang 
mempunyai hubunganistirfzewa<!fltmgan Wl1}ib Pajak]!)kewajiban menyimpan 
dokumen lain sf!bagdjman(}; dima'ksudpada ayat :(1) meliputi dokumen dan/atau 
informasi thmlJahan untuilrfzendukurl"gbahl'Va.fransakSi ya~g dilakukan dengan 
pihak yang .mempunyai .. hubungan lstimewa > telah , sesllai dengan prinsip 
kewajaran darlkelaziman 'U$aha. '' · ·· ·:, ., 

Sebagai ketentuan pelaksan~~'; PP Nomor 74' Tahu~ 2Qll ~endehigasikan 
pengatuTannya kepada Peraturan Menteri Keuangan ~ebagaimana di~tur'dalam Pasal 
10 ayat{3). Ketentuan teknis tentang hal ini telah diatur dalam Pearturan Ditjen Pajak 

Norp,or PER-32/PJ/201 f tentallg Peiubahan Atas Per(lturan Dit"ektur Jendeial,Pajak 
;, 

Nomor Per-43/Pj/2010 Tentang Penerapan PrinsJP Kewajaran diiD. Kel~an Usaha 
Dal~ TransaksiAntara Wajip Pajak bengan Pihak Yang Mempunyai HJbungan 
istimewa. 

• • u. 

Analisis kesebandingiUl yang dilakukm oleh Wajib Pajak yan~ melakukan 
..... . 

transaksi dengan pihak yang meiiJ.iliki h~bungan istime~a wajib didokumentasikan 

oleh Wajib Pajak.Dokmnentasi ini:tneliphti l~gka}l-,langkah; kajian; dan hasil kajian 

dalam melakukan analisis .kesebandingm da:n penentuan pembariding, penggunaan 

data pembanding internal da:n/at~u. ,<lata pemb~hding ek:sternal serta menyimpan 

buku, dasar catatan, atau dokuiri.e:nsesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Wajib Pajak juga wajib mendokumeniasikan langkah-langkah, kajian, dan hasil 

kajian atas faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesebandingan dan menyimpan 

buku, dasar catatan, atau dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pasal 18 ayat (5) PER-32/PJ/2011 menegaskan bahwa dokumen penentuan 

harga wajar atau laba wajar yang harus disediakan oleh Wajib Pajak sekurang­

kurangnya mencakup: 
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1. Gambaran perusahaan secara rinci seperti struktur kelompok usaha, struktur 

kepemilikan, struktur organisasi, aspek-aspek operasional kegiatan usaha, daftar 

pesaing usaha, dan gambaran lingkungan usaha; 

2. Kebijakan penetapan harga dan/atau penetapan alokasi biaya; 

3. Basil Analisis Kesebandingan atas karakteristik produk yang dipeijualbelikan, 

hasil analisis fungsional, kondisi ekonomi, ketentuan-ketentuan dalam 

4. 

5. 

kontrak/peijanjian, dan strategi usaita. 
')_;,: 

Pembanding yal).g terpilih; 

Catatan mengenai penefapan m~tode:"ipenenfuan harga w(\jar atau laba wajar 

yang dipilih'6leh Wajil? P~jakseJa al~~an pinolakaJ. nietod~yang'tidak dipilih. ~·- -·- • c .: /. '·. '·''?</, -'": • 

Berdasarkan Pasal 19: 1 PER~43/PJ;~Ol0, Wajib Pajak wajib,, melkporkan 

transaksi yang .. dilakukannya . dengari: pih~k:.:pihak. yang menipiin,yai' :hubungan 

istimewa dalam SPT Tahunan PPh sesclai dengan ketentuan perutl~<PJg-ulidangan 
perpajakan yang berlaku, 

· ... I)alam S.J:>T Tahunan PPh Badan,, Wajib Pajhl<: yang memiliki transaksidengan 

pihak yang mempunyai hubungan istimewa, hanJ,s membuat lampiran khusus, yaitu: 

1. Lampiran khusus 3A. Dalam lampiran ini Wajib Pajak menginformasikan 

pil:lak-pihak mana saja yang memiliki hubungan istimewa dengan \¥ajib Pajak, 

dan rincian transakst dengan pihak yang memiliki hubungan istiinewa. 

2. Lampiran khusus ~A-1. Lampiran ini berisi infoJ:masi·dalam ~entuk cheklist, '···· _,..... ,.__ .,_ . -.. ·•····· 

dokumentasi apa' saja yangtelah dibuat Wajib:Pajak terkait transaksi dengan 

pihak yang mei)Jiliki huoi.irtgan istimewa: 

3. Lampiran khusus 3A-2. Lanl.piran iniadalah pemyataan transaksi dengan pihak 

yang berkedudukan di negara Tai' Haven Country. 

Pada PER-32/PJ/2011 Pasal18 menyatakan bahwa: 

(1) Wajib Pajak wajib menyelenggarakan dan menyimpan buku, catatan, dan 
dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang KUP dan peraturan 
pelaksanaannya. 
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(2) Termasuk dalam pengertian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi dokumen yang menjadi dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan 
Kelaziman Usaha pada transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai 
Hubungan istimewa. 
(3) Wajib Pajak wajib menyampaikan dokumentasi dalam melaporkan 
transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang terdiri dari satu set 
dokumen induk dan satu set lampiran dari dokumen induk. 
(4) Wajib Pajak dapat menentukan sendiri jenis dan bentuk dokumen yang 
disesuaikan dengan bidang usaharwa sepanjang dokumen tersebut mendukung 
penggunaan metode penentuart{Harga'\'wajar atau Laba wajar yang dipilih, 
termasuk laporan k((yangan yi:tng tet;~egmerJtasi. 

-~,;>;:c 'X/--! 
' '--'$~.; 

Sampai dengan saatfni, belufliti'Ma pyraturan yang·menega~kan .kapan dokumentasi 

transfer pricir~:g. h~~ di lap6r~~. Se~gga' ·!idak ~~a per~wran yang menegaskan 

bahwa ,dokurtt~ntasi (transfer pri<:ing '·1lam~'>4ilapo;~8n b~~amaarl• dengan SPT 

Tahunart, PPh;,badan, •· PER-32/PJ/2011 . banyf mehyebutkart;,, ke~ajiban. untuk 

menyamp~ikan dokirmen yang menjadi dasar penerapari p~ip kewajaran dan 

kelaziman u~~a pada transaksi dengah, pihak-pihak yang mempl.iiiyai hubungan 

istimewa. 
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BABV 

ANALISIS PENCARIAN DATA PEMBANDING DALAM DOKUMENTASI 

TRANSFER PRICING (STUDI KASUS PADA PT ABC) 

Pada bab ini peneliti akan memfokuskan kepada analisis yang dilakukan 

pada langkah-langkah pencarian data, pymbanding dalam dokumentasi transfer 
~ ,· ,,·..;:" c ' 

pricing, terutama implen::tentasi p~da PT ABC :qytuk dapat menerapkan prinsip 

kewajaran dan kel!lZimari' rtsah~3 dalatii\ tramaksi ~tara Wajih, Pajak dengan pihak 
""' ; ,'"-"1:,' 2::~:; 

yang mempunyaihubuftgan isthnewa. Anali~is dilakuk;a!l atas'}kompilasi antara hasil 

studi literafur, d:rigan petunjukyang diterbithn ol~h oi~anisasi multilateral (OECD), 

dengan' perahrran yang';tflah ,dikelua;~an '• oleh pemerintah, s~ha h~sil, wawancara. 

Berikut ~dalah pen::tbahasannya secara leJ1gkaP?. 

5.1 Analisis, Langkah-Langkah dan,' Kendala-Kendala Pencarhm Data 

, Pembanding Dalam Dokumentasi Tran$fer pricing Pada PT ABC ' ' ,_· . : :•:_•' ,, 

Langkah-langkah pencarian data pembat1dingterkaitdokumentasi transfer pricing 

dan kendala-kendala yang dihadapi' dalam proses pencarian data pembanding PT 

ABC dirangkum oleh peneliti pada tabeld,ibawah ini: 

No 

1 

TabelS.l 

Rangkuman Lang~h-La,ngkah dan,Kendala-Kendala•,, 

; Pencarianpata ~embaiJ.ding 

Langkah-Langkah PencaHan .Data Kendal~-Kendala Yang Dihadapi 
Pembanding Dalam Dokumeritasi , Dalam Proses Pencarian Data 
Transfer Pricing PT ABC Pembanding PT ABC 

Menentukan 5 faktor kesebandingan a. Mempertimbangkan ciri -ciri 
yaitu: fisik barang, kualitas barang, 

a. Karakteristik barang/ harta berwujud daya tahan barang, tingkat 

yang dipeljualbelikan; ketersediaan barang dan j umlah 
penawaran barang; 

b. Analisis fungsi, aset dan risiko; 
b. Mengidentifikasi dan 

--·- -
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c. Ketentuan-ketentuan dalam kontrak 
dan peijanjian; 

d. Keadaan ekonomi; 

e. Strategi usaha. 

internal. 

61 

membandingkan kegiatan 
ekonomi yang signifikan dan 
tanggungjawab utama yang 
diambil oleh pihak-pihak terkait 
dengan pihak-pihak yang tidak 
terkait; 

c. Menganalisis tingkat tanggung 
jawab, risiko dan keuntungan 
se,tiap kontrak; 

Id~htifikasi kondisil keadaan 
~~ononil Y<tng relevan dengan 
niempe,rhati®¥ffi k~adaan 

. geogr@s, lu~s pas(.lf, tingkat 
p~rsau;_gan, ting.kaf'permintaan 

=~~; ..... 

dan penawaran ~erta' tingkat 
.. ketersedia(lll }:s~pen~ganti; 

e. Identifikasi~trategi u~aha yimg 
dilakukar1 PT ABG'dengan 
piha:k terkai(4an pihak tidak 
terkait. 

Mdakukan review, apakah ada 
in,ternal comparable yang 
dimiliki oleh PT ABC, apabila 
tida:k ada menggunakan 
eksternctl ~ompa;able; 

Dat~yang digunakan dalam 
P~11elitiai1 ini>adalah data 
eksternal yaitu database. 
Masalatmya adalah data dari 
database komersial ini selalu 
berubah-ubah karena selalu ada 
update perusahaan yang masuk 
dan keluar; 

c. Diperlukan penelusuran ke 
website untuk mengecekdata 
pembanding; 
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4 

Pemilihan metode transfer pricing. 

Penggunaan database. (untu.te:ekstenial 
comparaf?le ): 

'). 

a. Menggunakan k~yword~: . 
polyethyle~e danpolypropyl£I7J.e; 

b. Pencarian berdasarkan 1¢tak 
wilayahlgeografis yaitu Far East 
and Central Asia; 

c. Independensi perusahaan Y1Ulg tidak 
dikendalikan dengan" perusahaan 
lain; 

d. Legal status; 

e. Mencari perusahaan yang bergerak 
di bidang trading; 

f. Eliminasi perusahaan yang 
mell:galatni kerugian lebihdari satu 
tahllh dalamtiga tahun terakhir; 

g. Membaca detail bisnis pe1Usahaan; 

h. Menolak pembandingyang tidakc 
memiliki laporan keuangaD. yang 

d. Hanya percaya pada database, 
sehingga tidak dapat 
dipertanggungj awabkan. 
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Memilih metode terbaik yang 
mempunyai data yang paling akurat, 
dengan hasil yang paling handal, 
mempertimbangkan penyesuaian 
yang material, tingkat penyesuaian 
y~g diperlukan. 

p~,rsis samad,engan PT ABC; 

K;sulit~n dJ~ 111emilih 
ri~~ara-;negara yarig memiliki 
tffigkat:ekonollli, harga pasar, 
kultur/ btidaya'ya~g saD.la 
dengan PT ABC; 

. ·' : 

c; Penentuan perusahaan yang. 
bell.at:-ben~r independent; 

Masih adanya perusaha~ yang 
suda:h tidak aktif.tetap acia di 
daftar database, sehill.gga 
diperlukan data perusahaan yang 
masih aktif; 

Bedl.~aninya fungsi yang 
dijalall.kan perusahaan, yaitu 
tnaiiura1ffi1r, j~~; dsb; 

Petusahaan: trading seharusnya 
tidak lilgi kecuali dalam kondisi 
tertentu; 

jelas· p tu fu . d . "k ' g. enen an ngs1, aset an ns1 o 
1. Menolak perusahaan yang bangkrut, pembanding yang sama dengan 

merger, dan akusisi. PT ABC berdasarkan bisnis 
perusahaan; 

h. Untuk menghitung harga wajar/ 
laba wajar harus memiliki 
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laporan keuangan yangjelas. 
Maka, dalam mencari 
pembanding, kendala yang 
dihadapi adalah PT ABC harus 
memiliki laporan keuangan data 
pembanding yang jelas; 

1. Mengidentifikasi perusahaan 
pembanding yang bangkrut, 
merger dan akusisi karena pasti 
akan. befljeda dengan PT ABC. 

.. . .,/'~ . 

5.1.1.Faktor-FaktorYang Menelltu.kan Keseb~~nding~n 
.··._y::<-

Wajib P~j1;1k yangmelakukan transaksi dengan pih~k~~ihak yang memiliki 

hubungan istime~a, w~jib menerapkan prinsip kewajaran dan kelazinlari usaha. 

Langkah: pertama dal~m menerapkan prinsip ini adalah melakukan analisis 

kesebaJ1dingan (comp~f~hility:'~nalysis) seb~ium.Wajib Pajak menentilldmm~tode 
pen~ufuan h.M-ga; transfer (transfer pricirzg).. yang tepat.> Menurut b.asiJ waw~cara 

.. .. . . '·. . . ··< ··;:).': :J 

dengan Bapak Bemardus Bawono Kristiaji mengenai comparability analysis adalah 

sebagai bepl(llt: 
. ~·· ·. 

" ... Comparab#fty analysis is th~ beart of application arm's zllzgth principle. 
Pada OECDjui{a kita dapatmelihat disitu pada articl£J 9 OECD.TP Guidelines 
implisitly mencaripirbandingimdengan arm's length principle;;.'' 

Analisis kesebandingan adalah analisis yang dilakuk~m oleh Wajib Pajak 

atau Direktorat Jenderal Pajak at~skondisi d~lam transaksi yang dilakukan antara 

Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk 

diperbandingkan dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak 

yang tidak mempunyai hubungan istimewa, dan melakukan identifikasi atas 

perbedaan kondisi dalam keduajenis transaksi dimaksud. 
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Comparability analysis terkait transfer pricing dapat ditemukan pada 

Chapter 3 OECD TP Guidelines 2010. Dalam chapter tersebut dikatakan bahwa 

pembanding digunakan untuk analisis kesebandingan. Menurut Bapak Bemadus 

menambahkan bahwa: 

"Pada OECD 1995 hanya mengungkapkan mengenai 5 comparability factors, 
internal dan eksternal. Sebelum,;;':OECP 2010, ana/isis kesebandingan tidak 
punya chapter sendiri. Pada OECD'201:@c Comparability analysis ada di ,, ',;;.-:; ;/', 

chapter 3. · i' . 

~ . . ~ '~ : . '' ' 

,,, _ <:~:,;.-r;~':,· :JS>.- :2 
Dalam mel3:!rukan ailalisis k~seb~dingan Uri s~cara ,garis besar harus 

mempertimbangkan fa!ctor yailg me~eri:tut6n k:e§,~bandin~an ~~bagaimana yang 

dijelaskan pada OEcfJ''rp Guid~lines2010 para~i:zph 133 .sampai dengan 1.63 

factor deterfiJ.inirzg companJ;bility,Ya~g d.i§impuikan ol~h ~en~iiti, seba&~i be'rikut: 

. . . . . ·, 

1. Karakteristik barang I harta Berwujud yang diperjual belikan 

Dal~m menilai daJ1· meng1fualisis karakteristik barang, b~ik berwujud 

maupun tidak perwujud, d~jasa, harus dilakukan ~alisis terhadapjenis b~ang atau 

jasa yang dipeljualbelikan, dialihkan, atau dtserahlrnn, baik oleh pihak~pihak yang 

mempunyai hubungan istimewa maupun .:oleh pihak~pihak yang tidak mempunyai 

hubungan isfimewa. Untuk harta betwujud, penilaian darranalisis karakteristik barang 

harus mempertimba#gkan ci~-ciri dsik bar~ng; kualitas lJ~rang,' ·daya tahan barang, 

tingkat ketersediaan barang dan jumlah penawaran barang. Se1nentata· itu penilaian 
=...: 

dan analisis karakterisi:ik barang/harta tidak berwujud, harus · mempertimbangkan 

antara lain jenis trans~ksi, jenis barang''tak berwujlJ.d~ang d1serahkan, jangka waktu 

dan tingkat perlindungan yang diberikan, :dan potensi manfaat yang akan diperoleh 

dari penggunaan barang tidak berwujud tersebut. Untuk jasa, yang harus 

dipertimbangkan adalah sifat dan j enis j as a serta cakupan pemberian j as a. 

PT ABC membeli dan menjual barang berwujud berupa polyethylene dan 

polypropylene yang merupakan intermediate chemicals. PT ABC mempunyai 

kualitas barang yang bagus karena barang yang dipeljualbelikan dibuat dengan 
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teknologi yang tinggi. Barang yang dipeijualbelik:an oleh PT ABC adalah untuk 

membuat macam-macam plastik sebagai ending product, misalnya: plastik binatu, 

pembungkus makanan, kertas dan lapisan foil untuk kotak susu, paket makanan 

ringan, pembungkus sampah dan kantong jinjing, wadah seperti bak mandi, ember, 

dan botol, serat untuk filamen dan karpet, komponen untuk mobil dan peralatan 

rumah, peralatan elektronik untuk rumah, dan film untuk kemasan dan botol. PE dan 

PP adalah produk turunan dari oil ,sehingga fl.Uk:tuasi harganya sangat tergantung dari 
A•,:/ ;' 

oil. 

Produk PE ,di)ual {~ada ~~fketiga,~'!;edan;:k.,.~produk PP dijual 

seluruhnya kepaga ~thak t~r~ait sehin.g~~ produk t~rsebl).t m~mililci karakteristik 
·._ . ~ ·, .-;~.. . ~ ~/ 

barang danharga yarig"berbe~K 

2. AIJ.alisis Fungsi 

Dalam melakukan penilaian dati analisis . fungsi ifunctiondl aha lysis) ini, 

harus dilakukan analisis, dengan mengi~entifikasi dan membanding]mri ;kegiatan 

ekonomi yang sigmfikan dan tanggung j~'Wab utama. :yang diambilatau akan diambil 

oleh pihak-pihak yang rriempJny~i lm~ungari istim~wa dengan. pihak-p~~ yang 

tidak'·mempunyai hubungan istimewa. Kegiatan ekonomi dianggap s'igruttkan dalam 

hal kegiatan;tersebut berpengaruh s~cara. maferial'pada harga yang ditetapkan 

dan/atau laba yang diperoleh dari transaksi ?ang dilafukan. Beberapa h~l yang perlu 

dipertimbangkan dalam melakukan pen!laian dan a11alisi~ furig~i ini adalah : 

1. Struktur orgawsasi; 

2. Fungsi-fungsi utama yang dijalanJqm oleh su~tu perusahaan seperti desain, 

pengolahan, perakitan, pe.J1elitiai1, pehgembangan, pelayanan, pembelian, 

distribusi, pemasaran, promosi, transportasi, keuangan, dan manaj em en; 

3. Jenis aktiva yang digunakan atau akan digunakan seperti tanah, bangunan, 

peralatan, dan harta tidak berwujud, serta sifat dari aktiva tersebut seperti umur, 

harga pasar, dan lokasi; 
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4. Risiko yang mungkin timbul dan hams ditanggung oleh masing-masing pihak 

yang melakukan transaksi seperti risiko pasar, risiko kerugian investasi, dan 

risiko keuangan. 

Analisis fungsional adalah analisis fungsi, risiko dan aset yang dilakukan 

melalui fakta pencarian dengan diskusi atau wawancara dengan personil terkait atau 

mengamati data tertulis dan informasi~ miffilk mengidentifikasi bagaimana fungsi, 

risiko dan aset dibagi antara' entitas ~~~g'terfi~~.t dala.tn melakukan transaksi antar 
' . ' -~>-.'{ 

perusahaan yang dilaporkan. 

Anal.i"sis ini ili.enggamb&kan fakia;fakta seputar transa~i yang relevan dan 
;~'::· ·,; _,· ·,·.-;,;, .. :.: ., ·, :· '"<·--·( ~ 

penting . dalarh me1a'k:u.kan analis!s K,esebandi~gan .. Dengan memahanii:. fungsi, risiko 
' ., . ····'.<···· ·;:- .·. ..:'' -:.: 

dan as~tdari pihak diuji:dalam mel~gu~an · tf~~saksi diuji, dihatap~ rirituk mencari 
,.,·... ···.·.: . ·::' . ···: .. 

perusah~aifyang sebanding yang men'lilikifungsi, risiko'; dan asetyang sa$a·dengan 

pihak yang ~li-uji dalam mei~kan tra~~~ksi dill.ji. Hal ini juga dak~t digunakan 

sebagai . alat untiik menilai perlu atau tidaknya penyesuaian untuk mendapa*an data 

pemband,ing yang lebih tepat.. Analisis fungsi,, asetdan risikb$angat ~entin~karena 
beberapa alasan, an tara lahl: ,. 

1. Untuk memahami fungsi yang dilakukan oleh setiap pihak terkait, biasanya 

berhubungan dengan risiko yang ditanggung. Di pasar terbuka, faldor,. faktor ini 

mu~gkin memiliki dalnpak ya~g ~igniftka#:terhactaplaba; 
2. Untuk memahami bisnis pihak yang ai~ji. FUilg1;i; aset dan risiko yang 

ditanggung ~angat pe~ting · dalam fuemilih transaksi,dan!atau perusahaan yang 

sebanding tidak terkendali; 

3. Analisis fungsional mem.bantu da1am meniilih metode transfer pricing yang 

paling tepat untuk menentukan rentang kewajaran harga/ keuntungan 

berdasarkan fakta dan keadaan. 

FAR analysis ini adalah hal yang paling penting dalam Comparability analysis, 

sebagaimana telah disampaikan oleh Bapak Untoro sebagai Konsultan Pajak dari 

Danny Darussalam Tax Center bahwa: 
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" ... Faktor yang sangat penting dalam Comparability analysis adalah FAR 
analysis .. " 

Oleh karena itu, sebelum melakukan pemilihan metode, peneliti membuat FAR 

analisis terlebih dahulu. 

A. Fungsi-Fungsi PT ABC .. 

Fungsi-fungsi yang dilakukanolehPTAHC adalah:~ebagaib~rikut: 

1. Pembelian da11 Penjua]~ ····.·· ... . .. 

Pt ABd· menJiiki fung;i~pembelfanlp;ocuremehcyang bertariggungjawab 

atas negoisasi hMga dah kegiatan. 1ulministrasfilainnya yang berkaitan · dengan 
. . 

pembelian seperti purchase order. Selah~. melakukan pembelian, P'I' AB,C juga 

melakukart fungsi penjualan. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan 

mana get:. PT ABC, dikatakan bahwa: 

HPT ABC melakukan pembelian PE dan PP dari.ABM dan kemudiaitmenjual 
ke pihak ketiga (untuk produk PE) dan ke ABN (untuk produk PP) di 
Indonesia." · 

2. Pemasaran 
' . ,::. . . 

Secara umum, pemasaran meliputi kegiatan, a.ntara lain, melakukan riset dan 

strategi pasar; a11alisis kepiiasan pelanggan;. prompsi prqduk: melalui iklan untuk 

meningkatkan penJualan perusahcian d~n :·pangs~ pasar., membuat re-order dari 

pelanggan yang ada, mendapatkan pelanggan barn, dan memelihara kuat hubungan 

dengan pelanggan yang sudah ada. PT ABC tidak melaksanakan kegiatan pemasaran 

pada produk yang dijual kepada pihak terkait, tetapi melakukan kegiatan ini untuk 

penjualan ke pelanggan pihak ketiga. 

3. Fungsi Manajemen Umum 
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PT ABC melakukan fungsi manaj em en urn urn secara mandiri, misalnya 

fungsi keuangan dan akuntansi, fungsi sumber daya manusia, fungsi harian 

administrasi, dan fungsi teknologi informasi. 

B. Risiko-Risiko PT ABC 

Risiko adalah faktor bisnis yang dapat menjelaskan kemungkinan kerugian 

perusahaan. Berikut ini menjel~~kan ri~pco i!,saha yang terlibat dalam sehubungan 

dengan transaksi diuji; · 

1. Risiko P~~~f /: , .. . . ; . . 'ii.· , ~ . 
Risiko pasat adalah risiko yang timbuL akibaf ketidakpastian di pasar 

termasuk fluktUasi dalam {permin!aan, pasokan ·.dan hargi Risiko ini. terjaqi ketika 

sebuah perusahaa'n tergantung den~~ri •• kondi~i penjualan yang merhgikah, permintaan 

yang. tnerugikan dari ~elangg@, atali tid~k mampu mel~falli,Pelanggan yang 

ditatgetkan. 

PT ABC m¢nanggungnsiko pasar, y~ng dianggap tinggi.dalam·industri ini. 

Kes1lksesan perusah~~ dan J.<:eunttirigan s~ngat tergailtung pada fliik:tuasi harga pasar 

bahan baku (etilen) dan produ(PE. Etiien ~dalah 1Jahan terbesar p;~du:kPK Harga . . 

etilen berkontribusi sekitar 90% dan biaya produk PE. Harga etilendan harga PE 

berfluktuasi· setiap saat. . Ketiki. hatga etilen meAingkat secara signifikan melebihi ,. : . <= ... 

harga PE, PT ABC akal}menderita kerugian·karena menjual produk PE dengan harga 

lebih rendah dad biayi manufa1ctur. Hal ini 'dikafenahm penjualan PT ABC 
·l • . 

berdasarkan ICIS prictng. ICIS pricing adalah harga, yans mencakup semua pasar 

kimia termasuk olefill, aromatic; plastic, pelarut dan intermediet 

(www.icispricing.com). 
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2. Risiko Kredit Macet 

Risiko kredit macet terkait dengan potensi kerugian yang berhubungan 

dengan tidak tertagihnya piutang tersebut. Untuk penjualan kepada pihak terkait, PT 

ABC tidak menanggung risiko kredit macet kepada pihak terkait karena umumnya 

pihak terkait membayar faktur pada waktu yang tepat. PT ABC menanggung risiko 

kredit macet dalam kaitannya dengan penjualan ke pihak ketiga. N amun, karena 

sebagian besar jangka waktu pembayaran' diafur atas dasar kas, risiko ini dianggap 
kecil. . . . . if· . ,•JJ 

C. Aset-AsetPT ABc'<i 

Aset menca1cu;>aktiva be~jU.d Q.an riktiva tida].( ber\Vujud yang digunakan 

dalam operasi bi~nis. PTABC memiliki ~~ntor dan perlatan dart perl~~gkapan kantor 

seperti komputer; mesin print, dan sebagainya untuk menunjang operasi bisnis yang . . . . . ·.· 

dilakukan PT ABC sebagai harta berwujud. PT ABC tida.k memiliki harta tidak 

berwujudkarena kegiatan yang dilahlan PT ABC hanya sebagai distriijutor: 

3. !(etentuan-ketentuan dalam kontrakl perjanji~n 

Dalam melakukan penilaian dap analisis>atas ketentuan-keterituan dalam 

kontrak/peljanjian, hams dilakukan 'analisis terh(ldap tingkat tanggung jawab, risiko, 

dan keunturigan yang dibagi antara pih~k-pihak yang memp1lnyai hubungan istimewa 
.. ' . . . ·.. . ·~ . 

untuk dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan dalam. kontral:Jpeijanjian yang 

dilakukan oleh pihak~piha}(yang~ida~mempunyaihubungahistirrlewa, yang meliputi 

ketentuan tertulis dari tidak tertulis. 

Syarat pembayaran untuk pe11Jualanke pihak terkait-yang ditetapkan sebesar .. . . 

30 hari untuk ABN. Untuk penjualan ke piliak ketiga, jangka waktu pembayaran yang 

sebagian besar ditetapkan atas dasar kas. Pembeli tertentu diberikan jangka waktu 

pembayaran 30 hari. Jika pembayaran dilakukan melalui Letter of Credit ("LC"), 

jangka waktu pembayaran ditetapkan pada 90 hari. 

4. Keadaan ekonomi 
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Dalam melakukan penilaian dan analisis keadaan ekonomi, harus 

diidentifikasi kondisi ekonomi yang relevan, seperti keadaan geografis, luas pasar, 

tingkat persaingan, tingkat permintaan dan penawaran, serta tingkat ketersediaan 

barang atau jasa pengganti pada transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang 

mempunyai hubungan istimewa dengan transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak 

yang tidak mempunyai Hubungan istimewa. 

PT ABC menjual selurull PE4~ PP Un.tuk pasar domestik. Kekuatan pasar, 
' ;;_,_ :· < './:-~:.· ,_ 

seperti kompetisi, tingkatpenawar~. d;n:-permiil:taati;:; per~turan, dll adalah berbeda 

an tara pasar dome~iik dan 1u:i- m~geri ap~bila pe~ahaan··~~nggunakan !CIS price 

sebagai dasar menet~pkari;harga. p~~'ualan da~r p~fheda~ ~ecara signifikan 

mempengaruhi harga produk yang ditransak:sik.~n didani pasar im. '· , -~ ,·.·?.o . . '· , .. · .;: , ''·· .• 

5. Strategi Usaha 
. . . . . 

···Penilaian dan analisis atas strategiusaha, harus dilakukan antara lain dengan 

mengidentiftk:asi inovasi dan pengembang~ produk: ba.fu, tingka( diversifikasi 

barang/jasa, tingka! penetrasi pasar, dart lcebij~k~h7kebijakaJ usaha l~ya, yang 

teljadi padapihak-pihak yang mempunyai h.ubUilg~ i~timewa dan pihak-pihak yang 

tidak mempunyai hubungan istimewa •. 
/·. 

Dala1TI menjalankan ttsahanya, PT f.BC. melakukan penetrasi pasar. 

Penetrasi p'asar adalah upaya untuk meningR:iitkari penjualanya at~s produk dan pasar 

yang telah tersedia melalui usaha.;us@.a . pem~saran .. yang lebih agresif. 

(Perreault/McCharty, ~008; 63) 

Dengan mengetah.ui .? Jakt~rkesebartq~gan tersebut di atas, maka kita dapat 

mempertimbangkan metode ·apa·yang aka11. dipilih untuk transaksi yang dilakukan 

oleh PT ABC. Tetapi sesungguhnya, larigkah mana dahulu yang dilakukan dalam 

mencari data pembanding tidak baku. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Untoro, 

yaitu: 

" ..... Ending dari Comparability analysis itu tersebut kita tahu comparability 
tersebut seperti apa, sehingga dapat mempertimbangkan metode apa yang 
akan dipilih. Tapi hal itu tidak baku, ada yang bilang Comparability 
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5.1.2. Pemilihan Metode Transfer Pricing 

OECD TP Guidelines menyatakan bahwa: 

"The arm's length principle does not require the application of more than 
one method for given transaction (or set of transactions that are 
appropriately aggregated following the standard described at paragraph 
3.9), and in fact undue reliqnce on such an approach could create a 
significant burden for tqxpayers. fihiis, these Guidelines do not require 
either the tax .f!:p:amineri~(>r taxpayer to,.perfqrm analyses under more than 
one method. :Wfzife in•some :gases theY;select'ion oEa method may not be 
straightforvvprd al{4 more t~lJ.~.one method may be initially considered, 
generally iliwill be·'R'Qssible tllselect one Tb;ethod that is:~pt to provide the 
bes(estimatibn ofcili.arm 's lengthpfjce. "(OEC1) TP Gitidelines, OECD, 
July2010,paragraph 2~11) · ··· · ·· ······ '':.: · ··· 

·.> ·, '· ,_,· :- ' 

Dalam m~nganalisis apakah tiaalsaksi ~ntar perusahaan memenuhi prinsip 

harga wajar, W~ibPajak harus memilih ritetode transfer pricing yan~f'1nenyediakan 
hasil yang paling dapat diandalkan, dengan mempertimbangkan kualitas .. data yang 

tersedia dari tingkat.akurasi penyesuaian. 

Dalani>pemilihan metode yang paling tep11t terdapat limitation: yaitu 

mengepai what is. the besi method, which data i~ most ~ccurate, what result~ ,are ost 

reliable, what adjustment are material, what1evd of adjustments are [gqu{red to 

obviate the use of interquartiles, and how objective atethe judgements exercised by 

taxpayers (Marc and Steven, 201 O, 44). Oleh, sebab itu, hal-haltersebut dapat menjadi 

pertimbangari dala;n pemilihan 1lletode y~rig paling tep.at. 

Dalam analisis ini, peneliti menggunakan ekstenzal comparable. Data 
. .·. :··.. " " ' 

eksternal yang dap~t digunakan oleh ~T AJ;3C dal~m mencari data pembandingnya 

adalah database. Hal ini didukung dengan pendapat Bapak Bemadus bahwa: 

"Apabila melihat dari transaksi yang dilakukan oleh PT ABC, maka 
seharusnya PT ABC menggunakan eksternal comparable. " 
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1. Metode Perbandingan Harga antara pihak yang tidak mempunyai 

Hubungan istimewa (Comparable Uncontrolled Price/CUP) 

Berdasarkan OECD Transfer Pricing Guidelines 2010, hasil dari penerapan 

metode CUP umumnya akan menjadi ukuran yang paling langsung dan dapat 

diandalkan dengan harga ketentuan pasar yang wajar untuk transaksi dikendalikan 

jika transaksi tidak terkendali mern.iliki perbedaan material dengan transaksi 

terkendali yang akan mem,pengaruhF:H~ga :~tauji~a aq~ perb~daan hanya sedikit yang 

memiliki efek tery:entti; dan$hlcup ~4'ipastik1h pad~ h~~a da~pe.1:Jyesuaian yang dapat 

dibuat. 

Metode. CUE. mdtupak~tt perli~ndingan harga langsl.lng ·yang mempunyai 

kesebanduigan yang tinggi antara trarisaksi terkend~Ji d~Htida~ terk~11dali. Sebuah 

transaksi y~g tiqak terkendali. umumnja dianggap sebagai. seb~ding dengan 

transaksi.terkendali imtclc tujuari metode CUP jika salah satu da~ dua kondisi ini 

terpenuhi: (l)tidak ada perbedaan. (jika ada) antara transaksi yang dibandingkan 

secara material dapat inempe~i?:aruhi harga di pasar terbuka, atau (2) penyes'g.aian 

yang \.vajar dapat dilakukan untti.}{ menghilangkan efek mat~riaLdan perbedaan 

tersebut. Namun, apabila perbedaan material antara transaksi yang dapat diandalkan 

tidak dapat .dibuat penyesuaian, metode CUP umumnya tidak akan me~berikan hasil 

ketentuan pasar yang wajary~g da~~t di~dalk~rl. Faktor perbandingantertentu yang 

mungkin san~at relevan dengan 1lletode • CUP adalah karakteristik produk dan 

kualitas, syatat kontrak, konqisi pasa;,>pasar geografis,:tang~~l tran~aksi, sehubungan 

dengan transaksi tidakberwujud, dai1 risiko mata·uang asing. 
'" ,, 

Data pembanding dalam metode CUP dapat diperoleh melalui dua sumber, 

yaitu: (1) Wajib Pajak yang ingin menggunakan metode CUP hams menyiapkan 

analisis transaksi yang tidak terkontrol prospektif dan membuat penyesuaian data dan 

(2) Dalam menentukan transaksi yang tidak terkendali dapat menggunakan ''public 

exchanges and quatation media". 

"Comparable data can be obtained from two sources: (1) A tax payer 
seeking to use the CUP method should prepare an analysis of prospective 
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uncontrolled transactions and make adjustment of the data (2) The IRS may 
accept data from "public exchanges and quotation media" in determining 
the uncontrolled transactions." (Feinschreiber, 2002, 14-4) 

Banyak faktor yang menentukan kesebandingan transaksi dengan metode 

CUP, termasuk yang paling penting produk sejenis. Kesamaan produk dapat 

dipastikan dalam dua cara yaitu secara langsung atau dengan menerapkan 

penyesuaian yang menjelaskan perbedaan:~tar(.l transaksi yang tidak terkendali dan 

transaksi yang terkendali. 

"Mapy factors det~rmine,the co~P~rabtlity 6! trar;sactiohs lf~der the CUP 
method,, including, fnost importantly the.similar pr84ucts., Product similarity 
can be (£scertained in two ways}'\directly or ,by .applyihg adjustments that 
account for differences between the . UflCOlzt':olled. transactions and the 
controlled transactions;'~ (Feinschreiber,2002, "14-5) · 

.··· " ·:;<;:".[, ,. ,. ' ":-··' ": ' 
- . 

Menurut Feinschreiber dalam bUku Transfer prici~g handbook, Wajib Pajak 

harus menyesuaikan perbedaan (jika ada) antara transaksi yang terkendalidengan 

tran~aksi yang. tidak. terk~ndali, yaitu' quJlity ;fthe product, c~Jttact terms, .Jevel of 
' . .. ' ·-,~: -': ·'/ ······ 

the market, geographic market, date ofirahSaction;~ intangible property assoCiated 

with the sale, foreign currency risks, alternativesrealistically availableto buyer and 

seller. 

Berdasarkan Per:-32/PJ72011, ~ondisi yang tepat dalatp menenl.pkan metode 

perbandingan harga antara J?ihak yang tidak mempuny(.l~ hul:>lll1gan istimewa 

(Comparable UncontroliedPrlce/CVP)antaia lai1l adalah(l)Bar~g atau jasa yang 

ditransaksikan memiliki · karakteristik yang identik dalam . kondisi yang sebanding; 

atau (2) Kondisi transaksi yang> dilakukan <antar(.l; pihak-pihak yang mempunyai 

hubungan istimewa dengan pihak-pihak. yang tidak memiliki hubungan istimewa 

identik atau memiliki tingkat kesebandingan yang tinggi atau dapat dilakukan 

penyesuaian yang akurat untuk menghilangkan pengaruh dari perbedaan kondisi yang 

timbul. 
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Aplikasi Terhadap Transaksi Trading PT ABC 

PT ABC melakukan jual beli produk PE dan PP. Semua produk PE dan PP 

dibeli dari ABM. Oleh karena itu, tidak ada metode CUP internal yang ada sebagai 

tolak ukur harga produk yang dibeli dari ABM. Pada sisi penjualan, semua produk PE 

dijual ke pihak ketiga sedangkan semua produk PP dijual kepada ABN. Oleh karena 
'.'o~· 

itu, tidak ada metode CUP internat'untuk 'peQ.jualan PT ABC sebagai tolak ukur 
produk PP untuk ABN. >~;: •... ..... '> 

Dengan .meng~C!;kan d~ta ekr::ternal, tidiik: ad~ aks~s llfituk mengetahui data 

rinci sehubungandertg~n t;a.D.siik:~i Y'!J~ da~~t dian~gap s~ganding den,gan pembelian 
antar perusahaan:PT hc4ad~~njuaH~n p;odJ.·PE clanPP }"arig mun@Qndimiliki 

antara ~ihak:¥etiga, karena'informasi ii1i tldak te:sedia tintuk umull1: Apahila data 
terse but tersedla · Urituk umum, tid~k mringkin bahw;:t transaksi y.ilig ticJ.ak':terkendali 
akan ~elib~tkan keadaan ( dalafu hal karakteristik produk, furigsi, kead~an ekonomi, 

strategi · bisnis, syarat ko11trak,. dll) yang cukt1p sebanding .dengan pembelian dan 
penjual'!Il Yang diadakan' antara PT A.BC·dan pihak t~rkait. Selain,.i~, sulit untuk 
menda;~tkan •mformasi harga pihak ketiga <;,.mg ,da~atdiandalkan untuk .. transaksi 
mirip deng'!D, kegiatan perdagangan yang ',dilakuk<.lrr oleh PT ABC dengai1 pihak 

terkait. Peneliti tidak dapat .membandingkan transakSi pihak terkait dengan pihak 

ketiga ka;ena i<:arena produk yang d~jua{antar~ transa1csi terkendali dengan transaksi 
tidak terkendali adalah tidak sama. Memrr\lt Bapak Bemadus ~awono kristiaji, 

" ... ApabiiaPE dan PP yqng diguna}ran pleh RT AlJC dengan !CIS price ada 
pembeda, bazk formula, strategy ·business, geografis, penetrasi pasar, 
contractual terms yang menyebabkan adari'ya pengaruh harga maka harus 
dilakukan adjustment, tetapi apabild adjustment tersebut sulit dilakukan 
sehingga CUP tidak bisa digunakan dalam analysis .... " 

Alasannya adalah PE dan PP adalah commodity product. Hal ini didukung oleh 

pendapat Gareth green dalam bukunya Transfer pricing manual yang mengatakan 

bahwa: 

"Product prices for product traded at the commodity markets may still be 
easiest to benchmark from an arm's length perspective. 
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1. May be directly derrivedfrom commodity or future markets 
2. May be taken from merchants prices, or 
3. Is commonly known in the respectiveindustrial sector" (Gareth, 2008, 28) 

PT ABC menggunakan ICIS price dalam penentuan harga. Oleh karena itu, 

sehamsnya PT ABC dapat menggunakan metode CUP dalam mencari data 

pembanding yang sesuai yaitu melalui harga di laporan ICIS. Menumt Bapak Untoro, 

ICIS pricing biasanya digunakan untuk kawasan Asia Pasific. Apabila kita 

menggunakan data ICIS sebagai''data ~bter:~~[Jcita d~ngan menggunakan metode 

CUP, kita hams nienget~hui 'shmber d.ataitrs diiunbildari~ana karena supply dan 

demand di s~tiapnegar~.bergeda. Bapak rin~9ro rr1e~bahkan bahwa: 

" .. . Kita harus rrzengetahui data !CIS m~ngairtl:Jil data dar:ima~~, apabila ia 
ambil data dart China maka akan berbeda k:izrena.,sypply rjan demand di 
Indone?ia berbeda .... Apabil(l menggunakan (;UP, maka harus dapat 
mengetahui karakteristikbararigdi !CIS, sertacdntractuql terms !CIS. Tapi 
apabila kamu tidak mempitnyai data !CIS maka kamu iidak dapai apply 
CUPdalam qnalisis kamu, karena kamu tidak tersedia datanya. ,; · 

·setelith dilakukan perielitian dan Jawancara kepada salah ~atu llianager PT 
; .. ' . ~'":. ; ' 

ABC, mereka mengatakan bahwa pricing policy yang mereka lak:ukal1 adalah 

menggunakan harga ICIS bulan sebelumnya untuk diterapkan dibulan sekarang. Oleh 

karena itu, kondisi harga ICIS akan berbeda. Oleh karena itu, hams diperhatikan pula 

diskon dan quantity.bararig yang dijuaL Metode CUP suli[ditenipkan dalam transaksi 

yang dilakuk(lll oleh PT ABC kaiena berbag(li alasan di atas; 111aka p~neliti menolak 
• >. 

metode CUP sebagiti met()de.y(lllg pa}ing t~pat,untuk menguji sifat kewajaran dari 

usaha perdagangan PTABC;· 

2. Metode Harga Penjualan Kembali (Resale Price Method/RPM) 

OECD TP Guidelines menyatakan bahwa: 

"The resale price method begins with the price at which a product that has 
been purchased from an associated enterprise is resold to an independent 

Universitas Indonesia 

Analisis pencarian..., Feni Hannawaty, FISIP UI, 2012



77 

lebih rumit. sellliigg~ id~ntitas'hilang;atau .. berubab. Metode RP':meiiekankan pada 

keseb~dingan furigsiyang dilakukan·(d6ngan aset aktiri:yangi.(ligunakan d.~ risiko 

yang ditail~gung). bimana ada perbedaan material yang mempenganifu gf'o~;} margin 
' . 

. . ·-

yang dicapaJ dalam tran_saksi , terkendali dan' tidak terkendali, 1lletode ~ menj adi 

kuning dapat diandalkan kecuali penye~tlaian 8kurat dan dapat diandal~ dapat 
dibuat unthlc menjelaskan perbedaan t~rseb~t. Metode RP lebih. akllr~t di. mana ia 

melakukan penjualan dalam Waktu yang singkat. Seniakin banyak waktu yangberlalu 

an tara pe~belian dan penjualall. .k:emb~li semakiii 1Jesar kemungkinal1 bahwa faktor­

faktor lain (misalnya nilai tuka( inflas~, k~rldisi pasar, dll),perlu dipertimbangkan 

dalam perbandingan. Metode RP mertggunakan gross ;,Aargin dalam mencari 
perbandingan, sementara ,pen~atc{tan aktmtan1i all,taratransaksi t6rkendali dan tidak 

terkendali berbeda-beda~ Oleh karenaitu, diperl~kall penyesu~ian untuk data yang 

digunakan dalam menghitung mdrgin harga jual k.embali untuk memastikan bahwa 

jenis yang sama dari biaya yang digunakan dalam setiap kasus untuk sampai pada 

gross margin. 

Berdasarkan Per-32/PJ/2011, kondisi yang tepat dalam menerapkan metode 

harga penjualan kern bali (Resale Price Method/RPM) antara lain adalah ( 1) Tingkat 

kesebandingan yang tinggi antara transaksi antara Wajib Pajak yang mempunyai 

hubungan istimewa dengan transaksi antara Wajib Pajak yang tidak mempunyai 
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hubungan istimewa, khususnya tingkat kesebandingan berdasarkan hasil analisis 

fungsi, meskipun barang atau jasa yang dipeijualbelikan berbeda; dan (2) Pihak 

penjual kembali (reseller) tidak memberikan nilai tambah yang signifikan atas barang 

atau jasa yang dipeijualbelikan. 

Aplikasi Terhadap Transaksi Trading PT ABC 

Sebagaimana disebutkagi;' di atas, mcifode ~RP umumnya sesuai untuk 

pemasaran dan peri~istrlbusianf~ man~~·barang tersebut dibeli untuk dijual kembali 
/::-,v,""; .:.z/ ;, 

dan reseller tidakmenambahk~n secara sub~tansial nilai prodrlk •dengan mengubah 

fisik produk. Men~t B~pak Wisamo~ojati sebagaiakad~J:nisi: 
. .~. ·~· . ~ 

" ... Untuk Untuk trading, saya akan cenderung. memilih Resale Price 
Method dan TNMM. Apabila kita menggunakan• RPM · akan. sangat 
terpengaruh pada struktur dari COGS.Misalkan depresiasi, misalkanyang 
satu masukinke CQGS yang satu lagi ke opex sehingga tidak ke cover. Oleh 
karena itu akan berbeda .... " 

Hal ini sesuai dengan bukuTax Director's Guide to International Transfer Pricing 

2010 Edition, yaitu: 

"The .RPM is ordinarily used {n cases involving distribution, in which 
tangible property is purchqsed andreso?d" (Parker,:70l0, 17) 

Namun, untuk menerapkan metode itli, metode -RP me111butuhkan perbandingan 

tingkat tinggi fungsiomii;risiko, aset, dan konsistensi .. akuntan§.i antara PT ABC dan 

perusahaan independen yang s~banding karena struk:nir COGS setiap perusahaan 

berbeda, apalagi data yang digunakan oleh peneliti dalam analisis iru adalah eksternal 

data dimana peneliti tidak mengetahui bagaimana pencatatan akuntansi masing­

masing perusahaan. Informasi yang akurat dan dapat diandalkan sebanding ini tidak 

tersedia sehlngga penggunaan metode RP mungkin tidak menghasilkan hasil yang 

dapat diandalkan. Berdasarkan hal tersebut di atas, peneliti menolak metode RP 
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sebagai metode yang paling tepat untuk menguji sifat kewajaran dari usaha 

perdagangan PT ABC. 

3. Metode Biaya-Plus (Cost Plus Method) 

OECD TP Guidelines menyatakan bahwa: 

"The cost plus meth~d be$i:fts with the:\costs,,incw;rpd by the supplier of 
property (or serviqes) i1l,,f:Z contr;~Ued tran'iactionforproperty transferred or 
servicpsprol(}ded:to an cl'#ocial~1Fpurchaser~~An appropJ;tate cost plus mark 
up is then adde.cf to this i.:ost,' to make, an aj}"propr~ate profit frz light of the 
functions performed iJ:fid the 'frtarketcond#ions. What is' arfi:ved at after 
addfrzg the d()st plus mcz'Pkup tcf(he above cos{s may be regard~([as an arm's 

·' ... 1engthpriciofthe'originalc;tmtrolled transaction .. ::~·( OECIJ TP Guidelines, 
'OECD, July 2010, paragraph2.39) · ···· r:; ' 

Metode CP biasanya digunakan sehubungan dengan transaksijasa, metode 

ini biasanya akan diterapkan dari prospektif Penyedif1 Jayim.an; St:rupa dengan metode 

CUP d8l?:. metod~ RP, metode CP memerlukhn }ingk':l;t tinggi p6t}:)andirl:!~an an tara 
trans<~;ksi terkendali dan tid~k terkendali .yang. sedan~·:dipertimbangkan. Namun, 

metode CP membutuhkan perbandingan "fungsional'' yang lebih b~s,ar daripada 

perbandirigan produk. Ketika.. . mene)."apkari · ·· .... metode CP, penting untuk 
,, ,•c ' 

mempertimbangkan perbedaan dalam; tingk~tdan j enis pengeluaran, yaitu operasional 

dan tidak operasional t¢imasuk peng~luaran pem,bi,aY<~;ari.;:terkait dengan fungsi yang 

dilakukan dan ris~() yang dit~nggu.ng.bleh par~ piha~ atau transaksi yang 

dibandingkan. Selain itu,,konsistensi ak:untansi transaksi :~ptara terkendali dan tidak 

terkendali juga mempengaruhi perbaridingan menu.rllt metode CP. Jika ada perbedaan 

praktik akuntansi antara transaksi terkendali dan tidak terkendali, penyesuaian yang 

diperlukan harus dilakukan untuk data yang digunakan untuk memastikan bahwa 

jenis yang sama dari biaya yang digunakan dalam setiap kasus untuk memastikan 

konsistensi. 

Berdasarkan Per-32/PJ/2011, kondisi yang tepat dalam menerapkan Metode 

Biaya-Plus (Cost Plus Method) antara lain adalah (1) Barang setengah jadi dijual 
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kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (2) Terdapat 

kontrak/peijanjian penggunaan fasilitas bersama (joint facility agreement) atau 

kontrak jual-beli jangka panjang (long term buy and supply agreement) antara pihak­

pihak yang mempunyai hubungan istimewa atau bentuk transaksi adalah penyediaan 

Jasa. 

Aplikasi Terhadap Transaksi TrarJ/ng'PI ABC: 
~- ·; 

Seperti yang t~lah d~,§~butkah.1,,di atas bahwa JJ.letode 'CP tepat diterapkan 

pada barang setengahj~di yallidijual kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan 
A 0 

0
: '

0 
0 

:, ' 0 0 :x ' ··,, 
0

° 0>:'):: 0 
,","" :•=;..· ': .:o:~·:: !•.~ 

istimewa, Berta fttrdap~t konirak/pe~~jiaiJ.:'f~silifus ·. ber~flllla atau kontrak jual-beli 

jangka parijang an,tara pihak<~'yang m~mpunyai hubunian istimewa~. atal1; bentuk 

transaksi adctlah penyedirum jas~. Hal ini' tid~ teij adi terhagap :pembelian P'[[' ABC 

atas prod.rik PE dan PP (produk j adi} untuk dijual kembali di @done~ia:~ 
· Metode CP . .111embutuhkan perbandiiigan "fungsio-9:al" (fungsi, risiko dan 

aset) yang.lebih besar antara transaksi terkendali dan tidak terkendali.)nfonnasi yang 

akurat .. dan dt~;pat diandalkan yang seba:ndhlg ini .tidak· tersed1a .dan karel1a itu, ·.,. .. ·. - . ··. 

penggunaan metode CP mungkin tidak menghasilkan hasil yang dapat diandalkan. 

Berdasarka.fi alas an di atas, metode CPJelah clitolak 
1

sebagai metode yang paling tepat 

untuk menguji sifat kewajar;an da:ri usaha'perdagangatiPTJ\BC. 

4. Metode P,embagian ~~ba (Profit Split M~tliodfPSM): 

OECD TP Guidelines menyatakan bahwa: 

" ..... The transactional profit split method first identifies the profits to be split 
for the associated enterprises from the controlled transactions in which the 
associated enterprises are engaged (the "combined profits"). References to 
"profits" should be taken as applying equally to losses .. .It then splits those 
combined profits between the associated enterprises on an economically 
valid basis that approximates the division of profits that would have been 
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anticipated and reflected in an agreement made at arm's length." ( OECD 
TP Guidelines, OECD, July 2010, paragraph 2.108) 

Metode pembagian laba (profit split method) atau metode PSM adalah 

metode penentuan harga transfer berbasis laba transaksional (transactional profit 

method) yang dilakukan dengan mengidentiflkasi laba gabungan atas transaksi aflliasi 

yang akan dibagi oleh pihak-pihak yagg;,mempunyai hubungan istimewa tersebut 
,. _.,~,;~G!t·:_· _ ,:J>· 

dengan menggunakan dasar yang· dapafditetiina Sec.ara ekonomi yang memberikan 
"" - ', ·,·;·.:.s 

perkiraan pembagian Aaba yang selaya~ya ~kb Jetjadi · dan .:Cikan tercermin dari 
kesepakatan al1tai pih.iik-pi)J.ak yagg tid~'~e1llpunyai hubungag istimewa. 

Berdasarkarit:, Pe;:h!l>J}~OllLmetode •pemb(lgiru{' la~a , (profit split 

method!PSM) secara khusus haliya da~~fruterap~~h dal~m k()ndisi sebagai berikut 
(1) Transaksi antara.pihak~~ihakYang mempUlJ.yai hubungani~,tgne\ya sang~f:terkait 
satu sama l~fu sehingga tidak dimun~ untuk dilakuk~k~jian secara terpisah; 
atau (2)Terdapat barang tidak berwiljud yang unik antara pihak-pihak yang 
bertr~~aksiyang menyebabk(lll kesulitan dalam menemukaii.data pembanding yang : ,. . "··) . ' . / ·?·'(. .. 

tepat. 

Aplikasi Terhadap Transaksl TradingPTABC · 

Fungsi yang dilakukan oleh PT ABC·. dan pihak t~rkait terpisah satu sama 

lain dan ABM tldakmemberik~··•.kontribusi barang .tidak berwujud yang unik ...... .. 

terhadap transaksi terk~ndali, mak,~ peneliii m~nolak metod~]>~ sebagai metode yang 
paling tepat untuk ~enguji . .kewajlri-an $i[at us(lha perdaganga11PT ABC. 

5. Metode Laba Bersih Transaksional (Transactional Net Margin 

Method/TNMM) 

OECD TP Guidelines menyatakan bahwa: 
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"The transaction net margin method examines the net profit margin relative 
to an appropriate base (e.g. costs, sales, assets) that a taxpayer realizes 
from a controlled transaction (or transactions that are appropriate to 
aggregate ..... "( OECD TP Guidelines, OECD, July 2010, paragraph 2.58) 

Metode laba bersih transaksional (transactional net margin method) atau 

disingkat TNMM adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan 

membandingkan prosentase laba bersih oper()Si terhadap biaya, terhadap penjualan, 

terhadap aktiva, atau terhadap dasari~innya ~tas·transaksi antara pihak-pihak yang 

mempunyai hubungani~time\Ya de~g~n pfJ~entas; la],a bersih operasi yang diperoleh 

atas transaksi seha11ding denga11 pihak: lain ya11i tidak m~mpunyai hubungan 
; ' ,,:~' ': • • ;;_~:~ ,• 'v • ,, • ' ' 

istimewa at~u p;()sentase laba bet~ih opJtasi y-ang dlper~leh atas transaksi sebanding ·- ,' . . <. . •: ···-' 

yang dilaku,kan o~eh pihak yapg ti~ak mempunyai hubungan isti!riewa ~ainnya, 
Bei(lasarkan PER-32/PJ/20ll,k911.djsi yang tepat d~lam menetl],pkan Metode 

Laba Bersih tra~11saksionlil (Tr~n§acti~nal Net Mar;g/ri Method1TN¥M) antar:a lain 

adalah(l) Salah satu pihak dalam iransaksi hubungan istimewa melakuk:an kontribusi . .. 
.~. . 

yang.khl.lsus; atau.{2) Salah ~~tu pihak dalam tdin:saksi hubungan i~tilnewa 
melakulmn tra11sak:si ~ang kbmpl~k~\dan,"memiliki tfansaksi y~g .. berliubungan . satu 

samalain. 

Metode TNMM biasanya digunakanj~a.tidaic ada kondisi yang ~ocok yang 

dapat diterapkan untuk 111enggunakan metq(le CUP, RPM, CPM dan PSM. Dengan 
•. ..•• l 

kat a lain, metode. ini. adalah met ode ;terakhir yaJ:i'g his a digtinakanj ika metode yang 

lainnya tidakdapatdigunakan~. 
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Aplikasi Terhadap Transaksi Trading PT ABC 

Karena informasi yang dapat dipercaya dari perusahaan yang secara 

fungsional sebanding dengan PT ABC tersedia untuk umum di mana metode TNMM 

yang dipercaya bisa diterapkan, metode TNMM dipilih peneliti sebagai metode yang 

paling tepat untuk menguji pembelian dan penjualan antar perusahaan PT ABC di 

dalam usaha perdagangan. Metoq~:<1NMM. l~bih toleran terhadap perbedaan 

fungsional an tara transaksi terkerl4aJ dan.:fidak tJ~enda.1i. 
Menurut Bap~>Damiy S~ptriadime11genai·~teria terteptu dalam pencarian ' ·,;, -' '"'·> ·. vv. •• ~ •/ 

data pembanding !~rkait dokuiri~nta~i, t~Cfnsfefpricing adalah·seb~~~i berikut: 

"Setiap metod.e ana/isis TP m~rnpunya~.; penekanan di<tfaktor-faktor 
ke'sebanf/ingan ··· terterrtu; dan setiap: :metode inempunyai sirenith and 
weaknesses. contoh dalam analis~s CUP : fakto,r utama yan*'harus dipenuhi 
adalah kesebandtngan karakteristik produk. (Hukan berartifaktor lain tidak berpengaruh) " .. . . . . ·. . . .... 

' . / 

Pada bagianini telah menguraikanlima met?de harga transfer yangditerima 

secara int~rn~~ional yang direk()mendasikan d~l~m O]JCD TP Guidelines dan PER-

3 2/P J ./2011, serta telah mempertimbangkan pen era pan .setiap metode· U!ltuktransaksi 

diuji. Berd~sarkan analisis peneliti, penelitipercaya,·bahwa TNMM ~dalah· metode 
. . .· /;_::·· ' 

yang palingtepat untuk menguji>sifat kewajaranpembeliana11tar perusahaan PT ABC 

dan penjualan da.lcim hi~nis usaha perdagangan. Metode TNMM mengevaluasi .. ..··. .. 
apakah jumlah yang dibebaiiKan dalaril transak~i yang· terkendali · adalah wajar ;-::. ':·. ··--" 

berdasarkan langkah-:-langk:a.h tuj1J:ail profitabilitas (tirtgkat keuntungan indikator/ 
.<.,· • 

profit level indicator) yang berasal'dari Waji,b Pajak yang tidak terkendali (pihak 

sebanding) yang melakukan kegiatan usaha sejenis dalam kondisi yang sama. 

5.1.3. Comparable Analysis/ Analisis Kesebandingan 

Secara garis besar persyaratan pemilihan data pembanding menutut OECD 

TP Guidelines 2010, yaitu: 
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"none of the differences (if any) between thesituations being compared could 
materially affect the condition being examined in the methodology (e.g. price or 
margin), or that reasonably accurate adjustments can be made to eliminate the 
effect of any such differences. (OECD TP Guidelines paragraf 1.33). 

Selain itu, OECD TP Guidelines paragraf 1.33 menjelaskan bahwa: 

''Application of the arm's lengtlip~ncipfe is generally based on a comparison 
of the conditions in. a conft;olled transaoflon with the conditions in transactions 
between independent erzt~prises. II qp;1) ·.. /'' 

-:· ''; .. , ', 

Dengan demikiaN~analisis;iransfer pricing tida~}dapat,,pilakukaD_{tanpa adanya data 

pembanding. Olehkarena ith, dipeil\ikan analiJi~!keseb~ildingan.~tuk Jfiendapatkan 
:- ' "v• ..:::~:·,,, ••,> •.\~>--:,.. • ,,, ·;;, .··.:::o:·t:. : ":: ' 

data pembanding. 

Meri:urut Bapak Bapak Bem~dJ~; J3awono Kristiaji yaitu KoJJBultan Pajak 

dari Danny DrirussalaniTax Ce~ter, di dal~ OECIYTP Gui~elines 2010 Chapter 3, 

terdapat 9typical process yang dilakukan dalam a:Il.alisis kesebandingan, yaitu~:. 

1. Determin{ltion of years to be covered; 

2. Broad-based analysis of the taxpqye:r's circumstances; 

3. Unde~standing the controlled trails.action(s) under examination, based in 

particular on a fun.ctional analysis, in order to choose the tested party 

. (~here needed), th~. most d}Jpropriate transfer pricing method to the 

circumstances of the case, the financial indicator that will be tested (in the 
•. o:·· .·: .. ' . 

case of a .transactional profit method}, and to identifyothe significant 
. : . . . . . 

comparabimy factors that should be taken into account;, 

4. Review of existing internal compa,rpbles, if a.ny;· 

5. Determination of available sources of information on external comparables 

where such external comparables are needed taking into account their 

relative reliability; 

6. Selection of the most appropriate transfer pricing method and, depending on 

the method, determination of the relevant financial indicator (e.g. 
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determination of the relevant net profit indicator in case of a transactional 

net margin method); 

7. Identification of potential comparables: determining the keycharacteristics 

to be met by any uncontrolled transaction in order to be regarded as 

potentially comparable, based on the relevant factors identified in Step 3 

and in accordance with the comparability factors set forth at paragraphs 

1.38-1.63; 
ccC 

8. Determination c of andmaki~g;compar:ability agjustments where appropriate; 

9. Interprefation.4~d useLof data coll~bted, detJ~mina!io~ of the arm's length 

remuneration. 

Menurut Bapli}( Be~ad~s, Sebenamya i~rl~kah-lah~~ah. pi tidak hams dilakukan 

secara berurutcili: tetapi }uga dapat dilakuldm c secar~·. bola~balik untuk penentuan . . . . . 

metode atau lairuiya. 

Sepei# yang telah disimpulkan sebelumnya, TNMM adalah c metode yang 

dipilih peneliti sebagai metode yan!:\ paling tepat untuk menguji sifat kewajaran 

pemb¢lian cdan perijualan PT ABC dalam usaha pt{tdagangan. Oieh lqrrena i~, untuk 

tujuananalisis mak:a PT ~Cdipilih peneliti sebagai pihak yang diuji. 

Dalam membuat transfer pricing study sebagaimana diwajib~an oleh 

peraturan dan perundang-uridangan . perpajakan c yang berlaku, (lpabila data 

Pembanding internal dimiliki tenttillya leblh mempel'Inridahbagi Wajib Pajak untuk 

melakukan analisis • kese~andingan; ("comparable analysis~'), <namun apabila data 

internal tidak diniiliki, .maka yang digunakim ad~lah data pembanding eksternal. 

Mencari data Pe~banding eksternal buk.cililah hal·mudah tergantung data jenis apa 

yang ingin didapatkan dan apakah data dari p~rusahaan yang memang sebanding dari 

segi ukuran, umur perusahaan, dan seterttsnya, membahas masalah ini tentunya kita 

berbicara mengenai comparable analysis. Menurut Bapak Danny Septriadi mengenai 

pembanding dalam analisis transfer pricing adalah sebagai berikut: 

"Pembanding dalam ana/isis TP dapat berupa pembanding internal (ketika 
perusahaan melakukan transaksi yang sebanding dengan pihak ketiga), atau 
pembanding eksternal (data dari luar perusahaan, contohnya : data market I 
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database perusahaan). Pemilihan pembanding itu terkait erat dengan 
strength and weaknesses dari metode yang dipilih, penekanan faktor 
kesebandingan tiap-tiap metode, keberadaan data pembanding yang 
reliable, dan penyesuaian (adjustment) yang handaljika terdapat perbedaan 
faktor kesebandingan yang dapat mempengaruhi secara material terhadap 
harga I laba controlled transactions. " 

OECD menganut dua pendekatan, yaitu additive approach dan deductive 

approach yang dijelaskan pada paragr(Jph 3.4~ ~at} 3.42 OECD TP Guidelines 2010. 

Di dalam praktik, cpntoh adtfitiJ~fapproach:~dala~>apabila,PT ABC mempunyai 
'<:(· . :;;g~~ · ·~r .· _ \· -- ? ;=~:,'::- _ . -::,(;f{:: 

competitor yang Paj,i#g sesuaiigengannyl:l~Jcemudian: i::ompetitor tersebut dimasukkan 

ke dalam lisU:om]~~gble complmy. Mbp,~t Bapak Bem;dgs, yaitu:' '· 

"In practieal; comp¢titqr. da~1t direject {{~ datab~1~ karena independent 
syndicator sehingga seielah dilakukan searching i:titeria, ~tpmpetitor PT 
ABCtidakkeluardalam list comparable database." ·· 

Yang kedua, adalah deductive approach; contohnya yaitu pada saat penggunaan 

database, peneliti. mengeliminasi pembanding
1

dengan menggunakan search criteria 
- ,f"; . . • • 

atau search strategy . . Berikut :,adal~< pencari~ data pembcfrlding dengan 

mengguna,kan deductive approach sJ~\lfli hasil wawanc~ra dan pedomanb~CD: 
1. Mehggunakan keywor£4: Po~~thyiepe dari.polypropylene 

Untu~, .. mempersempitjel@ produk, 1sehingga produk yang dicl~patkan dari 

database hany<J_iah produ~·PE dan PP saja. . .. 

2. Pencarian betd~sarkan letaklwila:y~h geografis: Wilayah yang dipilih adalah 

"Far Eastan¢ Centra/Asia''; _t\las~; rr~:e~Uih wil~iah ini adalah negara di 

dalam wilayah ini memiliki tingkat ekonbmi, harga pasar, kultur/budaya, dan 

sebagainya yang memungkinkan Jiiempengaruhi pemilihan pembanding. Hal 

ini didukung oleh Marc and Steven dalam bukunya Transfer Pricing: Rules, 

Compliance, and Controversy, menyatakan bahwa: 

"Uncontrolled comparables ordinarily should be derived from the 
geographic market in which the controlled tax payer operates, because 
there may be significant differences in economic, conditions in different 
market" (Marc and Steven, 2010, p.55) 

Universitas Indonesia 

Analisis pencarian..., Feni Hannawaty, FISIP UI, 2012



87 

3. Data laporan keuangan dari pihak eksternal, dalam hal ini pihak yang 

menyediakan jasa dalam mengumpulkan semua informasi yang berkaitan 

dengan laporan keuangan perusahaan yang ada dibelahan dunia. Salah 

satunya yang disebutkan sebelumnya yaitu "Far East and Central Asia". 

Dalam mencari data pembanding eksternal, sebaiknya menggunakan 

4. 

database komersial. 

Hal ini didukungpleh OS(;D TP Guid¢'~{ne 2010,Chapter Ill paragraph 3.29 
<: <~~r;~:.c ·-~~:::<;c;' 

,,.-·;::: -~- >.. . 

"There ate various so~;ces of information th}~t car/be used to identifY 
potential'~external comparables. ·This sub..:sectio~;~ discusses particular 
issues : iitat arise with respect to commerciaJ,f databases, foreign 
comparab'tes and information it~discloseaJo · taxpayirs. " .· 

'· .. · . . . ~- ' . '. . . : "' 

Proses pencanan data6ase yang menggunakan data .Jkstemal···kemudian 

dipersempit berdasarkan beberapa kriteria yang bersifat sistematis. Kriteria­

kritetia terse but 4ij abarkari sebagai berikut: 

a. Pencarian 1oto~atis melaltdd~tabase, yaitu: 

; Mene~~kan jeriis trans~~perusahaan yang dit~liti darljuga jenis 

. produk yang dipetjualbelikan sesuai karakteristik produk yang telah 

diteliti. Misal plastic materials dan chemicals dan allied product. 

Bapak Wi§admoroj~ti, sebag~{. pembimbing akademis 1ll6ngatakan 

bahwa:. 

" ..... yanip?rtama fu~flhat pr~duknyaterlebih dahulu misal 
kita gali JJisa memba'ndingkan perusahiidn trading di bidang 
chemical tidq~ mungkin • dibandingkan dengan trading di 
bidang farma~J atau elektronik karena margin nya pasti beda. 
Sebisa mungkin m(mcari pembanding dengan produk yang 
sama atau sejenis ... " 

Dalam kasus PT ABC, peneliti menyarankan untuk mencari data 

pembanding sesuai dengan produk barang yang dipetjualbelikan 

oleh PT ABC yaitu polyethylene dan polypropylene. 
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• Berdasarkan Region/ wilayah untuk mempersempit karena mungkin 

banyak perusahaan-perusahaan yang dapat dijadikan pembanding. 

Diluar wilayah yang ditentukan makan akan dieliminasi dalam 

pencarian data pembanding. 

• Independensi dari satu perusahaan, perusahaan yang akan dicari 

sebagai pembanding haruslah perusahaan yang tidak dikendalikan oleh 

perusahaan lain. Salah sat;u cara untuk mengetahui bahwa perusahaan 

tersebutt!dak dikendali~~.oleh,p~J~haan,lair\ adalah dengan cara 
melihat'~~~emilik,ani:;ahm·rl. .. ti . ··_: · . 
Legal status, ~i!Jaril mencari d~ta pef1lh~ding; :·s~baiknya dalah 

perusahaanyang ~~sihaktif. . .. 

b. Manualrevi!!W'·"'· 

:Manual review adalah proses elimina.si yang dilakukan secara manual 

dengah membaca seqara detail .. peskripsi biSJJ.is perusahaall; identifikasi, 

tingkat .laba rugi pe~~:ahaan; ket~1sediaan inf~1masi keuangan, :fungdi yang 

·. dil~~~ perus~haan pemb;iliding, jenis pfoduk yang diperju~iB'~fA<:an dan 

sebagainya yang dapatdijadikan alasan untuk menerima ataupun menolak 
'' . ·.···. .. '":.:- .. ' •, 

peru.Sahaan tersebut sebag~i pc;;mbanding. Langkah-langkah manual review 

adalall sebagail)erlkut: 

• Ap~bila •ta11un yarig<diuji adalah ... tahun 2011. Maka, eliminasi 

perusahaah;;yang menga}ruiJ!k:erugi~~:dalam trihun pajak 2009-2011. 

Alasant1ya .. adalah···pe~sahaaiJ.·· yang berg~l"ak di bidang trading 

seharusnya memperoleh margin dalru:;n menjalankan bisnisnya. Namun 
~ ...... ·. . . ,.::, .. 

demikian, mungkin ada beberapa kondisi perusahaan trading tersebut 

mengalami kondisi rugi. Seperti yang dikatakan oleh konsultan pajak 

PT ABC, yaitu: 

"secara best practice perusahaan yang mengalami kerugian 
satu tahun pada masa yang diuji yaitu tahun 2009-2011 
masih dianggap wajar dan dapat dijadikan sebagai 
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comparable, tetapi tidak ada perusahaan yang mengalami 
kerugian lebih dari 1 tahun untuk perusahaan trading" 

Hal ini didukung oleh OECD TP Guidelines 2010 paragraph 3.64 
yaitu: 

"An independent enterprise would not continue loss-generating 
activities unless it had reasonable expectations of future profits. See 
paragraphs 1. 70 to 1.72 Simple or low risk functions in particular 
are not expecteq,to genera~€} loss~~for a long period of time. This 
does not meali, howeveJ·'tffdt loss7~king transactions can never be 
comparab{e.'in gener(Jl, allrele~ant informatiofl: should be used and 
there shoffld not be any over~;;iding ru.le on the 'i~clusion or exclusion 
of loss-tnaking coinparaliles~ lrici~ed, it 'is the facts and 
(:ircumstances :surrounding tlze company .in question that should 
~etermine ,its stqtys as a cpmpafable, ~f!t its financialf~~ult. " 

• · Membaca detail, bisnis dari perusahaan yang akan'' dijadikan 

pembanding. Jiki secara fungsi, aset d~m risiko tidak sama dengan PT 

ABC tnaka akan deliminasL. 

• Menolak perusahaan rangtlda~ memifiki infonrtasi bisnis 

• Menolak pembandin~ yang tidak memiliki lapor~n keuangan yang 

jelas 

• Menolak perusahaa# yang memifiki hl.lbungan istimewa (potential 

intercompany) .. <. 

• Menolak perusahaan yanghangkr:Ut, merg(!r, dan ak:Usisi. 

5.2 Pencarian Data Pembandf~g P'J:' ABC Berdasarkan,1r,k 's Length Principle 

Pasal 18 ayat (3) Undang uri.dang.Paj'akPenghasilan yang merupakan salah 

satu Pasal anti penghindaran pajak (anti tax avoidance rule). Ketentuan tersebut 

menegaskan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali 

besamya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk 

menghitung besamya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai 

hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan 
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kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan 

menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen 

(comparable uncontrolled price method), metode harga penjualan kembali (resale 

price method), metode biaya-plus (cost-plus method), metode pembagian laba (profit 

split method), dan TNMM (Transactional Net Margin Method). 

PT ABC dalam melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai 

hubungan istimewa harus meneraplcait,ifcc.arm 's• length principle. Dalam prinsip 

kewajaran dan kelaziman'usaha pe:rletapanharga darilab~ transaksi haruslah sama 
:.>~;' : >' ' "'-::.::,.· :' .:·;.·:·. 

dan sebanding . a.htara tran~~ksi ... derigan . pihak-pihak yanfi . cmemiliki hubungan 

istimewa dengan Pill~~·pihak y~gtideyiJ;;dlpenga.ffihl hubungaEristimewa. Sarna dan 
' '• ·' . " ,;:::·:~ ,"/ . . .•. '~ ~··;: . . ; .·· :. :. };. : .· . i';": 

sebanding tidakl<tll dalam arti ~~llla p~rsis, ak~ti f~tapi terga~~t batasan,-batasan 

rentang yang wajaf;,. 

Lang!cah:.Jangkah pencarian data pel11banding yang dilakuk~: ol~h peneliti 

telah sesuai dengan arm 's length principle menuiut OECD rP . Guidelines dan . 
pera.turari yang berlaku. Hal ini didukung dalain ·Peraturan Direktorat}el1d.efa1 Pajak 

... . . .·. . ' 

Nol11or P,ER-32/PJ/2011 di~tur langklili-~aJigkah 4;alal11 penerapafi'-pen~rap~ Priinsip 

Kewajaran dan Kelaziman Usaha, sel.Jagai berikut: 
' ; ; 

a. Melakukan analisis kesebandingan, dahtm menentukan pembanding. 
>:~. 

Peneliti telah memband~glcan kondl.si dalam transaksi yang dilakukim oleh PT 

ABC dengan pihak ·. yang. mempunyai hri.bung~n istimewa untuk 

diperbandingkan dengan kondisi dalam ti:cmsaksi yang' dilakuka~ antara pihak-
'' ,··· 

pihak yang ti~ak memp\l:~l.Yai hubunga11 istimewa, dan inelakukan identifikasi 

atas perbedaan kondisi dalam kedua jel11s transaksi> dimaksud. Analisis 

kesebandingan yang dilakukan oleh peneliti · dengan memperhatikan 

karakteristik baranglharta berwujud yang diperjualbelikan, analisis fungsi, 

ketentuan-ketentuan dalam kontrak/perjanjian, keadaan ekonomi, dan strategi 

usaha. Dalam langkah ini peneliti juga menentukan data pembanding yang 

digunakan berupa data pembanding eksternal karena tidak ada data pembanding 

internal yang dimiliki oleh PT ABC. 

b. Menentukan metode penentuan harga transfer yang tepat. 
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Analisis penelitian ini telah mempertimbangkan setiap metode yang akan 

digunakan dalam analisis. Metode-metode yang dipilih dan diterima dalam 

analisis ini disertai dengan alasan-alasan yang kuat. TNMM adalah metode 

yang dipilih peneliti dalam menganalisis transaksi yang dilakukan oleh PT 

ABC karena metode tersebut adalah metode yang appropriate dalam transaksi 

yang dilakukan oleh PT ABC. 

c. Menerapkan prinsip kewajaran.d~ keh{Zi~aJ1. usaha berdasarkan hasil analisis 

kesebandingan. dan; me(«:)~~·. nen:nffi:ah h,;~;a ifransfer yang tepat ke dalam 

transaksi yang dilalcu~ a11tara Wa,jib P~ak>dengan pfuak yang mempunyai 
hubung!m istimeJa. f ·,::i . . •. ' · 1·; 

Setelah>mel~kukan analisis kes~]:)andirlgan ;dan pen~nfuaJ1 metbde, peneliti 

menerapkannya d~lam~bncarian d~ta p'eJ11banding. yaifu men9ari pembanding 
>• 

• ·,· -

. yang menjualbelikan barang y~mg seJ~nis denganPT ABC,lokasi!Wilayahyang ' ·' -·>·· ; ' ·. '··'>-

memillki tingka:t ekonomi, harga pasar dan kultur/budaya yang sruna dengan PT 

·ABC, danmencari perusahaa~y<ln~·memiliki fungsi, aset dan ri$.~oyang sama 

dengan PT ABC. 

d. :rvfendokulllentasikan. setiap la11.gkah dalam. me11.entukan harga wajat' atau lab a 

wajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang bei"laku. 

Dalampencariandata .pemha11dillg, peJ?:eliti beru~aha 111:encari transaksi yang 
sama dan dalam kondisi yang sam~ yang dilakukan. oleh pil.tak-pihak yang tidak 

mempunyai hubun~a11 istimewa. Ol~h ~rena·. itu, )aJ1gkah-lahgkah pencarian data 
pembanding yang dilakqkan oleh penelititell:t11 sesuaidengan arm's length principle. 

Selain itu, analisis penelitian inijuga d.idukung oleh pendapat pemeriksa pajak yaitu 

Kepala Seksi Pemeriksaan Transaksi Perusahaan Grup yang bemama Bapak Herawan 

Yunendra, yang mengatakan bahwa secara umum hasil penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti sesuai menurut arm's length principle. 
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BABVI 

SIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilak:uan peneliti, maka peneliti berhasil 

menyimpulkan hasil penelitian sebag~iberikll.t: 
1. Langkah-langkah . dan. kend~l~-kendala. perr~arian \data ·pembanding dalam 

dokumentasi transfer~ricing studi kasus p~cla Pt ABG. 
~=· ."/. ~. ' . ;::':, ~" ,·:. ·. : ••• 

a. Langkah-langkahpenca~an datri~p~mb¥iding dalam aokulii.entasi transfer 

pricing studi kasus pada PT ABC s~bagaijperu~~aan trading adalah 

sebag(li berikut: (1) membgat lima. faktor kescbandin,gan })'I' ABG yaitu 

karakteristik barang/harta beiwujud y(lng diperjualpelik~n,. analisis fungsi, 

kei(;mtuan-ketentuan dalam kdntrak/perjanjian, keadaan <;:k.onomi dan 

strategi u$aha (2) melakukan Pt1miliha11 metode, mytode TNMM dianggap 

peneliti s~bagai metode yang ~aling tepat untuk ~~nguji transaksi ~ang 
dilakukan oleh PT ABC. dengan· AB1vf dan ABN (3) Me~entukan 
pembanding internal atau ekst~rnal, ipeneliti memilih menggunakan 

. pembanding eksterna1 karena tidak tersedianya internal comparable ( 4) 

Melakukan analisis kesebandingan, yaitu menen~an wilayah geografis, 

data. ekstei4ial ya11g .. dijadikan pembandll1g h(ll'(ts memillq ketersediaan 

data fuengenai laporan keuan~l.Ul, dl.Ul melakukan pencarian dengan 

menggunakan database. 

b. Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pencarian data pembanding 

adalah data eksternal yang tersedia sebagai pembanding di database 

sering berubah-ubah, laporan keuangan dan penjelasan yang ada di 

database kurang lengkap, peneliti hanya percaya pada database karena 

tidak bisa memeriksa apakah data pada database tersebut valid. 
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2. Langkah-langkah pencarian data pembanding telah sesuai dengan arm's 

length principle sesuai dengan teori dan ketentuan yang berlaku di Indonesia 

terutama PER-32/PJ/2011 mengenai penerapan prinsip kewajaran dan 

kelaziman usaha dalam transaksi antara Wajib Pajak dengan pihak yang 

mempunyai hubungan istimewa 

6.2 Saran 

Sesuai dengan hasil ktt~'frnpuJan di' ~tas, mak~ pepeliti fugin t'liemberikan saran yang 

diharapkan dapat l,lhenjadi'~ m~isukari, d~lam Iarigkah-Ia!lgkah' p~ncarian data 
·, -, . <:.:. -~;,:' :, . .'' )j.,f;, ~: . ., 

pembanding• dalam dolrumentasi transfer'jjricing, yaitu: 

1. Peneliti nl.enyarankati dalan1 melarukan analisisrpencarian data pembanding, 

(1) 'wajib .. Pajak mJdakukan.'FAR ~halysis te~lebih dahulu urltuk m~ngetahui 
fungsi, aset dan risiko yahg ditanggun~ oleh ~ihak ~ang cliuji, cllin (2) Apabila 

.tersedia, Wajib Pajak sebaikny~ meriggunakan datapembandinginiernal yang 

da,pat dip~rcaya. Namun,'apabila,. Wajib .Paji:tk mengguriakan. data ekstJrnal 
. . 

dalam. mencari perbandingan;, sebaiknya Wajib :P::tj ak memperhatikati · tanggal 

akses data karena database yang diakses:selalumelakukan update; 

2. Dalam mencari data ' pembandi~g . harus b~~,edoman pada arm's length 

prin~zple untuk membuktikai{nilai ~kg diguna~ati telah sesuai dengan harga 

pasar wajar(Wajib Pajak dapat be:rpedoman pad.a OECD TP Guidelines dan 

peraturan yang. berlaku y~g t~l~ diterbitka~::. ole~ Petherintah. Peneliti 

menyarankan · d~am:·menentukiril harga pasar w~ar, Wajib Pajak dapat 

menggunakan salah satu metode penentuan harga pasar waj ar yang paling 

cocok dengan kondisi dan transaksi Wajib Pajak yaitu Comparable 

Uncontrolled Price, Cost Plus, Resale Price, Profit split dan TNMM 
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Lampiran 1 

TRANSKRIP BASIL WA W ANCARA 1 

Narasumber :Danny Septriadi 

J abatan : Akademisi 

Tempat : Melalui Email 

Hari/ Tanggal : Kamis, 24 Mei 2012 

Waktu : Pukul13.IO wm 

I. Bagaimanakah pembanding terkait 

baik di negara 

2. Faktor~~:hn~;;qsa11t~vanft~:memnen1taru1U~~:n;:clatas~n1mlbandinl! dalam 

3. Dalam pencarian data pembanding, mohon sebutkan alasan-alasan apa saj a 

yang menyebabkan perusahaan-perusahaan tereliminasi menjadi comparable 

companies dalam pencarian data pembanding? 

Secara garis besar persyaratan pemilihan data pembanding : none of the 

differences (if any) between thesituations being compared could materially 

affect the condition being examined in the methodology (e.g. price or 

margin), or that reasonably accurate adjustments can be made to eliminate 
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the effect of any such differences. (lihat OECD TP guidelines paragraf 

1.33). Selain itu lihat strength and weaknesses dari metode yang dipilih, 

penekanan faktor kesebandingan tiap-tiap metode. 

4. Apakah ada kriteria tertentu dalam pencarian data pembanding terkait 

dokumentasi transfer pricing? Mohon jelaskan? 

5. 

yang mengandung 

t~J;gjip~:f\~embanding yang serupa, maka 

kita mencari pembanding ata:, :~~~:, ~;~n nya terlebih dahulu (routine 

manufacturing & distribution function), baru kita fokus ke pencarian 

pembanding untuk membagikan residual profitnya. 
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TRANSKRIP HASIL WAW ANCARA 2 

N arasumber : Manager PT ABC 
J aha tan : Manager 
Tempat : Kantor PT ABC 
Hari/ Tanggal : Jumat, 16 Maret 2012 
W aktu : Pukul 15.00 WIB 

1. Jelaskan kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT ABC? 
PT ABC adalah perusahaa~:~~g bergerak dibjdang qisqipusi 
produk polyethylene (PE) . :. . . · , . . e (PP) di Indonesia. 

2. Jelaskan t:raJ1BISf ifiifil"ifiTaJmliiWbmBIIIiMABllliJalam menjalankan 

3. 

4. 

PP yang dijual ke 
related, hanya sedikit 1Carena~&~,~g~~0n,rrr~quest dari ABN. Sebab, ABN 
membeli PP tidak hanya ke ABc"';f~tapi juga ke pihak ketiga lainnya. J adi 
tergantung siapa yang harga penjualannya lebih menguntungkan bagi ABN. 

5. Fungsi, aset dan resiko apa saja yang ditanggung oleh PT ABC? 
Untuk fungsi, kita memiliki bagian procurement untuk negosiasi harga; 
sales, marketing untuk melakukan riset pasar dan strategi pasar, promosi 
iklan-iklan, mencari pelanggan; dan manajemen secara umum untuk 
finance, accounting, HRD. 
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Kita memiliki resiko pasar karena kesuksesan perusahaan dan keuntungan 
sangat tergantung pada fluktuasi harga pasar bahan baku (etilena) dan 
produk PE. Untuk resiko kredit macet ada, tapi tidak terlalu besar karena 
sebagian besar pembayaran dilakukan dengan cash. 

Untuk aset, kita hanya memiliki aset untuk peralatan kantor dan office 
supplies. 

6. Bagaimanakah ketentuan-ketentuan kontrak yang dilakukan oleh PT ABC? 

7. 

8. 

Syarat petnbayaran lliltuk p~ ke Pill* terk~~-yang qitetapkan 
sebesar 30 hari untuk AB~ ke pihak ketiga, jangka waktu 

Pembeli tertentu 
'"'""' ...... dilakukan 

cditetapkan 90 
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TRANSKRIP BASIL W A W ANCARA 3 

Narasumber : Konsultan Pajak PT ABC 

Jabatan : Konsultan Pajak 

Ternpat : Jakarta 

Hari/ Tanggal : Rabu, 16 Mei 2012 

Waktu : Pukul 09.00 WIB 

1. Jelaskan 

pricingPT 

s trategi nPri<>Tn 

berikut: 

1. 

2. 

3. 

a. Pencarian otornatis rnelalui database, yaitu: 

Lampiran3 

sisternatis. 

• Menentukan jenis transaksi perusahaan yang diteliti dan juga 

jenis produk yang diperjualbelikan sesuai karakteristik produk 

yang telah diteliti. Misal bahan plastik dan chemicals and allied 

product. 

• Berdasarkan Region/ wilayah untuk rnernpersernpit karena 

rnungkin banyak perusahaan-perusahaan yang dapat dijadikan 
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pembanding. Diluar wilayah yang ditentukan makan akan 

dieliminasi dalam pencarian data pembanding. 

• Independensi dari satu perusahaan, perusahaan yang akan dicari 

sebagai pembanding haruslah perusahaan yang tidak 

dikendalikan oleh perusahaan lain. Salah satu cara untuk 

mengetahui bahwa perusahaan tersebut tidak dikendalikan oleh 

perusahaan lain adalah dengan cara melihat kepemilikan saham. 

e I .eual ~tatu~- Oalam .mi'!bcari da~ pembanding, sebaiknya dalah 

kerugian satu tahun pada 

2009-2011 masih dianggap wajar 

dan dapat dijadikan sebagai comparable, tetapi tidak ada 

perusahaan yang mengalami kerugian lebih dari 1 tahun untuk 

perusahaan trading" 

• Membaca detail bisnis dari perusahaan yang akan dijadikan 

pembanding. Jika secara fungsi, asset dan resiko tidak sama 

dengan PT ABC maka akan deliminasi. 
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a. 

Lampiran3 

• Menolak perusahaan yang tidak memiliki informasi bisnis 

• Menolak pembanding yang tidak memiliki laporan keuangan 

yangjelas 

• Menolak perusahaan yang memiliki hubungan istimewa 

(potential intercompany) 

• Menolak perusahaan yang bangkrut, merger, dan akusisi . 

adi dalam proses pencariaq qata 

berubah-ubah, 

ke 
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TRANSKRIP BASIL WA W ANCARA 4 

Narasumber : Bapak Bemadus Bawono Kristiaji 

Jabatan : Konsultan Pajak Danny Darussalam Tax Centre 

Tempat : Kelapa Gading, Jakarta 

Hari/ Tanggal : Rabu, 29 Mei 2012 

Waktu : Pukulll.OO WIB 

I. Jelaskan 

PT ABC, tunct16hl:II ~H.so•·maa.tl. ekstemal comparable 

semakin banyak, kemudian riiefOtfec TNMM menjadi trend sekarang. 

Apabila melihat dari transaksi yang dilakukan oleh PT ABC, maka 

seharusnya PT ABC menggunakan ekstemal comparable. Dikarenakan PT 

ABC menggunakan ekstemal comparable, maka kemungkinan besar PT 

ABC menggunakan database dalam pencarian data pembanding kecuali ada 

market price untuk produk PE dan PP. Untuk PE, ia adalah produk turunan 

dari oil. Sehingga fluktuasinya sangat tergantung dari oil. Di Indonesia, 

apabila ada barang komoditas maka DJP cenderung menggunakan metode 

Analisis pencarian..., Feni Hannawaty, FISIP UI, 2012



Lampiran4 

CUP. CUP di level price, sehingga ekstemal menggunakan ekstemal CUP 

tapi harus dilihat dahulu adakah faktor-faktor pembeda, apabila ada, maka 

apakah dapat dilakukan adjustment. CUP sangat menekankan produk 

comparability. PP dan PE adalah fungible chemicals atau comodity produk. 

Apabila PE dan PP yang digunakan oleh PT ABC dengan ICIS price ada 

pembeda, baik formula, strategy business, geografis, penetrasi pasar, 

contractual terms yang menyebabkan adanya pengaruh harga maka harus 

dilakukan adjustment, tetapi apahila adjustment tqseput suijt dilakukan 

a. 

b. 

ABC tidak keluar dalam list \.Oumpi:ll 

Dalam mengetahui 

melakukan 5 
,..,.r.,.,..... tidak 

independent 

2. Perbedaan comparability analysis PER-43/PJ/2010 dengan PER-

32/PJ/2011? 

internal comparable tidak dapat digunakan apabila transaksi tersebut 

insidental tapi sampai dengan sekarang DJP belum menjelaskan mengenai 

insidental transaction. 

3. Kendala-kendala yang dihadapi? 

Analisis pencarian..., Feni Hannawaty, FISIP UI, 2012



Lampiran 4 

Penentuan metode, penentuan insidental transaction karena belum 

dijelaskan secarajelas oleh DJP. 

Analisis pencarian..., Feni Hannawaty, FISIP UI, 2012



Lampiran 5 

TRANSKRIP HASIL WA W ANCARA 5 

Narasumber : Bapak Untoro 

Jabatan : Konsultan Pajak Danny Darussalam Tax Centre 

Tempat : Kelapa Garling, Jakarta 

Hari/ Tanggal : Rabu, 30 Mei 2012 

W ak:tu : Pukul 11.00 WID 

l. JeJaskan 

kalau ada 

n..uama.,, lihat juga 

data. !CIS pricing 

data ICIS mengambil data 
darimana, apabila ia ambil data dari China maka akan berbeda karena 
supply dan demand di Indonesia berbeda. Dalam penentuan metode, apabila 
perusahaan tersebut adalah perusahaan trading maka kemungkinan metode 
yang dapat apply adalah CUP, RPM, Cost plus dan TNMM. Dalam 
mengadjust, susah di adjust bukan berarti tidak bisa di adjust. Metode yang 
paling tepat dijelaskan pada Per-32 adalah metode yang paling reliable. 
Untuk chemical, metode yang paling reliable adalah CUP kecuali ada hal 

Analisis pencarian..., Feni Hannawaty, FISIP UI, 2012



Lampiran 5 

yang mempengaruhi harga dan tidak dapat di adjust maka menggunakan 

metode lainnya. Apabila menggunakan CUP, maka harus dapat mengetahui 

karakteristik barang di ICIS, serta contractual terms ICIS. Tapi apabila 

kamu tidak mempunyai data ICIS maka kamu tidak dapat apply CUP dalam 

analisis kamu, karena kamu tidak tersedia datanya. Untuk pemilihan metode 

Cost plus, harus dilihat terlebih dahulu apakah ia trader atau service 

provider karena kalau trader mempunyai resiko market. Untuk procurement 

ft'UM'IU~hn~'llft seharusnya menggunat~ cost-pll]S 

keuntungan dati market 

trader tersebut 

Analisis pencarian..., Feni Hannawaty, FISIP UI, 2012



Lampiran 6 

TRANSKRIP BASIL WA W ANCARA 6 

Narasumber : Bapak Wisamodrojati 

J abatan : Akademisi 

Tempat : Kalibata, Jakarta 

Hari/ Tanggal : Sabtu, 19 Mei 2012 

W aktu : Pukul 17.00 WIB 

1. Jelaskan 

tersebut 

yang akan diambil adalah 

bottom line nya. Kesulitan untuk TNMM adalah untuk mendapatkan 

segmented PL RP dan NRP untuk mendapatkan margin maka biasanya 

menggunakan proporsional tetapi apabila pencatatan accounting perusahaan 

baik, maka hal ini bisa di segmented. Untuk comparability analysis, yang 

pertama melihat produknya terlebih dahulu misal kita gak bisa 

membandingkan perusahaan trading di bidang chemical tidak mungkin 

dibandingkan dengan trading di bidang farmasi atau elektronik karena 

Analisis pencarian..., Feni Hannawaty, FISIP UI, 2012



2. 

3. 

Lampiran 6 

margin nya pasti beda. Sebisa mungkin mencari pembanding dengan produk 

yang sama atau sejenis. Selanjutnya, melihat geografis. Sebaiknya lihat 

Indonesia, umumnya Far East and Central Asia. Kebanyakan jepang dan 

Korea karena perusahaan jepang dan korea kebanyakan telah memiliki 

website sehingga kemudahan akses data. Selanjutnya size perusahaan, 

dilihat dari revenue dan asetnya. Misal konsultan pajak lokal dengan 

konsultan pajak seperti big four karena konsultan pajak big four telah 

memiliki l>angs~ pasar sendiri 

tahun, apabila 2011 

4¥t se~ ~~e sama. Periode 

itu, perlu 

selama ini 

delete. Aturan 

pertentangan. Mungkin ada masul<an ke fiskus mengenai quartile apabila 

sudah didapat range tapi rangenya jauh sebenarnya quartile yang harus 

dipake yang mana, apakah Ql atau median atau Q3. 

Analisis pencarian..., Feni Hannawaty, FISIP UI, 2012



Lampiran 7 

TRANSKRIP BASIL WA W ANCARA 7 

Narasumber : Bapak Herawan Yunendra 
J abatan : Kepala Seksi Pemeriksaan Transaksi Perusahaan Group 
Tempat : Direktorat Jenderal Pajak 
Hari/ Tanggal : Rabu, 23 Mei 2012 
W aktu : Pukul 11.00 WIB 

Setelah membaca dan mendengar ~au._, • ., pep.eliti~ p~elitj.: 

1. Apakah langkah-langka 
- -"" 

oleh peneliti acceptable atau 
tidak menurut 

Dalam urutan langkah1tiS,JilJj:i}!,-~tJt:>mparability analisis terlebih 
dahulu kemudian penentuaii m~fofi,~P{Jntuk memilih data eksternal dengan 
penentuan wilayahl geografis, industri. Kadang walaupun kami 
menggunakan US SIC code, kamu juga menggunakan NAIC. Kita berusaha 
mencari distributor dengan produk yang sama. Apabila kita mencari produk 
yang PE dan PP saja tidak masalah, kalaupun mencari produk yang 
intermediate produk juga tidak masalah tetapi apabila ada produk yang sama 
maka yang akan digunakan adalah produk yang sama juga. Argumentasi 
jauh lebih baik yang produknya sama. Kecuali ada pembanding yang 
produknya sama tetapi di reject kama faktor lain misal industrinya tidak 
megarah ke produk karena penjualannya terlalu luas. 

Analisis pencarian..., Feni Hannawaty, FISIP UI, 2012



Lampiran 7 

Manual review saya setuju, deskripsi perusahaan, availability data, dan lain­
lainnya. Oke sih kalau menurut saya. Menurut saya langkah-langkah seperti 

ini acceptable. 

Analisis pencarian..., Feni Hannawaty, FISIP UI, 2012



PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK 
NOMOR PER- 43/PJ/2010 

TENTANG 

PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA DALAM TRANSAKSI 
ANTARA WAJIB PAJAK DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA 

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, 

Menimbang : 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 diatur bahwa pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak; 
b. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009; c. bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas dan untuk memberikan kepastian dan kelancaran dalam penerapan kewajaran dan kelaziman usaha, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa; 

Mengingat: 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nome~ 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893); 
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TE~TANG PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA DALAM TRANSAKSI ANTARA 'NAJIB PAJAK DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA. 

BAB I 
KJ:TENTUAN UMt.Jt-1 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan: 

1. Undang-Undang l<"!tentuan Umum dan Tata Cara Perpaj<"~an yar.; selanjutnya disebut Undang­Unoc"lg KUP adals:·, Ur.aang-undang Nome: 6 :::!lwn !983 ter.~::mg Ketentuan Umum dan Tata Cara PerpajaK.::;n sebagaimana telah beberapa kali diubah tP.rakhir dengan Unda,\:J-1 lndnng Nomflr 16 -:-ahun 2009. 
2. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah !Jndang-Unaang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diui.Jah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. 
3. Undang-Undang Pajak Pertambc>han Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Analisis pencarian..., Feni Hannawaty, FISIP UI, 2012



Mewah yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 
2009. 

4. Persetujuan Penghindaran Pajak BE:rganda yang selanjutnya disebut P3B adalah perjanjian 
antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara/jurisdiksi lain dalam rangka 
penghind. ran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak. 

5. Hubungan Istimewa adalah hubungan antara Wajib Pajak dengan pihak lain sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang PPh atau Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang 
PPN. 

6. Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (arm's length principle/ALP) merupakan prinsip yang 
mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang 
mempunyai Hubungan Istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang 
dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadi 
pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang 
mempunyai Hubungan Istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau 
laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan 
Istimewa yang menjadi pembanding. 

7. Harga Wajar atau laba Wajar adalah harga atau Iaba yang terjadi dalam transaksi yang 
dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa dalam kondisi yang 
sebanding, atau harga atau laba yang ditentukan sebagai harga atau laba yang memenuhi 
Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha. 

8. Analisis Kesebandingan adalah analisis yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau Direktorat Jenderal 
Pajak atas kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang 
mempunyai Hubungan Istimewa untuk diperbandingkan dengan kondisi dalam transaksi yang 
dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa, dan melakukan 
identifikasi atas perbedaan kondisi dalam kedua jenis transaksi dimaksud. 

9. Penentuan Harga Transfer (transfer pricing) adalah penentuan harga dalam transaksi antara 
pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa. 

10. Data Pembanding Internal adalah data Harga Wajar atau Laba Wajc:lr dalam transal<:si sebanding 
yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan 
Istimewa. 

11. Data Pembanding Eksternal adalah data Harga Wajar atau Laba Wajar dalam transaksi 
sebanding yang dilakukan oleh Wajib Pajak lain dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai 
Hubungan Istimewa. 

12. Metode perbandingan harga antara pihak yang independen (comparable uncontrolled price/CUP) 
adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam 
transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan 
harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempun~'ai i-iubungan 
Istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding. 

13. Metode harga penjualan kembali (resale price method/RPM) adalah metode Penentuan Harga 
Transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi suatu produk yang 
dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan harga jual kembali 
produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar, yang mencerminkan fungsi, aset dan risiko, 
atas penjualan kembali produk tersebut kepada pihak lain yang tidak mempunyai Hubungan 
Istimewa atau penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi wajar. 

14. Metode biaya-plus (cost plus method/CPM) adalah metode Penentuan Harga Transfer yang 
dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama 
dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau tingkat laba kotor 
wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak 
mempunyai Hubungan Istimewa pada harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan Prinsip 
Kewajaran dan Kelaziman Usaha. 

15. Metode pembagian laba (profit split method/PSM) adalah metode Penentuan Harga Transfer 
berbasis laba transaksional (transactional profit method) yang dilakukan dengan 
mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang 
mempunyai Hubungan Istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima 
secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi dan 
akan tercermin dari kesepakatan antar pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan btimewa. 

16. Metode lal)a bersih transaksional (transactional net margin method/TNMM) adalah metode 
Penentuan i-larga Transfer yang c dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih 
operasi terhadap biaya, ter;lC'Idap penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lain nya atas 
transaksi ani:ara pihak-pil'.ak yan9 m~mpunyai Hubungan Istimewa dengan persentase laba 
bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan JJiha!< lain yang tidak 
mempunyai Hubungan Istimewa atau pe.·sentas~ laba bersih operasi yang diperoleh atas 
transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa 
lainnya. 

17. Prosedur F'e:setujuan Bersama (Mutual Agreement Procedure/MAP) adalah prosedur 
adr:linistratif yang dilakukJn o!eh pejabat yang berwenang dari Indonesia dengan pejabat yang 
berwenang dari negara mitra P3B untuk menyelesaikan sengketa perpajakan yang timbul 
sehubungan dengan penerapan P3B. 

BAB II 
RUANG LINGKUP 

Pasal 2 Analisis pencarian..., Feni Hannawaty, FISIP UI, 2012



(1) 

(2) 

Ruang lingkup Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini adalah transaksi yang dilakukan Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa. 
Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat mengakibatkan pelaporan jumlah penghasilan dan pengurangan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak tidak sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha meliputi antara lain : 

a. penjualan, pengalihan, pembelian atau perolehan barang berwujud maupun barang tidak 
berwujud; 

b. sewa, royalti, atau imbalan lain yang timbul akibat penyediaan atau pemanfaatan harta berwujud maupun harta tidak berwujud; 
c. penghasilan atau pengeluaran sehubungan dengan penyerahan atau pemanfaatan jasa; d. alokasi biaya; dan 
e. penyerahan atau perolehan harta dalam bentuk instrumen keuangan, dan penghasilan atau pengeluaran yang timbul akibat penyerahan atau perolehan harta dalam bentuk instrumen keuangan dimaksud. 

BAS III 
PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA 

SERTA ANAUSIS KESEBANDINGAN 

Pasal 3 

(1) Wajib Pajak dalam melakukan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa wajib menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha. (2) Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 
a. melakukan Analisis Kesebandingan dan menentukan pembanding; 
b. menentukan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat; 
c. menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha berdasarkan hasil Analisis Kesebandingan dan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat ke dalam transai<si yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa; dan d. mendokumentasikan setiap langkah dalam menentukan Harga Wajar atau Laba Wajar s2suai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 

(3) Transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa yang mempunyai nilai penghasilan atau pengeluaran tidak melampaui Rp 10 .000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak diwajibkan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), namun Wajib Pajak tetap diwajibkan memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang KUP. 

Pasal 4 

(1) Dalam melakukan Analisis Kesebandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dianggap sebanding dengan transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa dalam hal : 
1) tidak terdapat perbedaan kondisi yang material atau signifikan yang dapat mempengaruhi harga atau laba dari transaksi yang diperbandingkan; atau 
2) terdapat perbedaan kondisi, namun dapat d!lakukan penyesuaian untuk menghilangkan pengaruh yang material atau signifikan dari perbedaan kondisi tersebut terhadap harga atau laba; 

b. dalam hal tersedia Data Pembanding Internal dan Data Pembanding Eksternal dengan tingkat kesebandingan 'yang sama, maka Wajib Pajak wajib menggunakan Data Pembanding Internal untuk penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar . 

(2) Wajib Pajak wajib mendokumentasikan langkah-:angkah, kajian, dan hasil kajian dalam melakukan Analisis Kesebandingan dan penentuan p€mbanding, penggunaan Data Pcrnbanding Internal dan/atau Data Pembanding Eksternal serta menyimpan buku, dasar catatan, atau dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pasal 5 

(1) Dalam melaksanakan Analisis Kesebandingan sebagaimana dimaksud da!?m Pasal 4 ayat (1) harus dile':1rkan analisis ata!:> f:>J<t-c.,··-f::tktor yang dapat mem~o:.-ng?r•ii,i t::;gkat l.:~?sobandingan antara lain: 

a. k:::rakteri~tik barang/harta berwujud dan barang/harta tidak ber".ujud yan~ diperjualbelikan, termasuk jc.;:;a; 
b. fungc:i masing-masing pihak yang melakukan transaksi; 
c. kelen~!..lan-ketentuan dalam kontrak/perjanjian; 
d. keadaan ekonomi; dan 
e. strategi usaha . Analisis pencarian..., Feni Hannawaty, FISIP UI, 2012



Pasal 6 

(1) Dalam menilai dan menganalisis karakteristik barang/harta berwujud dan barang/harta tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, harus dilakukan analisis terhadap ~enis barang atau jasa yang diperjualbelikan, dialihkan, atau diserahkan, baik oleh pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa maupun oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa. 
(2) Dalam menilai dan menganalisis karakteristik barang berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipertimbangkan antara lain : 

a. ciri-ciri fisik barang; 
b. kualitas barang; 
c. daya tahan barang; 
d. tingkat ketersediaan barang; dan 
e. jumlah penawaran barang. 

(3) Dalam menilai dan menganalisis karakteristik barang tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipertimbangkan antara lain : 

a. jenis transaksi; 
b. jenis barang tidak berwujud yang diserahkan; 
c. jangka waktu dan tingkat perlindungan yang diberikan; dan 
d. potensi manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan barang tidak berwujud tersebut. 

(4) Dalam menilai dan menganalisis karakteristik jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipertimbangkan antara lain : 

a. sifat dan jenis jasa; dan 
b. cakupan pemberian jasa. 

Pasal 7 

(1) Dalam melakukan penilaian dan analisis fungsi (functional analysis) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, harus dilakukan analisis dengan mengidentifikasi dan membandingkan kegiatan ekonomi yang signifikan dan tanggung jawab utama yang diambil atau akan diambil oleh pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan pihak-pihak yang ticak mempunyai Hubungan Istimewa. 
(2) Kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap signifikan dalam hal kegiatan tersebut berpengaruh 'secara material pada harga yang ditetapkan danjatau laba yang diperoleh dari transaksi yang dilakukan. 
(3) Dalam melakukan penilaian dan analisis fungsi, harus dipertimbangkan antara lain : 

a. struktur organisasi; 
b. fungsi-fungsi utama yang dijalankan oleh suatu perusahaan seperti desain, pengolahan, perakitan, penelitian, pengembangan, pelayanan, pembelian, distribusi, pemasaran, promosi, transportasi, keuangan, dan manajemen; 
c. jenis aktiva yang digunakan atau akan digunakan seperti tanah, bangunan, peralatan, dan harta tidak berwujud, serta sifat dari aktiva tersebut seperti umur, harga pasar, dan lokasi; d. risiko yang mungkin timbul dan harus ditanggung oleh masing-masing pihak yang melakukan transaksi seperti risiko pasar, risiko kerugian investasi, dan risiko keuangan. 

Pasal 8 

Dalam melakukan penilaian dan analisis atas ketentuan-ketentuan dalam kontrak/perjanjian sebagaimana dif'l'laksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, harus dilakukan analisis terhadap tingkat tanggung jawab, risiko, dan keuntungan yang dibagi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk clibandingkan dengdn ketentuan-ketentuan dalam kontrak/perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai Hl'bungan Istimewa, yang meliputi ketertuan te.-::ulis dan tida~ tertulis. 

Pasal 9 

Dala:n melakukan penilaian dan analisis keadaan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, harus diidentifikasi kondisi ekonomi yang relevan, seperti keadaan geografis, luas pasar, tingkat persaingan, tingkat permintaan dan penaward••, serta tingkat ketersediaan barang atau jasa penggan~; ~adn trar.:;aksi yang dilakubn antara pihak-piha'( yang me'"'lpnyai H:.Jbungan I:;time,.,a dengan transdksi yang dilakukan oleh pihalo..-pihak yang tiJak mF>f'l'l!JUilyai Hubungan Istir1-:!wa. 

Pasal 10 
Analisis pencarian..., Feni Hannawaty, FISIP UI, 2012



•' 

Penilaian dan analisis atas strategi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, harus dilakukan antara lain dengan mengidentifikasi inovasi dan pengembangan produk baru, tingkat 
diversifikasi barang/jasa, tingkat penetrasi pasar, dan kebijakan-kebijakan usaha lai nnya, yang terjadi pada pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dan pihak-pihak yang tidak mempunyai 
Hubungan Istimewa. 

BAB IV 
METODE PENENTUAN HARGA WAJAR ATAU LABA WAJAR 

Pasal 11 

(1) Dalam penentuan metode harga wajar atau laba wajar wajib dilakukan kajian untuk menentukan metode Penentuan Harga Transfer yang paling tepat. 
(2) Metode Penentuan Harga Transfer yang dapat diterapkan adalah : 

a. metode perbandingan harga antara pihak yang independen (comparable uncontrolled 
price/CUP); 

b. metode harga penjualan kembali (resale price method/RPM) atau metode biaya-plus (cost 
plus method/CPM); 

c. metode pembagian laba (profit split method/PSM) atau metode laba bersih transaksional 
(transactional net margin method/TNMM). 

(3) Da!am menerapkan metode Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib 
diperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. penerapan metode Penentuan Harga Transfer dilakukan secara hirarkis dimulai dengan menerapkan metode perbandingan harga antar pihak yang independen (comparable 
uncontrolled price/CUP) sesuai dengan kondisi yang tepat; 

b. dalam hal metode perbandingan harga antar pihak yang independen (comparable 
uncontrolled price/CUP) tidak tepat untuk diterapkan, wajib diterapkan metode penjualan kembali (resale price method/RPM) atau metode biaya-plus (cost plus method/CPM) sesuai 
dengan kondisi yang tepat; 

c. dalam hal metode penjualan kembali (resale price method/RPM) atau metode biaya-plus (cost plus method/CPM) tidak tepat untuk diterapkan, dapat diterapkan metode pembagian !aba (profit split method/PSM) atau metode laba bersih transaksional (transactional net 
margin method/TNMM). 

( 4) Kondisi yang tepat dalam menerapkan metode perbandingan harga an tar pihak yang independen (.:om parable uncontrolled price/CUP) adalah: 

a. barang atau jasa yang ditransaksikan memiliki karakteristik yang identik dalam kondisi 
yang sebanding; atau 

b. kondisi transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan pihak-pihak yang tidak memiliki Hubungan Istimewa identik atau memiliki tingkat kesebandingan yang tinggi atau dapat dilakukan penyesuaian yang akurat untuk 
menghilangkan pengaruh dari perbedaan kondisi yang timbul. 

(5) Kondisi yang tepat dalam menerapkan metode penjualan kembali (resale price method/RPM) adalah: 

a. tingkat kesebandingan yang tinggi antara transaksi antara Wajib Pajak yang mempunyai 
Hubungan Istimewa dengan transaksi antara Wajib Pajak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa, khususnya tingkat kcsebandingan berdasarkan hasil analisis fungsi, meskipun barang atau jasa yang diperjualbelikan berbeda; dan 

b. pihak penjual kembali (reseller) tidak memberikan nilai tambah yang signifikan atas barang 
atau jasa yang diperjualbelikan. 

(6) Kondisi yang tepat dalam menerapkesn matode biaya-plus (cost plus method/CPM) adalah: 

a. barang setengah jadi dijual kepada pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa; 
b. terdapat kontrak/perjanjian penggunaan fasilitas bersama (joint facility agreement) atau kontrak jual-beli jangka panjang (long term buy and supply a9reement) antara pihak-pihak 

'F'I!19 mempunyai Hubungan lstimewa; atau 
c. benluk transaksi adalah peny<!diaan jcsa. 

(7) Metode pembagian laba (profit split method/PSM) secara khusus hanya dapat diterapkan dalam kondisi sebagai berikut : 

a. transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa sangai terkait satu 
sama lain sehingga tidak dimungkinkan untuk dilakukan kajian ~c:ara terpisah; atau 

~. terdapat b~ran; ~i~3!: berwujud vang 11r>H· ant.:.::-3 pi:,ak-pihc::!~ yang bertransaksi yang 
menyPbabkan kesulitan dalar11 menemukan data pembanding yang tepat. 

(8) 0e;1~:rapan metode Penentuan Har\:)a Transfer secara hirarkis harus didasarkan pada kondisi yang 
tepat unt~,;!( setiap metode Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4), ayat (5), ay=:~t (f:), dan ayat (7). 

(9) Wajib Pajak wajib mendokumentasikan kajian yang dilakukan dan n·,enyimpan buku, dasar catatan, atau dokumen sesuai aengan ketentuan yang berlaku. Analisis pencarian..., Feni Hannawaty, FISIP UI, 2012



Pasal 12 

Dalam hal kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) tidak terpenuhi maka metode laba bersih transaksional (transactional net margin method/TNMM) dapat diterapkan. 

(1) 

(2) 

BAB V 
HARGA WAJAR ATAU LABA WAJAR 

Pasal 13 

Harga Wajar atau Laba Wajar berdasarkan metode-metode Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dapat ditentukan dalam bentuk harga atau laba tunggal (single 
price) atau dalam bentuk Rentang Harga Wajar atau Laba Wajar (arm's length range/ ALR). Rentang Harga Wajar atau Laba Wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rentangan antara kuartil pertama dan ketiga yang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a. transaksi atau data pembanding yang digunakan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a; dan 

b. didukung dengan bukti-bukti dan penjelasan yang memadai bahwa penetapan harga atau 
laba tunggal tidak dapat dilakukan. 

(3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi, maka Rentang Harga Wajar atau Laba Wajar tidak dapat dipergunakan. 
(4) Yang dimaksud dengan Rentang Harga Wajar atau Laba Wajar (arm's length range/ALR) adalah rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa, yang merupakan hasil pengujian beberapa data pembanding dengan menggunakan metode Penentuan Harga Transfer yang sama. 

BAB VI 
TRANSAKSI KHUSUS 

Pasal 14 

(1) Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha wajib diterapkan atas transaksi jasa yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa. 
(2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sepanjang memenuhi ketentuan : 

a. penyerahan atau perolehan jasa benar-benar terjadi; 
b. terdapat manfaat ekonomis atau komersial dari perolehan jasa; dan 
c. nilai transaksi jasa antara pihak-pihak yang mempunyai mempunyai Hubungan Istimewa sama dengan nilai transaksi jasa yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai 

Hubungan Istimewa yang mempunyai kondisi yang sebanding, atau yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak untuk keperluannya; 

(3) Transaksi jasa antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dianggap tidak memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam hal transaksi jasa terjadi hanya karena terdapat kepemilikan perusahaan induk pada salah satu atau beberapa perusahaan yang berada dalam satu kelompok usaha. 
(4) Transaksi jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk biaya atau pengeluaran yang terjadi sehubungan dengan : 

a. kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan induk, seperti rapat pemegang saham perusahaan 
induk, penerbitan saham oleh perusahaan induk, dan biaya pengurus perusahaan induk; b. kewajiban pelaporan perusahaan induk, termasuk laporan keuangan konsolidasi perusahaan induk, kecuali terdapat bukti mengenai adanya manfaat yang terukur yang dinikmati oleh Wajio Pajak; dan 

c. perolehan dana/rnC'dcd yang dipergunakan untuk pengambilalihan kepemilikan perusahaan dalam kelompok usaha, kecual! pengambilalihan tersebut dilakukan oleh Wajib P:::~jak dan manfaatnya dinikmati oleh Wajib Pajak. 

Pasal lS 

Datam hal transaksi jasa yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dapat dilakukan identifikasi jenis transaksinya secara spesifik, langkah-lan':lf.-3h penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebaga:mana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib 
diterc:~kar1 ur.~uk s2tiap jenis transaksi jasa. 

Pasal 16 

{1) Dalam hal transaksi jasa dilakukan bersama-sama antara Wajib Pajak dan pihak yang mempunyai Analisis pencarian..., Feni Hannawaty, FISIP UI, 2012



(2) 

Hubungan Istimewa dan tidak dapat dilakukan identifikasi atas transaksi jasa yang diserahkan kepada masing-masing pihak, maka beban jasa harus dialokasikan berdasarkan manfaat yang diterima oleh masing-masing pihak . 
Kriteria yang digunakan untuk mengalokasikan beban jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap memadai dalam hal menerapkan kriteria yang terukur dan dapat diandalkan berdasarkan 

a. sifat jasa, kondisi pada saat jasa diserahkan, dan manfaat yang diperoleh; atau b. kriteria lain yang berkaitan dengan transaksi yang tidak dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa. 

Pasal 17 

(1) Prin·sip Kewajaran dan Kelaziman Usaha wajib diterapkan atas transaksi pemanfaatan dan pengalihan harta tidak berwujud yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa. 
(2) Transaksi pemanfaatan harta tidak berwujud yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dianggap memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sepanjang memenuhi ketentuan : 

a. transaksi pemanfaatan harta tidak berwujud benar-benar terjadi; 
b. terdapat manfaat ekonomis atau komersial; dan 
c. transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai mempunyai Hubungan Istimewa mempunyai nilai yang sama dengan transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang mempunyai kondisi yang sebanding dengan menerapkan Analisis Kesebandingan dan menerapkan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat ke dalam transaksi. 

(3) Transaksi pengalihan harta tidak berwujud yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dianggap memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sepanjang memenuhi ketentuan : 

a. transaksi pengalihan harta tidak berwujud benar-benar terjadi; dan 
b. n:Jai pengalihan harta tidak berwujud antara pihak-pihak yang mempunyai mempunyai Hubungan Istimewa sama dengan nilai pengalihan harta tidak berwujud yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan· Istimewa yang mempunyai kondisi yang sebanding. 

( 4) Dalam melakukan Analisis Kesebandingan untuk transaksi sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) dan ayat (3) harus dipertimbangkan an·tara lain : 

a. keterbatasan geografis dalam pemanfaatan hak atas harta tidak berwujud; 
b. eksklusifitas hak yang dialihkan; dan 
c. keberadaan hak pihak yang memperolah harta tak berwujud untuk turut serta dalam pengembangan harta dimaksud. 

BAB VII 
DOKUMEN DAN KEWAJIBAN PENGISIAN 

SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN 

Pasal 18 

(1) Wajib Pajak wajib menyelenggarakan dan menyimpan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang KUP dan peraturc.n pclaksanaannya. 
(2) Termasuk dalam pengertiar dokurnen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen yang menjt:di dasar peneraran Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usa~a pada transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa. 
(3) Dokumen penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang harus dis2diakan oleh Wajib Pajak sekL.<:c;ng-kurangnya mencakup : 

a. gambaran perusahaan secara rir.ci seperti struktur kelompok usaha, struktur kepemilikan, struktur organisasi, aspek-aspek operasional kegiatan usaha, daftar pesaing usaha, dan gambaran lingkungan usaha; 
b. kebijakan penetapan harga dan/atau penetapan alokasi biaya; 
c. hasil Analisis Kesebandingan atas karakteristik produk yang diperjualcelikan, hasil analisis fungsio'1al. kondisi ekonomi, ketentuan-ketentuan d;;:!::m ko11trak/perjanjian, dan strategi usaha; 
d. per.obanding yang terpilih; dan 
e. catatan mengenai penerapan metode penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar y~ang dipilih oleh Wajib Pajak. 

Analisis pencarian..., Feni Hannawaty, FISIP UI, 2012



(4) Wajib Pajak dapat menentukan sendiri jenis dan bentuk dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang harus diselenggarakan disesuaikan dengan bidang usahanya sepanjang doku men tersebut mendukung penggunaan metode penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang dipil ih. 

Pasal 19 

Wajib Pajak wajib melaporkan transaksi yang dilakukannya dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 

BAB VIII 
KEWENANGAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK 

Pasal 20 

(1) Direktur Jenderal Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak pada transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa. 
(2) Penghitungan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan metode dan dokumen penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang diterapkan oleh Wajib Pajak . 
(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai dan/atau menunjukkan dokumen pendukung penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, maka Direktur Jenderal Pajak berwenang menetapkan Harga Wajar atau Laba Wajar berdasarkan data atau dokumen lain dan metode penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang dinilai tepat oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan kewenangan berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KUP. 
(4) Kewenangan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat {1) tidak dilakukan apabila Wajib Pajak telah memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang memiliki Hubungan Istimewa. 
(5) Dalam hal Wajib Pajak melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki Hubungan Istimewa yang terindikasi sebagai tindak pidana di bidang perpajakan, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyidikan sebagaimana diatur dafam Pasal 44 Undang-Undan£ KUP. 

Pasal 21 

(1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyesuaian (correlative adjustment) terhadap penghitungan Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak sebagai tindak lanjut atas suatu penyesuaian (primary adjustment) yang dilakukan oleh : 

a. Direktur Jenderal Pajak atas penghitungan penghasilan dan pengurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri lainnya yang menjadi Jawan transaksi Wajib Pajak; atau b. otoritas pajak negara lain atas penghitungan penghasilan dan pengurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak negara tersebut yang menjadi lawan transaksi Wajib Pajak dalam negeri Indonesia. 

(2) Atas penyesuaian yang dilakukan oleh otoritas pajak negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Wajib Pajak tidak diperkenankan untuk melakukan sendiri penyesuaian penghitungan pajaknya. 

BABIX 
HAK-HAK WAJIB PAJAK 

Pasal 22 

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedure/MAP) k~padn Direktur Jenderal Pajak sesuai ketentuan dalam P3B untuk menyelesaikan sengketa perpajakan yang me:r.yangkut penerapan ketentuan dalam P3g sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk dalam ilal 1.Vajib Pajak tidak menyetujw pe:1yesuaian yang cil:akukan oleh otoritas pajak di negara mitra P3B terh3dc.r.- W:tjib Pajak yang menjadi lawan tr3nsaksinyd. 

Pasal 23 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement/APA) kepada Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan yanfJ berlaku, sebdgz: upaya menghindari permasalahan yang mur,S~kin timbul dalam transaksi yang dilakukan antara "N?jib Pajak jengan pihak-pihak yang mempunyai H~bungan Istir1cwa. 
(2) Kes£::pakatan Harga Transfer (Advance Pri<..ing Ayreement/AF-A) seba£almana di'T.aksud pada ayat (1) adalah perjanjian tertulis antara Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak atau antara Direktur Jenderal Pajak dengan otoritas perpajakan negara lain sebagah1ana dimc.ksood dalam Pasal 18 ayat (3a) Undang-Undang PPh. 

Analisis pencarian..., Feni Hannawaty, FISIP UI, 2012



BAB X 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 24 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 6 September 2010 
DIREKTUR JENDERAL PAJAK 

ttd. 

MOCHAMAD TJIPTARDJO 
NIP195104281975121002 

Dokumen ini dibuat secara spesifik untuk www.ortax.org 
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Menimbang 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK 
NOMOR : PER - 32/PJ/2011 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 
PER-43/PJ/2010 TENTANG PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN 

DAN KELAZIMAN USAHA DALAM TRANSAKSI ANTARA 
WAJIB PAJAK DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI 

HUBUNGAN ISTIMEWA 

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, 

a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian dan kelancaran dalam penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha antara Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa, dipandang perlu melakukan perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa. 

Mengingat 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind~nesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893); 
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069); 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan "Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan 

PERATLJRAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-43/PJ/2010 TENTANG PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA CALAM TRANSAKSI ANTARA WAJIB PAJAK DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAI'1 ISTIMEWA. 

Pasal I 

BP.I:,erapa kE:tentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran oan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, diubah sebagai berikut: 

:. Ketentu2:1 Pasal 1 diubah se'1ingga berbunyi seba~ai berikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan: 
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1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya 
disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. 

2. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh 
adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilr-n sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. 

3. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPN adalah Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 
atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 42 Tahun 2009. 

4. Hubungan Istimewa adalah hubungan antara Wajib Pajak dengan pihak lain 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang PPh atau Pasal 2 ayat (2) 
Undang-Undang PPN. 

5. Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (Arm's length principle/ ALP) merupakan prinsip 
yang mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak 
yang mempunyai Hubungan Istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi 
yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang 
menjadi pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara 
pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa harus sama dengan atau berada dalam 
rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak 
mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadi pembanding. 

6. Harga Wajar atau Laba Wajar adalah harga atau laba yang terjadi dalam transaksi 
yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa dalam 
kondisi yang sebanding, atau harga atau laba yang ditentukan sebagai harga atau laba yang 
memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha. 

7. Ana !isis Kesebandingan adal_ah analisis yang dilakukan oleh Wajib Pajak a tau 
Direktorat Jenderal Pajak atas kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak 
dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk diperbandingkan dengan kondisi 
dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan 
Istimewa, dan melakukan identifikasi atas perbedaan kondisi dalam kedua jenis transaksi 
dimaksud. 

8. Penentuan Harga Transfer (transfer pricing) adalah penentuan harga dalam transaksi 
antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa. 

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 2 

(1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku untuk Penentuan Harga Transfer 
(Transfer Pricing) atas transaksi yang dilakukan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha 
Tetap di Indonesia dengan Wajib Pajak Luar Negeri diluar Indonesia. 

(2) Dalam hal Wajib Pajak melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai 
Hubungan Istimewa yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap di 
Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini hanya berlaku untuk transaksi yang dilakukan 
oleh Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mem~unyai Hubungan Istimewa untuk 
memanfaatkan perbedaan tarif pajak yang disebabkan antara lain: 

a. perlakuan pengenaan Pajak Penghasilan final atau tidak final pada sektor 
usaha tertentu; 

b. perlakuan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; atau 
c. transaksi yang dilakukan dengan Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sarna Migas. 

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 3 

(1) Wajib Pajak dalam melakukan transaksi sebagaimana dimaksud da!am Pasal 2 
dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa wajib menerapkan Prinsip 
Kewajaran dan Kelaziman Usaha. 

(2) Prinsip Kewajaran dan Kelazimdn Usaha dilakukan dengan langko;h-langkah sebagai berikut: 

a. melakukan Analisis Kesebandingan dan menentl.Jkan pembanding; 
b. menentukan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat; 
c. menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha berdasarkan hasil 

Analisis Kesebandingan dan metode Penentuan Harga Transfer yang iei)a~ ke dalam 
transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan piho;k yang mempunyai 
Hubungan Istimewa; dan 

d. rfl<o>1rlt•;,l''l1entasikan setiap la'"!2kat1 ual.:::n :l!Pf'l~rtukan Harga Wajar atau Laba 
Wajar sesuai der.gdn kelentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 

(3) Prinsip Kewajaran jan Kelaziman Usaha (Arm's Length Principle/ALP) mendasarkan 
pada norma bahwa harga atau laba atas transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang 
tidak mempunyai Hubungan Istimewa ditentukan oleh kekuatan pasar, sehingga transaksi 
tersebut mencerminkan harga pasar yang wajar (Fair Market 'Jalue/FMV). 
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(4) Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan nilai seluruh transaksi tidak melebihi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak untuk setiap lawan transaksi, 
dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 4 

(1) Dalam melakukan Analisis Kesebandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 
(2) huruf a harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 
a. transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan 

Istimewa dianggap sebanding dengan transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang 
tidak mempunyai Hubungan Istimewa dalam hal : 
1) tidak terdapat perbedaan kondisi yang material atau signifikan yang 

dapat mempengaruhi harga atau laba dari transaksi yang diperbandingkan; atau 
2) terdapat perbedaan kondisi, namun dapat dilakukan penyesuaian 

untuk menghilangkan pengaruh yang material atau signifikan dari perbedaan 
kondisi tersebut terhadap harga atau laba; 

b. dalam hal tersedia Data Pembanding Internal dan Data Pembanding Eksternal 
dengan tingkat kesebandingan yang sama, maka Wajib Pajak wajib menggunakan 
Data Pembanding Internal untuk penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar. 

c. dalam hal Data Pembanding Internal yang tersedia sebagaimana dimaksud pada huruf b bersifat insidental, maka Data Pembanding Internal dimaksud hanya dapat dipergunakan 
dalam transaksi yang bersifat insidental antara Wajib Pajak den9an pihak-pihak yang 
mempunyai Hubungan Istimewa. 

(2) Wajib Pajak wajib mendokumentasikan langkah-langkah, kajian, dan hasil kajian 
dalam melakukan Analisis Kesebandingan dan penentuan pembanding, penggunaan Data 
Pembanding Internal dan/atau Data Pembanding Eksternal serta menyimpan buku, dasar catatan, atau dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

5. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 4A 

(1) Data Pembanding Internal adalah data Harga Wajar atau Labr> Wajar dalam transaksi sebanding yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang tidak 
mempunyai Hubungan Istimewa. 

(2) Data Pembanding Eksternal adalah data Harga Wajar atau Laba Wajar dalam transaksi sebanding yang dilakukan oleh Wajib Pajak lain dengan pit".ak-pihak yang tidak 
mempunyai Hubungan Istimewa. 

(3) Data Pembanding Internal dan Data Pembanding Eksternal harus memenuhi faktor­faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kesebandingan. 
(4) Dalam hal Data Pembanding Internal telah memenuhi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kesebandingan, maka Data Pembanding Eksternal tidak diperlukan. 
(5) Data Pembanding Eksternal dapat diperoleh dari database komersial maupun database lainnya. 

6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 7 

(1) Dalam melakukan penilaian dan analisis fungsi (functional analysis) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, harus dilakukan analisis dengan mengidentifikasi dan membandingkan kegiatan ekonomi yang signifikan dan tanggung jawab utama yang 
diambil atau akan diambil oleh pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa. 

(2) Kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangg3p signifikan dalam 
hal kegiatan tersebut berpengaruh secara material pada harga yang ditetapkan dan/atau laba yang diperoleh dari transaksi yang dilakukan. 

(3} Dalam melakukan penilaian dan analisis fungsi, harus dipertimbangkan antara lain: 

a. struktllr orgcnisasi dan posisi perusahaan yang diuji dalam kelompok usaha 
serta manajemen rr.ata rantai (supply chain mana~ement) k91ompok Jsaha; 

b. fungsi-fungsi utc.ma y:mg dijalankan u!eh suatu perusahaan se(Jerti desain, 
pengolahan, perakitan, penelitian, pengembangan, pelayanan, pembelian, distribusi, 
oemasaran, promosi, transportasi, keuangan, dan manajemen serta karakteristik 
utama perusahaan seperti jasa rnaklon (toll manufacturing), manufaktur dengan fungsi 
dan risiko L:erbatas (contract m::mufacturing), dan manufaktur dengan fungsi dan 
risiko penuh (fully fledge manufacturing); 

c. jenis aktiva yang digunakan atau akan digunakan sepPrti tanah, bdngJnan, 
peralatan, dan Harta Tidal< oerwujud, serta sifat Jari aktiva tersebut seperti umur, 
harga pasar, dE.n lokasi; 

d. risiko yang mungkin timbul dan rcrus ditanggung oiE>Il ,,,asing-masing pihak 
yang melakukan transaksi seperti risiko pasar, risiko kerugian investasi, dan 
risiko keuangan. 
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• 

7. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 8 

(1) Dalam melakukan penilaian dan analisis atas ketentuan-ketentuan dalam 
kontrak/perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, harus dilakukan 
anal isis terhadap tingkat tanggung jawab, risiko, dan keuntungan y~ ng dibagi antara 
pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk dibandingkan dengan ketentuan­
ketentuan dalam kontrak/perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai 
Hubungan Istimewa, yang meliputi ketentuan tertulis dan tidak tertulis. 

(2) Dalam hal tidak terdapat dokumen tertulis, hubungan kontrak para pihak dapat ditentukan 
dari peran/perilaku para pihak atau prinsip ekonomi, yang umumnya mengatur hubungan 
para pihak tersebut. 

8. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 9 

(1) Analisis keadaan ekonomi diperlukan untuk memperoleh tingkat kesebandingan dalam 
pasar tempat beroperasinya para pihak yang melakukan transaksi. 

(2) Keadaan ekonomi yang harus diidentifikasi untuk menentukan tingkat kesebandingan 
pasar mencakup: 

a. Lokasi geografis; 
b. ukuran pasar; 
c. tingkat persaingan dalam pasar serta posisi persaingan antara penjual dan pembeli; 
d. ketersediaan barang atau jasa pengganti; 
e. tingkat permintaan dan penawaran dalam pasar baik secara keseluruhan maupun 

regional; 
f. daya beli konsumen; 

g. sifat dan cakupan peraturan pemerintah dalam pasar; 
h. biaya produksi · termasuk biaya tanah, upah tenaga kerja, dan modal; 

biaya transportasi; dan tingkatan pasar; 
i. tanggal dan waktu transaksi; dan sebagainya. 

9. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 11 

(1) Dalam penentuan metode Harga Wajar atau Laba Wajar wajib dilakukan kajian 
untuk menentukan metode Penentuan Harga Transfer yang paling sesuai (The Most 
Appropiate Method). 

(2) Metode Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat 
diterapkan adalah : 

a. Metode Perbandingan Harga antara Pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa 
(Comparable Uncontrolled Price/CUP); 

b. Metode Harga Penjualan Kembali (Resale Price Method/RPM); 
c. Metode Biaya-Pius (Cost Plus Method); 
d. Metode Pembagian Laba (Profit Split Method/PSM); atau 
e. Metode Laba Bersih Transaksional (Transactional Net Margin Method/TNMM). 

(3) Metode Perbandingan Harga antara Pihak yang tidak mempunyai Hubungan 
Istimewa (Comparable Uncontrolled Price/CUP) adalah metode Penentuan Harga Transfer 
yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara 
pihak-pihak yang mempunyai Hub:.mgan Istimewa dengan harga barang atau jasa dalam 
transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa 
dalam kondisi atau keadaan yang sebanding. 

(4) Metode Harga Penjualan Kembali (Resale Price Method/RPM) adalah metode Penentuan 
Harga Transfer ydng dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi suatu produk 
yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan harga jual 
kembali produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar, yang mencerminkan fqngsi, aset 
dan risiko, atas penjualan kembali produk tersebut kepada pihak lain yang tidak mE:mpuryai 
Hubungan Istimewa atau penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi wajar. 

(5) Metode Biaya-Pius (Cost Plu~ Method) adalah metode Penentuan Harga Transfer 
yang dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan 
yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau 
tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan 
pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa pada harga pokok pt=njuaiar yang telah 
sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha. 

(6) Metode Pembagian Laba (Profit Split Methorl/PSM) adalah metode Penentuan Harga 
T~an<..:~ :.:;.;;·basis Laba Tran~::~k.~!c;-,dl (':-~an~.-,diuna: :-'rofit Method Based) yang dilakukan 
dengan mengidenlifikasi 1aba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh 
pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa tersebut de11gan Menggunakan dasar 
yang dapat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang 
selayaknya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak-pihak yang tidak 
mempunyai Hubungan Istimewa, dengan menggunakan ~~atode Kontribusi (Contribution 
Profit Split Method) atau Metode Sisa Pembagian Laba (Residual Profit Split Method). 
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(7) Metode Laba Bersih Transaksional (Transactional Net Margin method/TNMM) adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan presentase laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan presentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa lainnya. 
(8) Dalam menerapkan metode Penentuan Harga Transfer yang paling sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), wajib diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. kelebihan dan kekurangan setiap metode; 
b. kesesuaian metode Penentuan Harga Transfer dengan sifat dasar transaksi antar pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa, yang ditentukan berdasarkan analisis fungsional; 
c. ketersediaan informasi yang handal (sehubungan dengan transaksi antar pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa) untuk menerapkan metode yang dipilih dan/atau metode lain; 
d. tingkat kesebandingan antara transaksi antar pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan transaksi antar pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa, termasuk kehandalan penyesuaian yang dilakukan untuk menghilangkan pengaruh yang material dari perbedaan yang ada. 

(9) Kondisi yang tepat dalam menerapkan Metode Perbandingan Harga antara pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa (Comparable Uncontrolled Price/CUP) antara lain adalah: 

a. barang atau jasa yang ditransaksikan memiliki karakteristik yang identik dalam kondisi yang sebanding; atau 
b. kondisi transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan pihak-pihak yang tidak memiliki Hubungan Istimewa Identik atau memiliki tingkat kesebandingan yang tinggi atau dapat dilakukan penyesuaian yang akurat untuk menghilangkan pengaruh dari perbedaan kondisi yang timbul. 

(10) Kondisi yang tepat dalam menerapkan Metode Harga Penjualao1 Kembali (Resale Price Method/RPM) an tara lain adalah: 

a. tingkat kesebandingan yang tinggi antara transaksi antara Wajib Pajak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan transak£! antara Wajib Pajak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa, khususnya tingkat kesebandingan berdasarkan hasil analisis fungsi, meskipun barang atau jasa yang diperjualbelikan berbeda; dan b. pihak penjual kembali (reseller) tidak memberikan nilai tambah yang signifikan atas barang atau jasa yang diperjualbelikan. 

(11) Kondisi yang tepat dalarn menerapkan Metode Biaya-Pius (Cost Plus Method) antara lain adalah: 

a. barang setengah jadi dijual kepada pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa; 
b. terdapat kontrak/perjanjian penggunaan fasilitas bersama (joint facility agreement) atau kontrak jual-beli jangka panjang (long term buy and supply agreement) antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa; atau 
c. bentuk transaksi adalah penyediaan jasa. 

(12) Metode Pembagian Laba (Profit Split Mt:thod/PSM) secara khusus hanya dapat diterapkan dalam kondisi sebagai berikut: 

a. transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa sangat terkait satu sam a lain sehingga tidak dimungkinkan untuk dilakukan kajian secara terpisah; a tau 
b. terdapat barang tidak berwujud yang unik antara pihak-pihak yang bertransaksi 

ya:-~g n:enyebabkan kesulitan dalam menemukan data pembanding yang tepat. 
(13) Kondisi yang tepat dalam menerapkan Metode Laba BE:rsih Transaksio:-Jnl (Transactional Net Margin Method/TNMM) art~ar2 lain adalah: 

a. salah satu pihak dalam transaksi Hubungan Istimewa melakukan kontribusi yang khusus; atau 
b. c;2!ah sr>tu pihak dalam i:ransaksi Hubungan Istimewa melakukan transaksi yang kompleks dan memiliki transaksi yang berhubungan satu sama lain. 

( 14) Wajib Pajak wajib mendokurnentasikan kajian yang dilakukan dan ll"enyimpan buku, dasar catatan, atau dokumen sesuai dP.,Jgan keten~~..;a,l yanQ J:,erlaku. 
10. Pasal 12 dihapus. 
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11. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 14 

(1) Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha wajib diterapkan atas transaksi jasa yang 
dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa. 

(2) Transaksi sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dianggap memenu' i Prinsip Kewajaran 
dan Kelaziman Usaha sepanjang memenuhi ketentuan: 

a. penyerahan atau perolehan jasa benar-benar terjadi; 
b. nilai transaksi jasa antara pihak-pihak yang mempunyai mempunyai 

Hubungan Istimewa sama dengan nilai transaksi jasa yang dilakukan antara 
pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang mempunyai kondisi yang 
sebanding, atau yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak untuk keperluannya; 

(3) Penyerahan atau perolehan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
dianggap benar-benar terjadi apabila terdapat manfaat ekonomis atau komersiaf yang dapat 
menambah nilai atas penyerahan atau perolehan jasa dimaksud. 

(4) Dalam menentukan nilai transaksi jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
harus diterapkan melalui Analisis Kesebandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 
5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal10. 

(5) Transaksi jasa antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan 
Istimewa dianggap tidak memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam hal 
transaksi. jasa terjadi hanya karena terdapat kepemilikan perusahaan induk pada salah satu 
atau beberapa perusahaan yang berada dalam satu kelompok usaha. 

(6) Transaksi jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk biaya atau pengeluaran 
yang terjadi sehubungan dengan: 

a. kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan induk, seperti rapat pemegang 
saham perusahaan induk, penerbitan saham oleh perusahaan induk, dan biaya 
pengurus perusahaan induk; 

b. kewajiban pelaporan perusahaan induk, termasuk laporan keuangan 
konsolidasi perusahaan induk, kecuali terdapat bukti mengenai adanya manfaat yang 
terukur yang dinikmati oleh Wajib Pajak; 

c. perolehan dana/modal yang dipergunakan untuk pengambilalihan 
kepemilikan perusahaan dalam kelompok usaha, kecuali pengambilalihan 
tersebut dilakukan oleh Wajib Pajak dan manfaatnya dinikmati oleh Wajib Pajak .. 

12. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 17 

(1) Prinsip .Kewajaran dan Kelaziman Usaha wajib diterapkan atas transaksi pemanfaatan 
dan pengalihan Harta Tidak Berwujud yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak 
yang mempunyai Hubungan Istimewa. 

(2) Harta Tak Berwujud (Intangibles) adalah suatu aktiva yang pada umumnya memiliki 
masa manfaat yang panjang dan tidak mempunyai bentuk f1sik serta memiliki kegunaan 
dalam kegiatan operasi perusahaan dan penggunaannya tidak untuk dijual kembali, seperti 
paten, hak cipta atau merek dagang. 

(3) Harta Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Harta Tidak 
Berwujud sehubungan dengan Fungsi Perdagangan (Trade Intangibles) dan Harta Tidak 
Berwujud sehubungan dengan Fungsi Pemasaran (Marketing Intangibles). 

(4) Harta Tidak Berwujud sehubungan dengan Fungsi Perdagangan (Trade Intangibles) 
pada umumnya terjadi melalui kegiatan riset dan pengembangan yang berisiko dan mahal, 
sehingga pemiliknya berusaha rr.engganti pengeluaran tersebut melalui penjualan barang, 
perjanjlan lisensi atau kontrak jasa. 

(5) Harta Tidak Berwujud sehubungan dengan Fungsi Pemasaran (Marketing Intangibles) 
meliputi antara lain merek dagang atau nama dagang yang membantu meningkatkan 
pemasarar. dari bar:mg dan jasa, daftar pelanggan, dan saluran distribusi. 

(6) Merek Dagang adalah nama, simbol atau gambar yang unik yang dimi!iki sebagai identitas 
dari suatu barang atau jasa tertentu yang dihasilkan oleh pabrikan atau dealer, 
dimana penggunaannya oleh pihak lain diatur oleh hukum domestik a~au rukum 
internasional. 

(7) Transaksi pemanfaatan Harta Tidak Be1 wujud yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan 
pihak yang mempunyi'ti Hubungan Istimewa dianggap memenuhi Prinsip Kewajaran dan 
Kelaziman Usaha sepanjang memenuhi ketentuan : 

a. transaksi pemanfaatan Harta Tidak Berwujud benar-benar terjad:; 
b. terdapat manfaat ekonomis atau komersial; dan 
c. transaksi antara pihak-pihak yang rnempunyai mempunyai Hubungan 

!~t;mewa mempunyai n; 12i Y"""'~Y s:rr:: rle'12an transaksi yang dilakukan antara 
pihak-pihc:.k yang lidak mempunyai Hubungan Istimewa yang mempunyai kondisi yang 
sebanding dengan menerapkan Analisis Kesebandingz:1 dan .nent:rai)kan metode 
Penentuan Harga Transfer yang tepat ke dalam transaksi. 
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(8) Transaksi pengalihan Harta Tidak Berwujud yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan 

pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dianggap memenuhi Prinsip Kewajaran dan 

Kelaziman Usaha sepanjang memenuhi ketentuan : 

a. transaksi pengalihan Harta Tidak Berwujud benar-benar terjadi; dan 

b. nilai pengalihan Harta Tidak Berwujud antara pihak-pihak yang mempunyai 

mempunyai Hubungan Istimewa sama dengan nilai pengalihan Harta Tidak Berwujud 

yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa 

yang mempunyai kondisi yang sebanding. 

(9) Dalam melakukan Analisis Kesebandingan untuk transaksi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (8) dan ayat (9) harus dipertimbangkan antara lain : 

a. keterbatasan geografis dalam pemanfaatan hak atas Harta Tidak Berwujud; 

b. eksklusifitas hak yang dialihkan; dan 
c. keberadaan hak pihak yang memperolah Harta Tak Berwujud untuk turut serta 

dalam pengembangan harta dimaksud. 

13. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 17A sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 17A 

( 1) Kesepakatan Kontribusi Biaya (Cost Contribution Arrangements) adalah kesepakatan 

yang dibuat oleh para pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk berbagi risiko 

dari mengembangkan, menghasilkan atau mendapatkan aset, jasa atau hak, dan 

untuk menentukan fungsi dan peranan para pihak dalam kesepakatan atas aset, jasa atau 

hak dimaksud. 
(2) Para pihak dalam Kesepakatan Kontribusi Biaya (Cost Contribution Arrangements) berhak 

untuk mendapatkan manfaat pelaksanaan Kesepakatan Kontribusi Biaya (Cost Contribution 

Arrangements) sebagai pemilik efektif (effective owners). 

(3) Dalam hal terdapat Kesepakatan Kontribusi Biaya (Cost Contribution Arrangements), 

maka kontribusi biaya antara para pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa harus 

sama dibandingkan dengan kontribusi biaya dalam kesepakatan yang dilakukan antara 

pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa. 

14. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 18 

(1) Wajib Pajak wajib menyelenggarakan dan menyimpan tuku, catatan, dan dokumen 

yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 28 Undang-Undang KUP dan peraturan pelaksanaannya. 

(2) Termasuk dalam pengertian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

dokumen yang menjadi dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha pada 

transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa. 

(3) Wajib Pajak wajib menyampaikan dokumentasi dalam melaporkan transaksi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang terdiri dari satu set dokumen induk dan satu set 

lampiran dari dokumen induk. 
( 4) Wajib Pajak dapat menentukan sendiri jenis dan bentuk dokumen yang disesuaikan 

dengan bidang usahanya sepanjang dokumen tersebut mendukung penggunaan metode 

penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang dipilih, termasuk laporan keuangan yang 

terseg mentasi. 
(5) Dokumen penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang harus disediakan oleh Wajib 

Pajak sekurang-kurangnya mencakup: 

a. gambaran perusahaan secara rinci seperti struktur kelompok usaha, 

struktur kepemilikan, struktur organisasi, aspek-aspek operasional kegiatan usaha, 

daftar pesaing usaha, dan gambaran lingkungan usai1a; 

b. kebijakan penetapan harga dan/atau penetapan alokasi biaya; 

c. hasil Analisis Kesebandingan atas karakteristik produk yang diperjualbelikan, 

hasil analisis fungsional, kondisi ekonomi, ketentuan-ketentuan dalam 

ko'ltrak/perjanjian, dan strategi usaha. 
d. pembar.cling yang terpilih; 
e. catatan mengenai penerapan metode pen~:ntl.;an Harga Waj3r atau Laba Wajar 

yang dipilih oleh WO!Jib Pajak serta alasan penolakan metode yang tidak dipilih. 

15. Kete>nt.uan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 20 

(1) Direktur Jenderal Pajak berwenang menentukan kerr.~;:tli besarnya P'=''l~h?~ifan 

dan pengurangan untuk r.1enghitung besarnya Penghasilan Kena P~jak pada transaksi 

yang dilakukan anti."ra pihak-pihak ~'dng mem~Li,ydi Hub•mgan Istin.ewa. 

(2) Kewenangan Direktur Jenderal Paj.:;l; sebagaimana dirr.ak.sud pada ayat (1) tidak 

dilakukan apabila Wajib Pajak telah memenuhi Prinsip Kewaiaran dan K~laziman Usaha dalam 

transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang memiliki Hubung3n Is~imewa . 
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(3) Penghitungan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan metode dan dokumen penentuan Harga 
Wajar atau Laba Wajar yang diterapkan oleh Wajib Pajak. 

(4) Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai 
dan/atau menunjukkan dokumen pendukung penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman 
Usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, Direktur Jenderal 
Pajak berwenang menetapkan Harga Wajar atau Laba Wajar berdasa kan data atau dokumen 
lain dan metode penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang dinilai tepat oleh 
Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan kewenangan berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang­
Undang KUP. 

16. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 21 

(1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyesuaian (correlative adjustment) 
terhadap penghitungan Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak sebagai tindak lanjut atas 
suatu penyesuaian (primary adjustment) yang dilakukan oleh : 

a. Direktur Jenderal Pajak atas penghitungan penghasilan dan pengurangan 
yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri lainnya termasuk Bentuk Usaha Tetap 
yang menjadi lawan transaksi Wajib Pajak; atau 

b. otoritas pajak negara lain atas penghitungan penghasilan dan pengurangan 
yang dilakukan oleh Wajib Pajak negara tersebut yang menjadi lawan transaksi 
Wajib Pajak dalam negeri termasuk Bentuk Usaha Tetap di Indonesia. 

(2) Atas penyesuaian yang dilakukan oleh otoritas pajak negara lain sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b, Wajib Pajak tidak diperkenankan untuk melakukan sendiri 
penyesuaian penghitungan pajaknya. 

17. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 22 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Prosedur Persetujuan Bersama 
(Mutual Agreement Procedure/MAP) kepada Direktur Jenderal Pajak sesuai ketentuan dalam 
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda atau P3B untuk menyelesaikan sengketa 
perpajakan yang menyangkut penerapan ketentuan dalam P3B sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku, term(!suk dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui penyesuaian yang dilakukan oleh 
otoritas pajak di negara mitra P3B terhadap Wajib Pajak yang menjadi lawan transaksinya. 

(2) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang selanjutnya disebut P3B adalah perjanjian 
antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara/jurisdiksi lain dalam rangka 
penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak. 

(3) Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedure/MAP) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adalah prosedur administratif yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dari 
Indonesia dengan pejabat yang berwenang dari negara mitra P3B untuk menyelesaikan 
sengketa perpajakan yang timbul sehubungan dengan penerapan P3B. 

18. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 23 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Kesepakatan Harga Transfer (Advance 
Pricing Agreement/APA) kepada Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku, sebagai upaya menghindari permasalahan yang mungkin timbul dalam transaksi 
yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan 
Istimewa. 

(2) Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement/APA) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adalah perjanjian tertulis antara Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak 
atau antara Direktur Jenderal Pajak dengan otoritas perpajakan negara lain sebagaimana 
dimaksud dala;n Pc:sal 18 ayat (3a) Undang-Undang PPh. 

Pasal II 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal d:tetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 11 November 2011 
DIP.EJ<TUR JFNDERAL PAJAK, 

ttd. 

A. FUAD RAHMANY 
NIP 195411111981121001 
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